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MOTTO

Manusia, hidup tidak terlepas dari suatu ambisi dan cita — cita,
karena itu yang membuat manusia dapat menentukan arah dan
tujuan hidupnya, demi sesuatu yang sangat berarti dalam
hidupnya.

“A man without ambition like bird without wings...”

iv

Skripsi Analisis Putusan Nomor ... Rachma Dwi Dody Saputra




Skripsi

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Ayahku, Subur Budi Santoso dan fbuku, Woro Patsiwi, S.H yang telah
banyak berkorban demi kebaikanku dan masa depanku.

2. Orang tua keduaku, Ayahanda Slamet Riyadi.Alm dan Bunda Dyah
Catur Rini yang telah medukung dan turut mendoakanku.

3. Kakakku, Eko Widiyanto sebagai penuntunku.

4. Anna Purbasari, yang tersayang. Terima kasih sudah menjadikan
hidupku lebih berarti. Semoga cita - cita kita bersama tercapai ya...

5. Semua temanku yang telah menemani aku.

Analisis Putusan Nomor ... Rachma Dwi Dody Saputra

i




IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

KATA PENGANTAR

Bismillahhirrohmaanirrohim,

Alhamdulillaahhirobbil a’lamiin, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT
yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat
menyelesaikan tugas — tugas akhir di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rosulullah Nabi Muhammad SAW
yang telah menghapus kegelapan menjadi jalan yang terang benderang.

Skripsi ini berjudul Analisis Putusan Nomor 215 / Pid.B / 2005 / PN. Blitar
terhadap Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar. Menguraikan suatu
permasalahan yang terdapat dalam Putusan Nomor 215 / Pid.B / 2005 / PN.‘ Blitar
kaitannya dengan penyalahgunaan wewenang yang berimplikasikan tindak pidana
korupsi. Selanjutnya, dalam skripsi ini akan dibahas lebih lanjut perihal pertanggung
jawaban pidana terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri.
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[V
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BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang terdapat di Indonesia.
Konsepsi mengenai korupsi timbul setelah adanya pemisahan antara kepentingan
keuangan pribadi dari seorang pejabat negara dan kewenangan jabatannya. Prinsip
seperti ini timbul di Eropa Barat setelah revolusi Perancis dan di negara - negara
Anglo Saxon seperti Inggris, Amerika Serikat dan lain — lain, timbul juga pada
permulaan abad ke-19. Sejak itu penyalahgunaan wewenang demi kepentingan
pribadi khususnya dalam soal keuangan negara dianggap korupsi.!

Indonesia, sejak sekitar tahun 1957 telah melakukan berbagai upaya dalam
pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk itu tidak kurang dari sembilan peraturan
perundang - undangan telah dikeluarkan sejak tahun 1957 hingga sekarang, yaitu :

1.  Peraturan Penguasa Militer AD Nomor Prt/PM - 06/1957, tanggal 9 April 1957
tentang Pemberantasan Korupsi.
2. Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM - 08/1957, tanggal 27 IMei 1957

tentang Pemilikan Harta Benda.

' Ongkokhom, “ Tradisi dan Korupsi “, Bunga Rampai Korupsi, ed. Mochtar Lubis dan
James C. Scott, Jakarta, 1988, hal. 116.
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3. Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM - 011/1957, tanggal 1 Juli 1957
tentang Wewenang Penguasa Militer dalam Menyita Barang - Barang.

4.  Peraturan Penguasa Perang Pusat AD Nomor Prt/Peperpu/013/1958, tanggal 6
April 1958 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan
Korupsi Pidana dan Pemilikan Harta Benda.

5.  Peraturan Penguasa Perang Pusat AL Nomor Prt/Peperpw/Z.1/1/7/1958, tanggal
17 April 1958 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perbuatan
Korupsi Pidana dan Pemilikan Harta Benda.

6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 24 Tahun 1960 (LN
No. 72 - 1960), tanggal 9 Juni 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan
Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

Melalui Undang - undang Nomor 1 Tahun 1960 peraturan tersebut ditetapkan
menjadi Undang - undang Nomor 24 Tahun 1960 sejak tanggal 11 Januari 1961.

7.  Surat Keputusan Republik Indonesia nomor 243/1967 tentang Pembentukan
Team Pemberantasan Korupsi.

8. Undang - undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.

9.  Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang - undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Walaupun peraturan - peraturan tentang tindak pidana korupsi telah silih

berganti, yang terbaru menggantikan atau menyempurnakan yang terdahulu namun
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perbuatan korupsi dengan segala bentuknya tetap mengganas. Lemahnya pengawasan

dari pemerintah membuka kesempatan bagi oknum tertentu untuk melakukan korupsi.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang -

undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

sebagai berikut :

(1) Setiap orang yang melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya

diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan
keuangan negara atau pereckonomian negara, dipidana dengan pidana
penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun
dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling sedikit Rp.
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.
1.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dijelaskan pula dalam Pasal 3 Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang -

undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang
lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau
sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat
merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu)
tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit
Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Hal ini sering kali dijadikan tolak ukur aparat penegak hukum dalam

memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia karena akibat yang ditimbulkannya

pada perekonomian atau kerugian keuangan negara. Sehingga tidak heran

bahwasannya Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu kejahatan yang berdampak

kerugian sangat besar bagi negara.

Skripsi
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Untuk menciptakan kondisi pemerintahan yang bersih dan berwibawa,

pemerintah pada masa Orde Baru telah bertekad untuk menanggulangi dan

memberantas kegiatan yang menghambat pembangunan nasional, sebagaimana

diterangkan dalam Ketetapan MPR No. II /MPR/ 1988 tentang Garis-garis Besar

Haluan Negara yang berbunyi sebagai berikut

Kebijaksanaan dan langkah-langkah penertiban aparatur pemerintah periu
dilanjutkan dan makin ditingkatkan terutama dalam menanggulangi masalah
korupsi, penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan kekayaan
negara dan keuangan negara, pungutan liar, serta berbagai bentuk
penyelewengan lainnya yang dapat menghambat pembangunan serta merusak
citra dan kewibawaan aparatur pemerintah. Untuk itu perlu ditingkatkan secara
lebih terpadu pengawasan dan langkah-langkah penindakan serta dikembangkan
kesetiakawanan sosial dan disiplin hukum.

Bahkan pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu, Presiden Republik Indonesia

menginstruksikan kepada :

1.  Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu ;

2.  Jaksa Agung Kabinet Indonesia Bersatu ;

3.  Panglima Tentara Nasional Indonesia ;

4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

5.  Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen ;
6. Para Gubernur ;

7.  Para Bupati dan Walikota ;

Untuk mempercepat pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, sesuai

dengan Insruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang

Percepatan Pemberantasan Korupsi
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Meskipun telah banyak peraturan perundang - undangan yang mengatur tentang
tindak pidana korupsi, hal ini tidak dapat menghapuskan tindak pidana korupsi secara
menyeluruh dan tuntas. Otonomi Daerah, memberikan pelimpahan sebagaian
kewenangan pemerintahan pusat pada pemerintahan daerah. Hal ini tidak dapat
menuntut kemungkinan semakin meluasnya tindak pidana korupsi, yang dahulunya
korupsi hanya terjadi pada kalangan pemerintahan pusat saja, dengan adanya
Otonomi Daerah memungkinkan selain korupsi terjadi pada pemerintahan pusat juga
dapat pula terjadi di kalangan pemerintahan daerah.

Hal ini terbukti dengan munculnya kasus Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di
Kabupaten Blitar pada awal tahun 2005 yang dalam hal ini mengakibatkan kerugian
keuangan negara sebesar = Rp. 49.810.635.125,00 (empat puluh sembilan milyar
delapan ratus sepuluh juta enam ratus tiga piluh lima ribu seratus dua puluh lima
rupiah) tindak pidana korupsi tersebut, yang melibatkan pegawai negeri sipil
pemerintahan daerah kabupaten Blitar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten Blitar tahun anggaran 2002/2003.

Pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2003 terjadi penggelembungan dana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blitar pada pos
belanja pegawai, pos belanja barang, pos pemeliharaan, pos perjalanan dinas dan
belanja lain-fain pada masing - masing unit kerja pemerintah Kabupaten Blitar
dikarenakan telah terjadi pengeluaran dana dari kas daerah dengan cara penerbitan
Surat Perintah Membayar Giro (SPMG) dengan kode d atau D guna pencairan dana

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blitar dari Bupati atau
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Kepala Daerah Kabupaten Blitar selaku pemegang kekuasaan umum pengelolahan
keuangan daerah. Sedangkan berdasarkan kelaziman pengelolaan keuangan daerah
pada Kabupaten Blitar Surat Perintah Membayar Giro (SPMG) dengan kode d atau D
tersebut tidak lazim, tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun
2000 dan Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002.

Pengelolaan keuangan yang lazim, yang digunakan pada pemerintah daerah
Kabupaten Blitar, Surat Perintah Membayar Giro (SPMG) tersebut hanya terdiri
Surat Perintah Membayar Giro (SPMG) dengan kode A untuk gaji pegawai, Surat
Perintah Membayar Giro (SPMG) dengan kode C untuk honorarium, Surat Perintah
Membayar Giro (SPMG) dengan kode R untuk kegiatan rutin dan Surat Perintah
Membayar Giro (SPMG) dengan kode P untuk dana pembangunan Kabupaten Blitar’.
Sehingga kasus tersebut menimbulkan citra aparatur pemerintah khususnya pegawai
negeri sipil dan pemerintah Kabupaten Blitar buruk dimata masyarakat.

Penggelembungan yang terjadi teriihat dari tidak sesuainya antara pendapatan
kas daerah dengan pengeluaran dana kas daerah dari berbagai unit kerja pemerintahan
daerah Kabupaten Blitar. Kepala Sub.Bagian Pembukuan pada Bagian Keuangan
Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar (dengan inisial BS) yang sejak sekitar bulan
Maret 2002 tahu bahwa pengeluaran keuangan melalui Surat Perintah Membayar
Giro (SPMG) kode d atau D dan pengeluaran keuangan daerah dari deposito maupun

pemindahan dana dari kas daerah ke rekening pribadi adalah tidak sesuai dengan

2 putusan Perkara nomor : 215/Pid.B/2005/PN.BLT, Pengadilan Negeri Blitar, 7 September,
2005, Hal.50.
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ketentuan Pasal 4 dan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000

tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Pemerintah Daerah

dijelaskan sebagai berikut :

1.

Pasal 4 yaitu “ Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif,
transparan dan bertanggung dengan memperhatikan asas keadilan dan
kepatutan ”

Pasal 10 ayat (4) yaitu “ Perkiraan sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu
dicatat sebagai saldo awal pada APBD tahun berikutnya, sedangkan
realisasi sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo
awal “

Serta bertentangan pula dengan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang

Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta

Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata

Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah, dijelaskan pula sebagai berikut :

L.

Skripsi

Pasal 32 ayat (2) yaitu “ Bendahara umum daerah bertanggung jawab
kepada Kepala Daerah *

Pasal 49 ayat (5) yaitu “ Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti
yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang
menagih

Pasal 60 yaitu Jun_llah sisa perhitungan anggaran yang lalu dipindah
bukukan pada kelompok pembiayaan, jenis penerimaan daerah, obyek sisa

lebih anggaran tahun lalu “
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4. Keputusan Bupati Nomor 234 Tahun 2002 tanggal 23 Juli 2002 tentang
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
Pasal 48 ayat (1) bertugas melaksanakan pembukuan, pemeriksaan dan
penelitian terhadap realisasi anggaran rutin, pembangunan maupun
pendapatan serta mempersiapkan bahan penyusunan perhitungan APBD.
Namun terdakwa (dengan inisial BS) membuat pertanggung jawaban dan
perhitungan pertanggung jawaban pada sisa perhitungan anggaran keuangan APBD
tahun 2002 maupun tahun 2003 tersebut untuk menutupi pengeluaran keuangan dari
Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Blitar yang tidak melalui prosedur pada tahun
2002 dan 2003. Atas perbuatan terdakwa (dengan inisial BS) tersebut, telah
rﬁemperoleh uang tunai sebesar Rp. 500.000.000,00 (fima ratus juta rupiah) atau
setidak tidaknya sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang
merupakan perbuatan mereka secara bersama-sama (Bupati Blitar, Kepala
Sub.Bagian Anggaran pada bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Blitar, PLT
Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, Kepala Bagian
Keuangan Sekretariat Kabupaten Blitar) dan telah dipergunakan untuk memenuhi
kepentingan pribadi dan keluarganya.
Selaku Kepala Sub.Bagian Pembukuan pada bagian Keuangan Sekretariat
Daecrah Kabupaten Blitar (diangkat berdasarkan SK Bupati Blitar nomor
820/07/423.031/2001 tanggal 18 Januari 2001), yang berdasarkan Keputusan Bupati

Nomor 234 Tahun 2002 tanggal 23 Juli 2002 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan
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Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2)

mempunyai tugas :

(1) Melaksanakan Pembukuan, pemerikasaan dan penelitian terhadap realisasi

2

angaran rutin, pembangunan maupun pendapatan serta mempersiapkan
bahan penyusunan perhitungan APBD.

Dengan fungsi:

Pengadaan pembukuan secara sistimatis dan kronologis mengenai
penerimaan dan pengeluaran,

Pengadaan penelitian terhadap buku kas penerimaan dan pengeluaran serta
pembuatan nota pendapatan pemeriksaan buku kas untuk mengetahui
posisi kas APBD,

Pengadaan evaluasi dan penyusunan laporan realisasi APBD sesuai
ketentuan yang berlaku,

Pengadaan penelitian terhadap laporan bendaharawan khusus penerimaan
pendapatan asli daerah dan tata cara pembukuan,

Penyiapan dan pengelolahan data asebagai bahan penyusunan perhitungan
APBD,

Pencatatan dan penerimaan laporan dari bendahara penerima atau instansi
yang lebih tinggi melalui kas daerah.

Melihat jumlah kerugian negara dan tindak pidana korupsi yang telah dilakukan

oleh aparatur pemerintah Kabupaten Blitar, pegawai negeri sipil pemerintah daerah

Kabupaten Blitar maka timbul suatu permasalahan bagaimana pertanggungan jawab

pidananya atau dengan kata lain tindakan hukum apa yang dapat dijatuhkan dalam

mananggulangi kasus tindak pidana korupsi tersebut. Mengingat kasus tindak pidana

korupsi ini juga merupakan kejahatan White Collar Crime, kejahatan berkerah putih

artinya pelaku atas tindak pidana korupsi tersebut merupakan pejabat pemerintah atau

aparatur negara yang mempunyai suatu kedudukan, pangkat dan derajat yang tinggi

dalam pemerintahan maupun masyarakat.

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa (dengan inisial BS) yang

berkedudukan sebagai Kepala Sub.Bagian Pembukuan pada Bagian Keuangan

Skripsi
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Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, kepada terdakwa (dengan inisial BS) oleh
Pengadilan Negeri Blitar dinyatakan secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah
melakukan “ Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama dan Berlanjut “ dengan
nomor putusan ; 215 / Pid.B / 2005 / PN. BLT. Maka beranjak dari latar belakang
pokok permasalahan yang dikemukakan diatas dan berdasarkan putusan Pengadilan
Negeri Blitar tersebut, dapat diambil suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan analisis putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor : 215 /
Pid.B / PN.BLT, apakah penggunaan anggaran APBD yang menyimpang
dari pos anggaran APBD dapat dikategorikan sebagai perbuatan
penyalahgunaan kewehangan ?

2. Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana

korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri 7

1.2 Penjelasan Judul

Dalam penulisan skripsi berjudul “Analisis Putusan Nomor : 215 / Pid. B /
2005 / PN. Blitar Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh
Pegawai Negeri Sipil Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah
Kabupaten Blitar “. Adapun penjelasan atas judul tersebut adalah sebagai berikut :

Analisis Putusan Nomor : 215 / Pid.B / 2005 / PN. Blitar, yakni menguraikan

suatu permasalahan hukum dalam Putusan Nomor : 215 / Pid.B / 2005 / PN. Blitar
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secara netral terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pegawai
| Negeri Sipil dalam APBD Kabupaten Blitar.

Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999
jo. Undang — undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, yang selanjutnya disebut dengan Undang — undang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (UU PTPK) secara umum berarti suatu perbuatan yang bertujuan
untuk menguntungkan diri sendiri, memperkaya diri sendiri atau orang lain,
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena
jabatan atau kedudukan, dan hal tersebut dapat merugikan keuangan atau
perekonomian Negara.

Pegawai Negeri, berdasarkan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 jo.
Undang — undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian pada
Pasal la yang dimaksud sebagai Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah
memenuhi syarat - syarat yang ditentukan dalam perundang - undangan yang berlaku,
diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri
atau diserahi tugas negara lainnya, yang ditetapkan berdasarkan suatu perundang -
undangan dan digaji menurut perundang - undangan yang berlaku.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerash (APBD) Kabupaten Blitar,
berdasarkan Pasal 1 angka (2) PP Nomor 105 Tahun 2000 adalah suatu rencana
tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
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1.3 Alasan Pemilihan Judul

Dengan melihat ketentuan Undang — undang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (UU PTPK), Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang — undang
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian, dan berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung
jawaban Keuangan Daerah, serta ketentuan dalam Kepmendagri Nomor 29 Tahun
2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan
Daerah, Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja daerah. Maka penulis, dalam penulisan skripsi ini berjudul
“Analisis Putusan Nomor : 215 / Pid.B / 2005 / PN. Blitar Terhadap Tindak
Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil Dalam Anggaran
" Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar*. Didasarkan atas keinginan
untuk mngetahui dan mengkaji perihal pertanggung jawaban pidana pada tindak
pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil terhadap APBD Kabupaten
Blitar dengan suatu studi kasus analisis putusan : Nomor : 215 / Pid.B /2005 / PN.

Blitar.
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1.4 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka penulisan skripsi
ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui dan memahami perihal penyalahgunaan kewenangan pada Putusan
Pengadilan Negeri Blitar Nomor : 215 / Pid.B / 2005 / PN.BLT, terutama yang
berkaitan dengan penggunaan anggaran APBD yang meyimpang dari pos
anggaran APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

2.  Mengetahui dan memahami perihal pertanggung jawaban pidana, tindak pidana

korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri.

1.5 Metode Penulisan

1.5.1 Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan beberapa pendekatan masalah,
bentuk pendekatan masalah yang digunakan dalam memberikan penjelasan terhadap
masalah - masalah yang menjadi pokok pembahasan adalah dengan pendekatan
Perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach),
dan pendekatan studi kasus (case approach).

Statute Approach yaitu melakukan pembahasan dan mengkaji ketentuan dan
élturan-aturan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tindak

Pidana Korupsi.
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Conceptudl Approach yaitu dilakukan dengan cara mencari jawaban atas

masalah-masalah yang ada hubungannya dengan kasus diatas dengan mendasarkan

pada rumusan konsep yang ada di dalam norma hukum sebagai bahan hukum primer

dan pendapat para ahli sebagai bahan hukum sekunder.

Case Approach yaitu melakukan suatu pembahasan terhadap permasalahan

lewat kasus tertentu, yang ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi didasarkan

pada suatu studi kasus analisis putusan nomor : 215 /Pid.B /2005 / PN.BLT.

(@)

(b)

(©)

()

1.5.2 Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum Primer

Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang — undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang — Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggung jawaban Keuangan Daerah.

Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan
Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, Tata Cara
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata
Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan

dan Belanja daerah.
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Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder diperoleh dari literature, penulisan ilmiah dan pendapat
para ahli atau pakar hukum serta doktrin, yurisprudensi, dan putusan Mahkamah

Agung Republik Indonesia.

1.5.3 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah ada dikumpulkan dan diklarifikasi selanjutnya
dlia.nalisa melalui studi kepustakaan, kemudian disusun secara sistimatis sesuai
dengan pengelompokan masing - masing dalam bab — bab, maupun sub bab
berdasarkan rumusan masalah yang diajukan dalam penulisan skripsi ini.
Pengelompokan masing-masing berdasarkan rumusan masalah bertujuan untuk

memudahkan pembahasan masalah.
1.6 Pertanggung jawaban Sistematika

Untuk memudahkan pemahaman penulisan skripsi, maka sistematika penulisan
skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab dan sub bab.

Bab I adalah Pendahuluan. Dalam bab ini memberikan penjelasan mengenai
pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, kaitannya dengan
putusan Pengadilan Negeri Blitar dengan nomor perkara : 215 / Pid.B / 2005 / PN.

BLT. Bab I yang berisi pendahuluan ini dibahas tentang latar belakang dan rumusan
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masalahnya, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan dan metode
penulisan skripsi.

Bab II analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Blitar dengan nomeor
perkara : 215 / Pid.B / 2005 / PN. BLT. Dalam bab ini diuraikan tentang kasus posisi
, perumusan bentuk surat dakwaan, dasar pertimbangan putusan Hakim Pengadilan
Negeri Blitar. Dari hal tersebut, selanjutnya akan dibahas mengenai batas kekaburan
antara penyalahgunaan wewenang dengan perbuatan melawan hukum.

Bab III memberikan pengertian dan penjelasan mengenai unsur — unsur delik
Pasal 3 Undang — undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) yaitu
Undang — undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang — undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kaitannya dengan subyek delik
Pasal 3 UU PTPK, unsur penyalahgunaan wewenang dan unsur merugikan keuangan
negara.

Bab IV merupakan bab terakhir sekaligus sebagai bab penutup dari seluruh
pembahasan masalah dalam bab II dan bab III dalam skripsi ini. Selanjutnya akan
diberikan saran — saran yang dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan para hakim
dalam memberikan putusan di persidangan. Di samping itu, sumbang saran ditujukan
untuk melakukan revisi terhadap UU PTPK yakni Undang — undang Nomor 31 Tahun
1999 jo. Undang — undang Nomor 20 Tahun 2001 khususnya terhadap subyek delik

Pasal 3 UU PTPK.
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BAB II
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BLITAR

NOMOR PERKARA : 215/ Pid.B/ PN. BLT

2.1 Kasus Posisi
Bahwa Terdakwa (dengan inisial BS) selaku Kasubag. Pembukuan Pada

Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar (diangkat berdasarkan SK

Bupati Blitar Nomor : 820 / 07 / 423.031 / 2001 tanggal 18 Januari 2001) sejak

tanggal 18 Januari 2001 sampai dengan 5 Desember 2003 baik sebagai orang yang

melakukan, menyuruh lakukan atau yang turut melakukan dengan Terdakwa lain

(pegawai negeri / Bupati Blitar), telah melakukan beberapa perbuatan yang

dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan

diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, menyalahgunakan
kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan
atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara.

Sejak tahun 2002/2003 Terdakwa (dengan inisial BS) telah melakukan
penyimpangan — penyimpangan terhadap dana pengeluaran APBD, yakni :

- Bahwa dalam kurun waktu antara tahun 2002/2003 telah terjadi pengeluaran
dana dari Kas Daerah dengan cara penyimpangan penerbitan Surat Perintah
Membayar Giro (SPMG) atas permintaan Terdakwa lainnya (pegawai negeri
/ Bupati Blitar) dengan dalih untuk keperluan kegiatan Bupati.

-~ Untuk memenuhi permintaan Bupati Blitar, Terdakwa (dengan inisial BS)

berinisiatif untuk diterbitkan SPMG Pengembalian Ayat (PA) atau SPMG

17
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yang diberi kode D guna mencairkan dana APBD, tanpa dilengkapi Surat
Keputusan Otorisasi (SKO) dan tanpa Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
dari pengguna anggaran.

Kelaziman pengelolaan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Blitar, SPMG
hanya terdiri dari SPMG kode A untuk gaji pegawai, kode C untuk
honorarium, kode R untuk kegiatan rutin dan kode P untuk dana
pembangunan. SPMG kode D dimaksudkan sebagai SPMG PA yang artinya
dana dikeluarkan dari APBD bukan dari pos pasal pengeluaran (belanja)
tetapi dikeluarkan dari ayat penerimaan, berupa penerimaan atas Dana
Alokasi Umum (DAU) yang akan diganti dikemudian hari dari pemesukan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau dari Dana Alokasi Umum.

Pencairan dana SPMG dengan kode D tersebut tidak sesuai dengan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 dan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 pasal 51 ayat (1) dan ayat (2)
dimana pencairan dana SPMG kode D yang ditanda tangani Kabag.
Keuangan tidak didasari atau dilampiri Surat Keputusan Otorisasi (SKO)
dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

Terdakwa (dengan inisial BS) yang scjak bulan Maret 2002 tiap kali
menerima lembar tindasan SPMG kode D atau yang tidak melalui prosedur,
dan tahu meksud pembuatan SPMG tersebut dicatatnya dalam buku B.V
untuk selanjutnya dibukukan kedalam blanko model B.XIII yaitu Daftar
Pembukuan Administrasi (DPA) yang isinya harap dibayar kepada diri
sendiri untuk memindah bukukan dari rekening Kas Daerah Nomor :

0141000022 ke rekening Bendaharawan Gaji Sekretariat Kabupaten Blitar
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Nomor : 200.03.01 / 537 pada BPD Jatim Cabang Blitar, untuk nantinya
pada akhir tahun 2002/2003 digelembungkan atau dibebankan pada pos
belanja pegawai, pos belanja barang, pos pemeliharaan, pos perjalanan dinas
dan pos belanja lainnya pada masing — masing unit kerja dan Kecamatan
pada Pemerintah Kabupaten Blitar.

Bahwa selain pengeluaran dana Kas Daerah dengan cara penyimpangan
penerbitan SPMG kode D, telah terjadi pengeluaran dana dari Kas Daerah
Kabupaten Blitar dengan cara pemindah bukuan ke rekening pribadi atas
permintaan Terdakwa lain {pegawai negeri sipil / Bupati Blitar) sebesar Rp.
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Rp. 1.500.000.000,00 (satu
milyar lima ratus juta rupiah).

Pengeluaran dana dari Kas Dacrah yang disimpan dalam bentuk Deposito
dan Giro dengan cara memanipulasi sisa anggaran APBD tahun 2002.
Bahwa pengeluaran dana dari Kas Daerah dengan cara penyimpangan
penerbitan SPMG dalam tahun 2002/2003 sebesar Rp. 44.108.268.225,00
(empat puluh empat milyar seratus delapan juta dua ratus enam puluh
delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah). Pengeluaran dari Kas Daerah
dengan cara pemindah bukuan ke rekening pribadi sebesar Rp.
5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan pengeluaran dana dari Kas
Daerah dalam bentuk Deposito dan Giro dengan cara memanipulasi
anggaran tahun 2002 sebesar Rp. 24.000.000.000,00 (dua puluh empat
milyar rupiah). Atas pengeluaran uang tersebut, agar dapat dipertanggung
jawabkan dalam sidang DPRD Kabupaten Blitar, Terdakwa (dengan inisial

BS) menyiasati dengan cara membebankannya atau menggelembungkan
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pada pos belanja pegawai, pos belanja barang, pos pemeliharaan, pos
perjalanan dinas dan pos belanja lainnya pada 32 unit kerja dan 22 unit
Kecamatan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Blitar akhir tahun
anggaran 2002/2003.

Perbuatan Terdakwa (dengan inisial BS) dalam membuat pertanggung
jawaban pada sisa perhitungan anggaran APBD dengan cara
menggelembungkan pada pos belanja pegawai, pos belanja barang, pos
pemeliharaan, pos perjalanan dinas dan pos belanja lainnya tahun anggaran
2002/2003 untuk menutupi pengeluaran keuangandari Kas Daerah
Pemerintahan Kabupaten Blitar yang tidak melalui prosedur pada tahun
2002/2003 tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan
Daerah, dan bertentangan dengan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002
tentang Pedoman Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan
Keuangan Daerah, serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata
Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.

Terdakwa (dengan inisial BS) telah memperoleh uang tunai sebesar Rp.
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Rp. 150.000.000,00 (seratus
lima puluh juta rupiah) yang merupakan sebagian hasil perbuatan mereka
secara bersama — sama dengan Terdakwa lainnya (pegawai negeri sipil),
telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan keluarganya.
Atas perbuatan Terdakwa (dengan inisial BS) memperkaya diri sendiri dan

memperkaya orang lain mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar

Analisis Putusan Nomor ... Rachma Dwi Dody Saputra



21

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

Rp. 49.810.635.125,00 (empat puluh sembilan milyar delapan ratus sepuiuh

juta enam ratus tiga puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah).

2.2 Perumusan Bentuk Surat Dakwaan

Surat dakwaan dari Penuntut Umum disusun secara Subsidair (berlapis)
yakni terdiri dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair, Dalam dakwaan
Subsidair terdakwa secara faktual atau nyata, terdakwa didakwa lebih dari satu
tindak pidana tetapi pada hakekatnya terdakwa hanya dipersalahkan satu tindak
pidana. Dakwaan terberat (pfimair) diperiksa lebih dahulu, apabila dakwaan
primair terbukti maka dakwaan yang lain tidak perlu dibuktikan. Surat dakwaan
Penuntut Umum mendakwakan kepada Terdakwa (dengan inisial BS) dalam
kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintahan Kabupaten Blitar
bersama — sama dengan terdakwa lain (pegawai negeri sipil) melakukan
serangkaian perbuatan yang melanggar kctentuan UU PTPK, PP Nomor 105
Tahun 2000 dan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002.

Terdakwa (dengan inisial BS) dalam dakwaan primair, pada pokoknya
didakwakan melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK jo. Pasal 55 ayat (1)
ke (1) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan dalam dakwaan subsidair Terdakwa
(dengan inisial BS) didakwakan melanggar atau melakukan tindak pidana
sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU PTPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP jo.
Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Bahwa terhadap surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum, Penuntut
Umum mendasarkan pada perbuatan “melawan hukum” dan “penyalahgunaan

wewenang” (Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK). Padahal apa yang dimaksud dengan
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“melawan hukum” berbeda dengan “penyalahgunaan wewenang”. Terhadap
“penyalahgunaan wewenang” subyek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat
publik, sedangkan “melawan hukum” subyek deliknya adalah dapat berarti orang
perorangan ataupun korporasi. Maka tidaklah tepat apabila dalam hal ini bentuk
surat dakwaan Penuntut Umum dirumuskan dalam bentuk subsidair, yakni dasar
dakwaan primair Pasal 2 UU PTPK dan dasar dakwaan subsidair Pasal 3 UU
PTPK maupun sebaliknya, kalau dakwaan primair Pasal 3 UU PTPK maka
dakwaan subsidair Pasal 2 UU PTPK. Jika perumusan surat dakwaan disusun
dalam bentuk subsidair, dakwaan primair Pasal 2 UU PTPK, dakwaan subsidair
Pasal 3 UU PTPK, sedangkan sebagai subyek pelaku tindak pidana korupsi adalah
seorang pegawai negeri atau pejabat publik maka hal ini akan memberikan
pengertian yang meluas terhadap subyek tindak pidana korupsi karena yang
dimaksud dalam pengertian “setiap orang” dalam UU PTPK adalah orang
perorangan atau korporasi. Sedangkan yang dimaksud dalam pengertian Pasal 3
UU PTPK adalah “setiap orang” yakni orang perorangan yang memiliki jabatan
atau kedudukan (pegawai negeri) dan kedudukan Terdakwa (dengan inisial BS)
yang berkapasitas sebagai pegawai negeri sipil Kabupaten Blitar merupakan orang
perorangan yang memiliki jabatan atau kedudukan seperti halnya yang dimaksud
“setiap orang” dalam Pasal 3 UU PTPK.

Tidaklah tepat apabila dalam hal ini bentuk perumusan surat dakwaan
Penuntut Umum, Pasal 2 UU PTPK digunakan sebagai dasar surat dakwaan yang
subyek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik. Namun lebih tepat

apabila surat dakwaan Penuntut Umum tersebut didasarkan atas Pasal 3 UU PTPK
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. karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai negeri atau

pejabat publik adalah merupakan perbuatan penyalahgunaan wewenang.
Begitu pula dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP, scbagai
berikut :

Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana : Mereka yang
melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan
perbuatan

Tentang penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana hal ini dapat
dimungkinkan terjadi apabila suatu tindak pidana tersebut terjadi oleh satu orang,
tetapi dalam berbuat tindak pidana itu juga melibatkan dua orang atau lebih, yang
termasuk dalam kategori ini adalah sebagai berikut® :

1. Orang yang melakukan (pleger)

Seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan semua unsur — unsur
dari tindak pidana.

2. Orang yang menyuruh melakukan {doenpleger)
Disini sedikit - dikitnya ada dua orang yaitu sebagai orang yang menyuruh
(doenpleger, middelijke dader) dan sebagai orang yang disuruh (pleger,
dader). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan
tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan tundak pidana.

3. Orang yang turut melakukan (medepleger)
Sedikitnya harus ada dua orang yang bersama — sama melakukan tindak
pidana, dalam artian kedua orang itu bersama - sama melaksanakan tindak
pidana, masing — masing harus melakukan salah satu unsur dari tindak
pidana atau turut melakukan/turut serta melakukan perbuatan pidana.

4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai
kekerasan dan sebagainya dengan sengaja membujuk melakukan tindak
pidana (uitlokker)

Orang yang sengaja membujuk orang lain untuk melakukan tindak pidana
dengan cara pemberian, memakai kekuasaan atau kekerasan agar orang
yang disuruh atau dibujuk melakukan suatu tindak pidana.

} R Soesilo, Pokok — Pokok Hukum Pidana, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1984, Hal,
83-385

Skripsi Analisis Putusan Nomor ... Rachma Dwi Dody Saputra




24

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

Dalam tindak pidana korupsi, penyertaan/turut serta (medepleger)
melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang secara bersama — sama hal
tersebut dimungkinkan dapat terjadi, bilamana dua orang atau iebih mempunyai
jabatan atau kedudukan (pegawai negeri atau pejabat publik) melakukan tindak
pidana Kkorupsi, karena medepleger yang kaitannya dengan penyalahgunaan
wewenang hanya mungkin terjadi apabila dilakukan antara pegawai negeri turut
serta dengan pegawai negeri lain, tidak dapat disebut medepleger kaitannya

| dengan penyalahgunaan wewenang apabila dilakukan tidak sama — sama sebagai

‘ pegawai negeri. Pegawai negeri atau pejabat publik turut serta dengan pegawai
negeri atau pejabat publik dalam melakukan tindak pidana. Namun apabila yang
turut serta melakukan tindak pidana tersebut antara pegawai negeri atan pejabat
publik dengan seorang yang bukan berkedudukan sebagai pegawai negeri ataupun
pejabat publik, maka medeplichtige (pembantuan) dapat terjadi. Pasal 56 KUHP
menjelaskan :

Dipidana sebagai pembantu (medeplichtige) sesuatu kejahatan :

ke-1 Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan
dilakukan.

ke-2 Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan
untuk meiakukan kejahatan,

Dipandang sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud Pasal 64 ayat
(1) KUHP yakni :

Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing — masing merupakan

kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga

harus dipandang scbagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling)

maka hanya dikenakan satu aturan pidana ; jika berbeda — beda, yang

dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
Perbuatan tindak pidana tersebut dilakukan selama kurun waktu tertentu, dan

apabila terdapat tindak pidana yang berbeda namun hal itu ada hubungannya
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dengan tindak pidana yang dilakukan sebelumnya maka tindak pidana tersebut

dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

2.3 Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Blitar

Berdasarkan pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Blitar, diketahui
beberapa fakta hukum yang terkait pada Terdakwa (dengan inisial BS) sebagai
berikut :

- Terdakwa (dengan inisial BS) dan tetdakwa lainnya (pegawai negeri) adalah
merupakan pejabat pada Pemerintahan Kabupaten Blitar yang mempunyai
otoritas dalam pengelolaan Pemerintahan Kabupaten Blitar, khususnya
otoritas dalam mengelola keuangan daerah.

- Bahwa Terdakwa (dengan inisial BS) adalah Kasubag. Pembukuan Pada
Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Blitar sejak tahun 1990 dengan tugas
dan fungsi antara lain membukukan penerimaan dan pengeluaran dana APBD
berdasarkan bukti yang ada, serta membuat laporan triwulan, laporan sisa
APBD.

— Prosedur penerbitan SPMG yang benar adalah dengan cara pengiriman nota
dinas dari Unit Pengguna Anggaran disertai SPP kepada Sekretaris Kabupaten
Blitar. Apabila sesuai dengan SKO yang ditetapkan maka SPMG diproses di
Bagian Keuangan, kemudian setelah terbit SPMG tcrsébut diteruskan ke
kantor Kas Daerah untuk pembuatan giro dan dengan giro tersebut dana
dipindahkan dari rekening Kas Daerah ke rekening Bendahara Unit Pengguna

Anggaran.
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= Untuk mempermudah dalam membedakan dengan SPMG lainnya, maka oleh
Kasubag. Perbendaharaan SPMG PA tersebut diberi kode D sehingga SPMG
PA disebut juga SPMG kode D, dan SPMG kode D tersebut diterbitkan tanpa
SKO dan tidak pula disertai SPP.

— Setiap akhir tahun anggaran dibuat laporan sisa perhitungan APBD sebagai
pertanggung jawaban Bupati kepada DPRD Kabupaten Blitar, yang menyusun
laporan sisa perhitungan APBD adalah Bagian Keuangan yaitu Terdakwa
(dengan inisial BS) dan Kasubag. Anggaran Kabupaten Blitar. Agar
pengeluaran anggaran SPMG kode D tersebut dapat dipertanggung jawabkan
secara administrasi, Terdakwa (dengan inisial BS) memasukkan pengeluaran
anggaran SPMG kode D tersebut kedalam Pos Belanja Pegawai dan belanja
lainnya dengan cara memperbesar nilai (mark up) Pos Belanja Pegawai dan
belanja lainnya pada 32 unit kerja dan 22 Kecamatan di lingkungan
Pemerintahan Kabupaten Blitar bahkan pada beberapa Unit Kerja Pos Belanja
Pegawai diperkecil dibandingkan realisasi riel.

= Bahwa dengan memperkecil atau memperbesar Pos Belanja Pegawai dan pos
belanja lainnya peda 32 unit kerja dan 22 Kecamatan di lingkungan
Pemerintahan Kabupaten Blitar ke dalam buku laporan sisa perhitungan maka
seolah — olah anggaran yang keluar melalui SPMG kode D tersebut telah dapat
dipertanggung jawabkan, padahal secara riel belum ada pertanggung
Jawabannya.

Atas dasar fakta hukum dan susunan dakwaan dari Penuntut Umum, dengan

bentuk surat dakwaan subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu
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mempertimbangkan dakwaan primair (Pasal 2 UU PTPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke
(1) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP) yang unsur — unsurnya antara lain :

1. Setiap Orang

Secara Melawan Hukum

Memperkaya diri sendiri atau orang lain

Dapat merugikan kenangan negara atau perekonomian negara
Sebagai tindak pidana penyertaan

Dilakukan secara berlanjut

AN

Bahwa terhadap unsur yang pertama “setiap orang” bila dibandingkan

“ dengan subyek hukum dalam delik pidana, yang dimaksudkan adalah “barang

siapa” yaitu orang perorangan (person) maupun badan hukum yang dapat

bertindak sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga mampu
mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Antara unsur “setiap orang” dalam Pasal 2 UU PTPK dengan Pasal 3 UU
PTPK, maka yang dimaksudkan scbagai “setiap orang” dapat dibedakan menjadi
orang perorangan sebagai pribadi, orang yang memegang jabatan dan korporasi.
Terdakwa (dengan inisial BS) dapat melakukan tindak pidana tersebut karena
kapasitasnya sebagai pemegang jabatan Kasubag. Pembukuan Pada Bagian
Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar berdasarkan SK Bupati Blitar
Nomor 820/07923.031/2001 tanggal 18 Januari 2001, bukan sebagai natuurlijk
persoon tetapi karena sebagai person yang memegang jabatan, yang mempunyai
wewenang, atau sarana. Majelis Hakim mempertimbangkan dengan kapasitasnya
Terdakwa (dengan inisial BS) yang demikian itu, maka tidaklah tepat apabila
Terdakwa (dengan inisial BS) dikwalifikasikan sebagai “setiap orang”

sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan primair. Terdakwa (dengan inisial BS)

|
|
|
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secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pasal
2 UU PTPK.

Kemudian dipertimbangkan dakwaan subsidair (Pasal 3 UU PTPK jo. Pasal
55 ayat (1) ke (1) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP) yang unsur — unsurnya
antara lain :

1. Setiap Orang

2. Dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada
padanya karena jabatannya

4.  Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

5. Sebagai tindak pidana penyertaan

6. Dilakukan secara berlanjut

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja orang perorangan
yang mempunyai jabatan sehingga oleh karenanya mempunyai kewenangan,
kesempatan atau sarana untuk melakukan suatu tindakan karena jabatannya itu.
Terdakwa (dengan inisial BS) adalah orang yang memegang jabatan Kasubag.
Pembukuan Pada Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, dengan
demikian Terdakwa (dengan inisial BS) berkapasitas sebagai “setiap orang”
seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 3 UU PTPK, dan Terdakwa (dengan inisial
BS) secara persoonlijk sehat jasmani dan rohani sehingga mampu
mempertanggung jawabkan perbuatannya, tidak ada alasan pemaaf maupun alasan
pembenar.,
Ad.2 Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu

korporasi
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Bahwa dengan adanya kata “atau” pada kalimat unsur kedua ini,
menunjukkan adanya sebuah pilihan, apakah perbuatan Terdakwa (dengan inisial
BS) bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Adanya
inisiatif dari Terdakwa (dengan inisial BS) mengenai penerbitan SPMG kode D
dan hal tersebut harus dipertanggung jawabkan, akan tetapi telah keluar dana dari
Kas Daerah tanpa dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 44.108.268.225,00 (empat
puluh empat milyar seratus delapan juta dua ratus enam puluh delapan ribu dua
ratus dua puluh lima rupiah) yang dinikmati oleh terdakwa lainnya (pegawai
negeri dan Bupati Blitar) maka telah terbukti bahwa Terdakwa (dengan inisial BS)
telah menguntungkan orang lain.

Ad.3 Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya
karena jabatannya

Bahwa Terdakwa (dengan inisial BS) sebagai Kasubag. Pembukuan Pada
Bagian Keuangan Sekretariat Dacrah Kabupaten Blitar mempunyai tugas pokok
dan fungsi pada bagian pengelolaan keuangan Kabupaten Blitar berdasarkan SK
Bupati Blitar Nomor 234 Tahun 2002 dan juga dalam pengelolaan keuangan
daerah Kabupaten Blitar senantiasa berpedoman pada PP Nomor 105 Tahun 2000
dan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002. Dalam menjalankan tugas dan
wewenangnya Terdakwa (dengan inisial BS) telah menyimpang dari Tupoksinya,
tidak mengikuti pedoman yang ditentukan dalam penyusunan pembukuan
pengelolaan keuangan daerah. Maka Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur

ketiga ini telah terpenuhi.
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Ad.4 Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa apabila telah terpenuhi unsur
kedua dan ketiga, maka tindakan Terdakwa (dengan inisial BS) sebagai pejabat
pengelola keuangan dacrah Kabupaten Blitar yang tidak sesuai dengan PP Nomor
105 Tahun 2000 dan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 dalam mengelola
keuangan daerah Kabupaten Blitar, maka hal tersebut dapat merugikan keuangan
atau perekonomian negara.
Ad.5 Sebagai tindak pidana penyertaan

Terdakwa (dengan inisial BS) adalah salah satu dari beberapa orang pelaku
dalam delik korupsi ini, ia Terdakwa (dengan inisial BS) juga sebagai turut serta
melakukan tindak pidana artinya perbuatan beberapa orang tersebut bukan sebagai
perbuatan yang berdiri sendiri, tetapi sebagai satu kesatuan perbuatan, peranan
yang satu dengan lainnya adalah sama dalam mewujudkan delik.

Ad.6 Dilakukan secara berlanjut
Penerbitan SPMG kode D tersebut, berlangsung sejak tahun 2002 dan secara

berkala telah terbit SPMG sebanyak 59 SPMG senilai Rp. 17.047.950.000,00
(tujuh belas milyar empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah),
kemudian untuk mempertanggung jawabkannya Terdakwa (dengan inisial BS)

melakukan mark up pada Pos Belanja Prgawai dan belanja lainnya, membuat

. laporan pertanggung jawaban administrasi sisa perhitungan APBD 2002 yang

secara riel tidak ada, dan hal yang sama juga dilakukan pada tahun 2003.
Berdasarkan putusan dengan nomor perkara 215/Pid.B/2005/PN.BLT dalam

pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, perbuatan Terdakwa

(dengan inisial BS) yang menyimpang dari aturan pengelolaan keuangan daerah

Kabupaten Blitar dan penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan pos belanja
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APBD dikwalifisir sebagai penyalahgunaan wewenang, karena kedudukannya
dalam pejabat pengelola keuangan dacrah Kabupaten Blitar, Terdakwa (dengan
inisial BS) memiliki wewenang, kesempatan dan sarana atas dasar jabatannya. Hal
tersebut telah menimbulkan kerugian pada keuangan negara atau perekonomian
negara. Pengadilan Negeri Blitar menyatakan bahwa Terdakwa (dengan inisial
BS) telah melakukan tindak pidana korupsi sesuai Pasal 3 UU PTPK, bukan
merupakan tindak pidana korupsi pada Pasal 2 UU PTPK karena dalam
pertimbangan Majelis Hakim pada dakwaan primair dan dakwaan subsidair,
Majelis Hakim mempertimbangkan unsur “setiap orang” terhadap kedudukan
Terdakwa (dengan inisial BS) sebagai Kasubag. Pembukuan Pada Bagian
Keuangan Sekretaris Kabupaten Blitar adalah sebagai orang perorangan yang
memegang jabatan, memiliki wewenang dan sarana atas dasar jabatannya.

Kedudukan Terdakwa (dengan inisial BS) berkedudukan sebagai Pegawai
Negeri Sipil dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Blitar yang memiliki
jabatan, kewenangan, kesempatan dan sarana pada Pemerintahan Kabupaten
Blitar, sehingga tepat bahwa Majelis Hakim menempatkan kedudukan Terdakwa
(dengan inisial BS) sebagai “setiap orang” seperti halnya yang dimaksudkan Pasal
3 UU PTPK.

Sedangkan terhadap unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh
Terdakwa (dengan inisial BS) Majelis Hakim menggunakan parameter atas dasar
SK Bupati Blitar Nomor 234 Tahun 2002 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan
Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah, Kepmendagri Nomor

29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan
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Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan
Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD. Apakah hal
tersebut dapat dibenarkan? bagaimana dengan asas legalitas, apakah hal tersebut
dapat bertentangan dengan asas legalitas?

Meskipun perihal wewenang merupakan kajian ilmu administrasi, namun
dalam hukum pidana untuk menentukan perbuatan tersebut patut dipidana atau
tidak hms didasarkan pada asas legalitas, Pasal | ayat (1) KUHP :

Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana
dalam perundang - undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

Artinya, suatu perbuatan pidana dapat dipidana apabila telah ada aturan pidannya
atau telah diatur dalam undang — undang yang berlaku. Hal tersebut bukan berarti
berdasarkan Surat Keputusan Bupati, Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri atau
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tetapi harus didasarkan pada undang -
undang. Majelis Hakim mendasarkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa
(dengan inisial BS) pada SK Bupati Blitar Nomor 234 Tahun 2002 hal tersebut
digunakan sebagai dasar untuk mengetahui adanya kewenangan Terdakwa
(dengan inisial BS) sebagai pejabat pengelola keuangan daerah Kabupaten Blitar,
dan PP Nomor 105 Tahun 2000, Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 digunakan
sebagai landasan untuk membuktikan perbuatan penyalahgunaan kewenangan
yang telah dilakukan Terdakwa (dengan inisial BS). Sedangkan Pasal 3 UU PTPK
dipakai sebagai landasan untuk menuntut pidana apabila terbukti adanya kerugian
pada keuangan negara atau perekonomian negara, karena tanpa adanya kerugian
pada keuangan negara atau perekonomian negara maka tindak pidana korupsi
tidak akan terpenuhi.

Skripsi Analisis Putusan Nomor ... Rachma Dwi Dody Saputra



33

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

2.4 Batas Kekaburan antara Perbuatan Melawan Hukum dengan

Penyalahgunaan Wewenang

Antara perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang, Undang
— undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) mengatur pada pasal
yang berbeda. Dalam Pasal 2 UU PTPK dicantumkan unsur perbuatan melawan
hukum sebagai unsur inti delik korupsi (bestandeel delict), namun dalam Pasal 3
UU PTPK tidak dicantumkan perbuatan melawan hukum melainkan perbuatan
penyalahgunaan wewenang. Istilah melawan hukum (wederrechtelijkheid) dan
. penyalahgunaan wewenang (detournement de Ppouvoir) senantiasa dijadikan oleh
Penuntut Umum sebagai dasar untuk menuntut pidana pelaku tindak pidana
korupsi. Dalam praktek di peradilan seringkali kedua unsur tersebut yaitu unsur
melawan hukum dan unsur penyalahgunaan wewenang dirumuskan dalam surat
dakwaan Penuntut Umum terhadap pelaku atau subyek delik korupsinya adalah
seorang pejabat atau pegawai negeri. Kaitannya dengan hal tersebut, apakah
scorang pegawai negeri dapat melakukan perbuatan melawan hukum ataukah
penyalahgunaan wewenang ? Padahal penyalahgunaan wewenang merupakan
salah satu bentuk dari perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum
merupakan “genus-nya”, sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah
“species-nya”.
Penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan :

Bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup

perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil,

yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan undang —

undang, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak

sesuai dengan rasa keadilan atay norma — norma kehidupan sosial dalam
masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

~
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Dengan adanya kata “maupun” dalam penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa
UU PTPK mengikuti dua ajaran sifat melawan hukum :

a. Ajaran sifat melawan hukum formil (formele wederrechtelijkheid), atau

b. Ajaran sifat melawan hukum materiil (materielle wederrechtelijkheid).
Roeslan Saleh®, mengemukakan :

Menurut ajaran melawan hukum, yang disebut melawan hukum materiil
tidaklah hanya sckedar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga
bertentangan dengan hukum tidak tertulis. Sebaliknya, ajaran melawan
hukum formil berpendapat bahwa melawan hukum adalah bertentangan
dengan hukum tertulis saja. Jadi menurut ajaran materiil, disamping
memnuhi syarat — syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur dalam
rumusan delik, perbuatan harus benar — benar dirasakan masyarakat sebagai
tidak boleh atau tidak patut.

Moeljatno’, berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum diartikan sama
dengan sifat melawan hukumnya perbuatan pidana, terdapat dua fungsi dari ajaran
sifat melawan hukum materiil, yaitu :

| a. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, yaitu
| suatu perbuatan, meskipun oleh peraturan undang — undang tidak
| ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian
| masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang
dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum.

b. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif, yaitu
suatu perbuatan, meskipun menurut peraturan undang — undang
merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut
penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum,
perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak melawan hukum.

Dari pendapat Roeslan Saleh, Moeljatno dan Penjelasan Pasal 2 UU PTPK, bahwa
yang dimaksud “secara melawan hukum” mencakup perbuatan yang tidak sesuai
dengan rasa keadilan atau norma — norma kehidupan sosial dalam masyarakat,

meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan undang — undang, maka

*  Roeslan Saleh, dalam R. Wiyono, Pembahasan Undang — Undang Pemberantasan

Tindek Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hal. 28
Moeljatno, Asas — Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, Hal. 133

Skripsi Analisis Putusan Nomor ... Rachma Dwi Dody Saputra



35
IR-Perpustakaan Universitas Airlangga
dapat diketahui bahwa ajaran sifat melwan hukum materiil yang diikuti UU PTPK
adalah ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif.
Sebagai contoh dari penerapan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam
fungsinya yang positif, dapat dikemukakan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal
29 Desember 1983 Nomor 275 K/Pid/1983 dengan terdakwa R. Sonson
Natalegawa (masih berlakunya Undang — undang Nomor 3 Tahun 197 1) dalam
pertimbangan hukumnya menyebutkan :
“ Menimbang bahwa menurut kepatutan dalam masyarakat, khususnya
dalam perkara tindak pidana korupsi, apabila seorang Pegawai Negeri
menerima fasilitas yang berlebihan serta keuntungan lainnya dari seorang
lain dengan maksud agar Pegawai Negeri itu menggunakan kekuasannya
atau wewenangnya yang melekat pada jabatannya serta menyimpang, hal itu
sudah merupakan “perbuatan yang melawan hukum”, karena menurut

kepatutan perbuatan itu merupakan perbuatan yang tercela atau perbuatan
yang menusuk perasaan hati masyarakat

Apabila ditelaah lebih lanjut Putusan Mahkamah Agung tersebut, untuk
membuktikan bahwa adanya perbuatan melawan hukum atau tidak berdasarkan
kepatutan dalam masyarakat, hal tersebut mengalami Kesulitan karena tidak
+ adanya kepastian atau yang menjadi tolak ukur dalam kepatutan masyarakat.
Indriyanto Seno Adji, berpendapat bahwa untuk menetukan kriteria
diimplementasikannya ajaran perbuatan melawan hukum materiil dalam fungsi
positif antara lain sebagai berikut :

a. Perbuatan pelaku yang tidak termasuk atau tidak memenuhi rumusan
delik, dipandang dengan kepentingan umum, ternyata menimbulkan
kerugian yang jauh tidak seimbang bagi masyarakat atau negara
dibandingkan dengan keuntungan yang disebabkan oleh perbuatannya
yang tidak melanggar undang — undang,

b. Menimbulkan kerugian yang jauh tidak seimbang bagi masyarakat atau
negara apabila seorang Pegawai Negeri, meskipun tidak melanggar
peraturan yang ada sanksi pidananya, tetapi tidak menerima fasilitas
yang berlebihan serta keuntungan lainnya dari seseorang

¢ Indriyanto Seno Adji, dalam R. Wiyono, Op. cit.,, Hal, 29
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(korporasi/badan hukum) agar Pegawai Negeri itu menggunakan
kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatannya secara
berlebihan atau menyimpang.

Hukum Administrasi memberikan kajian perihal wewenang (bevoegdheid)
dalam tiga kategori yaitu Wewenang Terikat (wewenang yang diberikan oleh
suatu peraturan perundang — undangan yang berlaku), Wewenang Fakultatif
(wewenang yang mengatur terhadap pejabat Tata Usaha Negara untuk tidak wajib
menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan) dan Wewenang
Bebas (wewenang yang memberikan kebebasan kepada pejabat Tata Usaha
Negara untuk menentukan sendiri keputusannya berdasarkan wewenanngya).
Namun apabila dihubungkan dengan Terdakwa (dengan inisial BS) pada Putusan
Pengadilan Negeri Blitar Nomor 215/Pid.B/2005/PN.BLT, kewenangan yang
diperoleh Terdakwa (dengan inisial BS) adalah merupakan Kewenangan Terikat.
Kedudukan Terdakwa (dengan inisial BS) sebagai pegawai negeri sipil Kabupaten
+ Blitar diangkat berdasarkan SK Bupati Blitar Nomor 820/07/423.031/2001
memiliki kewenangan jabatan dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten
Blitar sebagai Kasubag, Pembukuan Pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah
Kabupaten Blitar berdasarkan SK Bupati Blitar Nomor 234 Tahun 2002
Sehingga dalam kategori wewenang terikat Terdakwa (dengan inisial BS), untuk
menentukan adanya penyalahgunaan wewenang harus didasarkan pada peraturan
dasarnya atau ketentuan hukum mana yang dilanggar.

Perihal unsur melawan hukum dalam Pasal 2 UU PTPK dapat meliputi
melawan hukum formiel dan melawan hukum materiel. Sesuai dengan pandangan
Vos, melawan hukum formiel (formele wederrechtelijkheid) adalah perbuatan

yang bertentangan dengan hukum positif (tertulis), sedangkan melawan hukum
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materiel (materielle wederrechtelijkheid) adalah perbuatan yang bertentangan
dengan asas — asas umum/norma hukum yang tidak tertulis. Sedangkan terhadap
subyek delik korupsi adalah seorang pajabat atau Pegawai Negeri, kaitannya
dengan Terdakwa (dengan inisial BS) tindak pidana yang dilakukan merupakan
suatu perbuatan yang melawan hukum karcna ada peraturan perundang -
undangan yang Terdakwa (dengan inisial BS) langgar. Namun, tindak pidana
yang Terdakwa (dengan inisial BS) lakukan/perbuat tersebut, merupakan
perbuatan melawan hukum dalam kategori melawan hukum formiel (formele
wederrechtelijkheid) bukan perbuatan melawan hukum materiel (materielle
wederrechtelijkheid) disebabkan adanya perbuatan dari Terdakwa (dengan inisial
BS) yang melanggar ketentuan dalam perundang — undangan. Dikarenakan
Terdakwa (dengan inisial BS) melakukan tindak pidananya tersebut atas dasar
jabatannya dalam hal wewenang terikat, maka tindak pidana atau perbuatan
melawan hukum dalam kaitannya dengan formele wederrechtelijkheid tersebut
adalah merupakan perbuatan penyalahgunaan wewenang (detournement de
pouvoir).

Penyalahgunaan wewenang dalam Pasal 73 UU PTPK diperuntukkan bagi
subyek delik atau pelaku tindak pidana korupsi yang berkedudukan sebagai

pejabat atau pegawai negeri, karena hanyalah pejabat atau pegawai negeri-lah

. yang memiliki wewenang publik sedangkan swasta berlaku kewenangan privat

bukan kewenangan publik. Pejabat atau pegawai negeri tersebut memiliki jabatan,
wewenang, kesempatan dan sarana. (mengenai subyek delik Pasal 3 UU PTPK
akan diuraikan lebih lanjut dalam sub bab.3.1) Untuk menentukan bahwa tindak

pidana yang dilakukan oleh seorang pejabat atau pegawai negeri tersebut
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merupakan perbuatan penyalahgunaan wewenang dapat didasarkan pada Asas
Legalitas (dipakai sebagai dasar untuk mengetahui wewenang dari seorang pejabat
atau pegawai negeri), Asas Specialitas, (dipakai sebagai dasar untuk mengetahui
ada tidaknya penyalahgunaan wewenang), dan Asas — Asas Umum Pemerintahan
Yang Baik ( dipakai sebagai dasar asas kepatutan dalam masyarakat)’. Sedangkan
terhadap unsur melawan hukum dapat digunakan parameter Asas Legalitas,

terhadap melawan hukum formiel atau Rasa Keadilan Masyarakat, terhadap

melawan hukum materiel.

T . - . .
Ringkasan Desertasi Nur Basuki Minarno, Penyalahgunaan Wewenang Dalam

Pe{:gelqlm Keuangan Daerak Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi, Pasca Sarjana
Universitas Airlangga, Surabaya, 2006, Hal, 29
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BAB III

Pertanggung jawaban Pidana Terhadap

Tindak Pidana Korupsi Yang dilakukan Oleh Pegawai Negeri

Unsur — Unsur Delik Pasal 3 Undang — Undang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi (UU PTPK)

3.1 Subyek Delik Pasal 3 Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi (UU PTPK)

Subyek tindak pidana korupsi Pasal 3 UU PTPK (Undang — undang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) apabila dibandingkan dengan Undang -
undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
subyek tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 UU PTPK memiliki cakupan yang
lebih luas daripada subyek tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam Undang —
undang Nomor 3 Tahun 1971.

Subyek tindak pidana korupsi dalam Pasal 1 ayat (1) sub (a) Undang —
undang Nomor 3 Tahun 1971, diartikan sebagai “Barang siapa” yaitu orang.
Pada dasamya perumusan mengenai subyek atau pelaku dari suatu tindak pidana
telah dirumuskan sebelumnya di dalam memori Penjelasan Pasal 51 W.V.S,
dinyatakan :

“ Suatu tindak pidana hanya dapat diwujudkan oleh manusia dan fiksi
tentang badan hukum, tidak berlaku hukum pidana “.

39
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Sebagai bukti bahwa hanya manusia saja yang dapat dijadikan subyek
hukum pidana, dapat dilihat dalam setiap pasainya dimana selalu menggunakan
atau dimulai dengan kata “Barang siapa“ atau dengan kata lain yang

menunjukkan adalah manusia sebagai subyek yang dapat dipidana. Undang —

undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

tentang subyek tindak pidana korupsi mengikuti sistem hukum pidana umum yang
terdapat dalam KUHP (Kitab Undang — Undang Hukum Pidana). Sehingga
subyek hukum dalam Undang - undang Nomor 3 Tahun 1971 adalah Manusia,
bukan suatu Badan Hukum.

Perkataan “Barang siapa“ yang mencerminkan subyek tindak pidana
korupsi juga menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum, Disatu
pihak ditafsirkan secara luas, yang dapat meliputi setiap orang yang dapat
dianggap sebagai subyek tindak pidana korupsi. Namun dilain pihak ditafsirkan
tidak secara luas, yaitu hanya ditujukan kepada pegawai negeri saja sebagai
subyek tindak pidana korupsi, sebab di dalam Penjelasan Undang — undang
Nomor 3 Tahun 1971 jelas ditunjuk bahwa subyek tindak pidana korupsi adalah
Pegawai Negeri, demikian menurut Qemar Seno Adji.®

Pendapat dari pihak pertama tersebut adalah dari kalangan kejaksaan, yang

mengatakan ;

* Jika memang Undang — Undang itu hanya untuk pegawai negeri, tentulah
tidak sulit bagi pembuat Undang — Undang untuk mengganti istilah “ Barang
Siapa “ menjadi “ Pegawai Negeri “ saja. Bahwa para jaksa tidak melihat
dalam perumusan pasal perundang — undangan itu kata “ Barang Siapa “
dikaitkan dengan jabatan atau kedudukan seseorang sebagai Pegawai
Negeri, dan juga tidak melihat batasan bahwa Tindak Pidana Korupsi itu
hanya dapat dilakukan oleh Pegawai Negeri °

*  Ocmar Seno Adji, dalam Simposium Persahi, di Hotel Kartika Chandra, Jakarta,

Oktober, Th, 1983
Majalah Tempo, nomor 18, 15 Oktober 1983
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Namun sebaliknya pendapat kedua, Oemar Seno Adji'® mengatakan :

“ Rumusan pasal itu (pasal 1 ayat (1) sub a) membuka peluang untuk

ditafsirkan secara luas. Tetapi, tidak bisa diterima kalau penafsiran itu

sampai tidak terkendali. Maksud kami, mengeluarkan Undang — undang itu
dulunya juga untuk pegawai negeri saja. Sebab itu, tindakan jaksa
menggiring swasta dengan Undang — undang itu sangat disesalkan “.

Maka dari itu, dengan diberlakukannya Undang - undang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) mengubah atau memberikan penafsiran yang
berbeda, mempunyai cakupan yang lebih luas. Apabila diperhatikan dalam
rumusan Pasal 2 sampai dengan Pasal 17 dan Pasal 21 sampai dengan Pasal 24
UU PTPK maka pelaku atau subyek tindak pidana korupsi adalah “Setiap orang*

. yang berarti orang perseorangan atau korporasi.

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang — undang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, dijelaskan yang dimaksud “ Setiap orang “ adalah orang perseorangan
atau termasuk korporasi.

Orang perseorangan dalam hal ini kedudukannya sebagai manusia dalam
artian sebagai “manusia pribadi“ atau manusia sebagai “natuuriijke person*
sebagai pendukung hak dan kewajiban. Mampu bertanggung jawab atas perbuatan
yang ia lakukan (responsibility) kemampuan seseorang bertanggung jawab atas
suatu tindak pidana yang ia lakukan. Menurut Hukum pidana yang dianut di
Indonesia, KUHP (Kitab Undang — Undang Hukum Pidana) pertanggung jawaban
pidana timbul karena adanya perbuatan pidana. Tetapi meskipun seseorang

melakukan perbuatan pidana ia tidak selalu dapat dipidana. Orang yang

melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan.

Oemar Seno Adji, op., cit
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Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya seseorang itu, maka
harus dipenuhinya beberapa syarat yaitu ;'

a) Terang melakukan perbuatan pidana, perbuatan yang bersifat melawan
hukum. Dalam penjelasaﬁ Pasal 2 ayat (1) UU PTPK dijelaskan yang
dimaksud dengan “ Secara melawan hukum “ dalam pasal ini (Pasal 2
ayat (1) Undang — undang Nomor 31 Tahun 1999) yaitu : “ Setiap orang
yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau
orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara
atau perckonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup
atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20
(dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 dan paling
banyak Rp. 1.000.000.000,00 «.

Mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil,

yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perturan perundang —

undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak
sesuai dengan rasa keadilan atau norma - norma kehidupan sosial dalam
masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

b) Mampu bertanggung jawab. Pelaku atas tindak pidana korupsi tersebut
mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung terhadap suatu
tindak pidana yang terjadi (kasuistis) atau berdasarkan adanya hubungan
sebab-akibat atas suatu tindak pidana tersebut (causalitas).

) Melakukan perbuatan dengan sengaja atau karena kealpaannya.

d) Tidak adanya alasan pemaaf.

"' Bachtiar Agus Salim, Masalak Pertanggungjawaban Pidana, Simposium

Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, BPHN (Jakarta, 1986), Hal. 103
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Sedangkan yang dimaksud dengan suatu Korporasi, Undang — undang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) yaitu :

Korporasi adalah sekumpulan orang yang dan atau kekayaan yang
terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Dengan melihat ketentuan pasal tersebut, Pasal 1 ayat (1) UU PTPK suatu
Korporasi akan terdiri dari beberapa jenis yaitu :
a) Kumpulan orang dan kekayaan yang terorganisasi yang berbentuk badan
hukum.
b) Kumpulan orang dan kekayaan yang terorganisasi yang bukan berbentuk
badan hukum,
¢) Kumpulan orang yang terorganiasi yang berbentuk badan hukum.
d) Kumpulan orang yang terorganisasi yang bukan berbentuk badan hukum.
¢) Kumpulan kekayaan yang terorganisasi yang berbentuk badan hukum,
f) Kumpulan kekayaan yang terorganisasi yang bukan berbentuk badan
hukum,
Jadi yang dimaksud dengan “Korporasi“ seperti yang terdapat dalam
Pasal 1 angka (1) UU PTPK tersebut, meliputi baik yang berbentuk badan hukum
maupun yang tidak berbentuk badan hukum, yang sama dengan yang dimaksud
“Korporasi* seperti yang terdapat dalam Pasal 120 Rancangan KUHP.
Terhadap konsep rancangan KUHP tersebut, Muladi dan Dwija Priyatno'’
berpendapat :
Rahwa seharusnya apa yang dimaksud dengan korporasi, cukup dibatasi
dengan yang berbentuk badan hukum saja, karena jika termasuk yang tidak
berbadan hukum maka penuntutan dan pemidanaanya terbatas pada orang

saja, sedangkan terhadap korporasi tidak dapat dituntut dan dipidana, Apa
yang merupakan badan hukum, merupakan persoalan yang ada dalam ilmu

2" Muladi dan Dwija Priyatno, Pertanggungjawaban Korupsi dalam Hskum Pldana, cet.

I, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, 1991, Hal, 159
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hukum, tetapi apa yang termasuk badan hukum merupakan persoalan hukum
positif.

Di dalam kepustakaan ilmu hukum, yang dimaksud dengan badan hqkum
_adalah subyek hukum yang bukan merupakan manusia, tetapi merupakan segala
" sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat oleh hukum diakui

scbagai pendukung hak dan kewajiban. Mengenai badan hukum juga dapat
dikemukakan pendapat dari H.D Van Wijk/Willem Konijnenbelt' yang
mengatakan bahwa ;

“ Di dalam hukum mengenai badan hukum kita mengenal perbedaan antara

badan hukum dan organ — organnya. Badan hukum adalah pendukung hak —

hak kebendaan (harta kekayaan). Badan hukum melakukan perbuatan
melalui organ — organnya, yang mewakilinya ”.

Dimungkinkan penjatuhan pidana terhadap suatu badan hukum atau
korporasi, agar suatu korporasi dapat merupakan badan hukum, harus memenuhi
beberapa syarat, sebagai berikut :

a) Adanya harta kekayaan yang terpisah.
b) Mempunyai tujuan tertentu.

¢) Mempunyai kepentingan sendiri.

d) Adanya organisasi yang teratur.

Suatu korporasi juga termasuk badan hukum apabila ditentukan demikian
oleh Peraturan Perundang — undangan, misalnya :

a). Perseroan Terbatas merupakan badan hukum jika memenuhi syarat —
syarat yang ditentukan dalam Undang — undang Nomor 1 Tahun 1995

tentang Perseroan Terbatas.

" H.D. Van WijlyWillem Konijnenbelt, op. Cit., Hal. 97, dalam Ridwan HR, Hukum

Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hal. 75
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b). Yayasan merupakan badan hukum jika memenuhi syarat — syarat seperti
yang ditentukan dalam Undang — undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang
Yayasan sebagaimana diubah dengan Undang — undang Nomor 28 Tahun
2004.

Tindak Pidana Korupsi yang dirumuskan dalam Pasal 3 UU PTPK
dijelaskan sebagai berikut :

* Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang

lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau

sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu)
tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit

Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta) dan paling banyak Rp.

1.000.000.000,00 (satu milyar) “.

Dalam hal ini, Undang — undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(UU PTPK) berdasarkan pasal tersebut menegaskan sebagai pelaku dari Tindak
Pidana Korupsi yang terdapat dalam Pasal 3 ditentukan “ Setiap orang
sehingga scolah — olah “setiap orang* dapat melakukan tindak pidana korupsi
yang terdapat dalam Pasal 3 UU PTPK.

Tetapi dalam Pasal 3 UU PTPK tersebut, ditentukan bahwa pelaku Tindak
Pidana Korupsi yang dimaksud harus memangku suatu jabatan atau kedudukan
dengan kata lain subyek dari delik korupsi Pasal 3 UU PTPK yaitu seorang
pejabat negara atau seseorang yang mempunyai kedudukan, kewenangan dalam
pemerintahan atau korporasi. Oleh karena yang dapat memangku suatu "jabatan
atau kedudukan“ hanya orang perseorangan, maka tindak pidana korupsi yang
terdapat dalam Pasal 3 UU PTPK hanya dapat dilakukan oleh orang perseorangan,

sedang korporasi tidak dapat melakukan Tindak Pidana Korupsi tersebut.
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Menurut E. Utrecht — Moh. Saleh Djindang,' yang dimaksud dengan
“jabatan* adalah :

Suatu lingkungan pekerjaan tetap (kring van vaste werkzaamheden) yang
diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara atau kepentingan umum,
atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama
negara, sedang yang dimaksud dengan lingkungan pekerjaan tetap adalah
suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak — banyaknya dapat dinyatakan
dengan tepat teliti (zoveel mogelijk nuwkeurig omschreven) dan yang paling
bersifat “ duurzam * atau tidak dapat diubah begitu saja.

Khusus untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang termasuk pengertian
Pegawai Negeri menurut Pasal 1 angka (2), di dalam penjelasan Pasal 17 ayat (1)
Undang — undang Nomor 43 Tahun 1999 jo. Undang — undang Nomor 8 Tahun
1974 tentang Pokok — Pokok Kepegawaian dinyatakan bahwa :

Yang dimaksud dengan “ jabatan “ adalah kedudukan yang menunjukkan

tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil

dalam satuan organisasi negara.

Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah Jabatan Karier,
Jabatan Karier dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu jabatan struktural dan
Jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam
struktur organisasi. Jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tégas
disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh
organisasi, seperti peneliti, pustakawan, dokter, dll. Pejabat ialah orang yang
memegang jabatan dalam artian sebagai pejabat publik.

Sedangkan apa yang dimaksud dengan kata “kedudukan®, Soedarto"® di

dalam bukunya antara lain menulis :

" E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, Pengantar Hukum Administrasl Negara
Indonesia, cet. IX, (Jakarta : Ichtiar Baru, 1990), Hal. 144, dalam R, Wiyono, Pembahasan
Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, Juni 2005,
Hal. 39

" Soedarto, op.cit., Hal. 142, dalam R. Wiyono, Ibid., Hal, 40
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« istilah * kedudukan * disamping perkataan “ jabatan  adalah meragukan.
Kalau “ kedudukan “ ini diartikan “ fungsi “ pada umumnya, maka seorang
direktur bank swasta juga mempunyai “ kedudukan “.

Pengertian mengenai “kedudukan™ secara terminologis ( berdasarkan arti
kata) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia juga dapat berarti tempat kediaman,
tempat pegawai (pengurus perkumpulan) tinggal untuk melakukan pekerjaan atau
jabatannya. Sedangkan “berkedudukan” berarti mempunyai kedudukan.

Dalam penjelasan pasal. demi pasal pembentuk undang — undang
membandingkan jenis tindak pidana korupsi ini dengan Pasal 52 KUHP yang
merupakan perbuatan pidana bagi pejabat (Pegawai Negeri — amblenaar) yang
karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari
jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan,
kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya. Di sini
tidak ada istilah kedudukan atau fungsi. Maka dapat disimpulkan, dari pendapat
Soedarto bahwa yang bisa melakukan tindak pidana korupsi Pasal 3 UU PTPK
ini tidak terbatas pada pejabat saja, yang perlu mendapat perhatian dalam hal ini
adalah apa yang dimaksud dengan “kedudukan®, yang disamping dapat dipangku
oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku
oleh pelaku tindak pidana korupsi bukan Pegawai Negeri atau orang perseorangan
swasta.

Berdasarkan pendapat Soedarto'® bahwasannya yang dapat melakukan

tindak pidana korupsi yang dimaksud Pasal 3 UU PTPK ialah tidak terbatas pada

Pegawai Negeri kaitannya dengan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau

6 Soedarto, po.cit. Hal. 142, dalam R. Wiyono., op cit., Hal. 40-45
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sarana yang ada padanya karena kedudukan, dapat dipergunakan untuk pelaku
tindak pidana korupsi sebagai berikut :

1) Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidak
memangku suatu jabatan tertentu, baik jabatan struktural maupun
fungsional.

2) Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau
perseorangan swasta yang mempunyai kedudukan (fungsi) dalam suatu
korporasi.

Karena dalam kaitannya dengan ini, Soedarto'’ membedakan antara
penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena
“jabatan“, dengan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang
ada padanya karena “kedudukan”. Jika penyalahgunaan kewenangan, kesempatan,
atau sarana yang ada padanya karena suatu “jabatan maka sebagai subyek dari
tindak pidana korupsi tersebut adalah sescorang yang memiliki jabatan yaitu
Pejabat atau Pegawai Negeri. Sedangkan apabila penyalahgunaan
kewenangangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena “kedudukan®
(fungsi) maka sebagai subyek dari tindak pidana korupsi tersebut tidak terbatas
pada pejabat atau pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri.
Pendapat Soedarto tersebut, senada dengan Putusan Mahkamah Agung RI
tanggal 18 Desember 1984 nomor 892 K/Pid/i983 yang dalam pertimbangan
hukumnya menyebutkan :

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II, dengan menyalahgunakan kesempatan

karena kedudukannya masing — masing sebagai Direktur CV dan pelaksana
dari CV, telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi

7 1bid
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sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf b Undang — Undang Nomor 3
Tahun 1971.

Namun menurut pendapat Nur Basuki Minarno'®, dosen hukum pidana
Universitas Airlangga dalam disertasinya terkait dengan pendapat Soedarto
tersebut, menuliskan bahwa apa yang dimaksud dengan kata “kedudukan” atau
“jabatan” haruslah diartikan sebagai kedudukan atau jabatan dalam lingkup publik
(pemerintahan), sehingga sebagai subyek delik penyalahgunaan wewenang dalam
‘ tindak pidana korupsi adalah pejabat atau pegawai negeri, karena subyek itulah
(pejabat atau pegawai negeri) sebagai addresar dari kedudukan atau jabatan
publik. Direktur Bank Swasta yang dicontohkan Soedarto, tidaklah tepat dijerat
Pasal 3 UU PTPK jika melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang karena
wewenang pada Direktur Bank Swasta masuk dalam kategori wewenang privat.
Direktur Bank Swasta bukan merupakan pejabat publik. Sehingga sebagai subyek
delik penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi adalah pejabat atau
pegawai negeri.

Dalam praktek peradilan terjadi kekeliruan dalam penerapan hukum terkait
dengan subyek delik penyalahgunaan wewenang (Pasal 3 UU PTPK ex. Pasal 1
ayat (1) sub b UU Nomor 3 Tahun 1971) dalam Putusan Pengadilan Negeri
Denpasar Nomor 631/Pid/B/2001/PN.Pds tanggal 8 April 2002, Majelis Hakim
membebasakan Terdakwa, IBO, karena Penuntut Umum salah dalam menerapkan
hukumnya. Kesalahan JPU tefletak pada dakwaannya terhadap subyek delik
penyalahgunaan wewenang yang semestinya dakwaan tersebut ditujukan kepada

Gubernur (pengurus yayasan Bali Dwipa yang dibentuk dengan SK. Gubernur

" Baca ringkasan disertasi Nur Basuki Minamo, Penyalahgunaan Wewenang Dalam

Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi, Pasca Sarjana Universitas
Airlangga, Surabaya, 2006, Hal.21
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Nomr 593), tetapi oleh Pgnuntut Umum dalam surat dakwaan maupun tuntutan
pidana (requisitoir) ditujukan kepada Terdakwa IBO secara pribadi.

Hal sebaliknya, juga terjadi dalam dakwaan Penuntut Umum terhadap
subyek delik penyalahgunaan wewenang adalah pejabat atau pegawai negeri yang
semestinya menggunakan dasar Pasal 3 UU PTPK, tetapi oleh Penuntut Umum
mendasarkan pada Pasal 2 UU PTPK (lihat Putusan PN. Jaya Pura Nomor
171/Pid.B/1998/PN. JPR tanggal 29 Mei 1999 jo. Putusan MARI Nomor
934K/Pid/1999 tanggal 28 Agustus 2000, in casu pegawai negeri sipil yang

ditunjuk Pimpro/pimpinan proyek)

3.2 Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana

yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain“ dalam

" tindak pidana korupsi Pasal 3 UU PTPK, yang dimaksud dengan

“menguntungkan“ adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu
pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan
lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksud
unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi“ Pasal 3
UU PTPK adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri
atau orang lain atau suatu korporasi.

Dalam ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 3

UU PTPK wunsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau swatu
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korporasi” tersebut adalah tujuan dari pelaku Tindak Pidana Korupsi. Menarik
untuk dikemukakan pendapat dari Soedarto,” pada waktu masih berlakunya
Undang — undang Nomor 3 Tahun 1971 yang mengemukakan :

“ Ini merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan

penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur ini harus pula

ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang

menyertai perbuatan tersangka .

Sejalan dengan pendapat Soedarto tersebut, perlu dikemukakan adanya
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Juni 1989 nomor : 813
/ K / Pid / 1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa
unsur “menguntungkan diri sendiri atzu orang lain atau suatu korporasi cukup
dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa
sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan.

Dalam hal ini ada hubungan yang erat antara tugas dan kewenangan yang
melekat pada suatu jabatan atau kedudukan. Sesuai pendapat F.A.M Stroink dan
J.G Steenbeek® dalam Jjabatan itu melekat suatu kewenangan pemerintahan yang
terkandung didalamnya berupa hak — hak dan kewajiban — kewajiban.

Seorang pejabat atau pegawai negeri yang dalam hal ini memegang suatu
Jabatan atau kedudukan tertentu pada pemerintahan, memiliki suatu kewenangan
atas dasar jabatan atau kedudukannya. Dalam hukum administrasi yang
menempatkan organ atau jabatan pemerintah sebagai salah satu obyek utama,

mengenal karateristik jabatan pemerintah merupakan sesuatu yang tak terelakan,

' Ibid., Hal. 38
*  F.A.M Stroink dan .G Steenbeek, Hal. 36, dalam Ridwan HR, op, cit., Hal. 81

Skripsi Analisis Putusan Nomor ... Rachma Dwi Dody Saputra



52

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

P.Nicolai dan kawan — kawan menyebutkan beberapa ciri atau karateristik

yang terdapat pada suatu jabatan atau organ pemerintah :2*

a) Organ Pemerintahan menjalankan wewenang atas nama dan tanggung jawab
sendiri, yang dalam pengertian modern, diletakkan sebagai pertanggung
Jjawaban politik dan kepegawaian atau tanggung jawab pemerintah sendiri
dihadapan hakim. Organ pemerintah adalah pemikul kewajiban tanggung
Jjawab.

b) Pelaksanaan wewenang dalam rangka menjaga dan mempertahankan norma
hukum administrasi, organ pemerintahan dapat bertindak sebagai pihak
tergugat dalam proses peradilan yaitu dalam hal keberatan, banding, atau
perlawanan,

¢) Di samping sebagai pihak tergugat, organ pemerintahan juga dapat tampil
menjadi pihak yang tidak puas, artinya sebagai penggugat.

d) Pada prinsipnya organ pemerintahan tidak memiliki harta kekayaan sendiri.
Organ pemerintahan merupakan bagian (alat) dari badan hukum privat dengan
harta kekayaannya. Jabatan bupati atau wali kota adalah organ — organ dari
badan umum “kabupaten®. Berdasarkan aturan hukum, badan umum inilah
yang dapat memiliki harta kekayaan, bukan organ pemerintahannya.

Pendapat yang pada ayat (d) ini dapat menimbulkan salah pengertian sebagian

orang, karena dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan para pejabat terlibat

dan menggunakan harta kekayaan. Ada kesan kuat bahwa Jjabatan pemerintahan
itu memiliki harta kekayaan dan digunakan untuk penyelenggaraan tugas — tugas

pemerintah,

2 Ciri - ciri Organ Pemerintahan ini diintisarikan dari P. Nicolai, et.al., Hal. 24-26, dalam

Ridwan HR, ibid., Hal. 76-77
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Indroharto” menyebutkan, bahwa lembaga — lembaga hukum publik
memiliki kedudukan yang mandiri, dalam statusnya sebagai badan hukum
(perdata). Lembaga — lembaga hukum publik yang menjadi induk dari badan atau
jabatan TUN ini yang besar — besar diantaranya adalah negara, departemen, badan
— badan non departemen, provinsi, kabupaten, kotamadya. Lembaga — lembaga
hukum publik tersebut merupakan badan hukum perdata dan melaiui organ -

* organnya (badan atau jabatan TUN) menurut peraturan perundang — undangan
yang bersangkutan dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum perdata.
Sehingga menurut Indroharto BUMN/ BUMD adalah merupakan badan hukum
perdata yang mempunyai kewenangan publik berdasarkan kedudukannya yang
mandiri. Akan tetapi, menurut Arifin®>, BUMN/BUMD itu merupakan badan
hukum perdata yang tidak mempunyai kewenangan publik. Kekayaan negara dan
daerah yang menjadi modal dalam bentuk saham dari badan usaha tersebut tidak
lagi merupakan kekayaan negara atau daerah, tetapi telah berubah status
hukumnya menjadi kekayaan badan usaha tersebut. Demikian pula kedudukan
hukum pejabat pemerintah yang duduk sebagai pemegang saham atau komisaris
sama atau setara dengan kedudukan hukum masyarakat biasa atau pemegang
saham swasta lainnya.

Di kala masih berlakunya Undang — undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang
Ketentuan — Ketentuan Pokok Kepegawaian, pegawai perusahaan negara (PN)
dipandang termasuk pegawai negeri meskipun kedudukannya ditetapkan dalam
peraturan perundang — undangan tersendiri yang pokok — pokoknya adalah sama.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sebelumnya dikenal dengan nama

2 Indroharto, dalam Ridwan H.R, Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2006, Hal. 75
2 Arifin, ibid, Hal. 87
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Perusahaan Negara (PN) berdasarkan Undang — undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok — Pokok chegawaian merubah status dan kedudukan pegawai
BUMN, dan menetapkan status pegawai negeri sipil bagi :

- Pegawai negeri sipil pusat yang bekerja pada perusahaan jawatan (Perjan)

- Pegawali negeri sipil pusat yang berdasarkan sesuatu peraturan perundang —
undangan diperbantukan atau dipekerjakan pada badan lain, seperti
perusahaan umum (persero), yayasan dll.*

(bagian penjelasan Pasal 2 Undang — undang Nomor 8 Tahun 1974)

Pada Instruksi Presiden, Nomor 17 Tahun 1967 telah digaris bawahi bahwa
pegawai Perusahaan Jawatan (Perjan) pada pokoknya adalah pegawai negeri,
sedangkan pegawai Perusahaan Umum (Perum) adalah pegawai perusahaan
negara yang diatur tersendiri di luar ketentuan — ketentuan yang berlaku bagi
pegawai negeri atau perusahaan swasta/usaha (negara) perseroan. Dalam pada itu,
di dalam Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) dinyatakan
bahwa pegawai BUMN (badan usaha milik negara) / BUMD (badan usaha milik
| daerah) adalah termasuk anggota Korpri.

Menurut Pasal 2 Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok -
Pokok Kepegawaian, Pegawai Negeri itu terdiri dari :
a) Pegawai Negeri Sipil :
1) Pegawai Negeri Sipil Pusat ;
2) Pegawai Negeri Sipil Daerah ;

3) Pegawai Negeri Sipil Lain, yang ditetapkan dengan pertaruan
Pemerintah.

u Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi, Gajah Mada University Press,
1994, Hal.243
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b) Angkatan Bersenjata Republik Indonesia :
1)} Angkatan Darat,
2) Angkatan Laut,
3} Angkatan Udara,
4) Kepolisian Republik Indonesia.

Sementara, yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Lain yang
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah adalah pegawai Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Namun sejak
diberlakukannya Undang — undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
Atas Undang — undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok
Kepegawaian, merubah status dan kedudukan BUMN/BUMD vyaitu yang
dimaksud Pegawai Negeri :

- Dalam Pasal 2 ayat (1), Pegawai Negeri terdiri dari ;

a) Pegawai Negeri Sipil ;

b) Anggota Tentara Nasional ;

¢) Anggota Kepolisian Nasional Indonesia.

- Dalam Pasal 2 ayat (2), Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dimaksud
dalam ayat (1) terdiri dari :

a) Pegawai Negeri Sipil Pusat ; dan
b) Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Dalam undang - undang ini tidak menyebutkan adanya kedudukan bagi
Pegawai Negeri Sipil Lain, terhadap BUMN/BUMD berdasarkan Undang —
undang Nomor 43 Tahun 1999 jo. Undang — undang Nomor 8 tahun 1974
" berkedudukan bukan sebagai Pegawai Negeri,

Jika berpegang pada teori tentang badan hukum, yang salah satu unsurnya
memiliki harta kekayaan yang terpisah, maka apa yang dikemukakan Nicolai

sejalan dengan teori ilmu hukum. Dengan kata lain jabatan tidak memiliki harta
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kekayaan, yang memiliki harta kekayaan adalah badan umum (openbaar lichaam)
- yang menjadi induk dari jabatan tersebut.

Antara jabatan dengan pejabat memiliki hubungan yang erat, namun diantara
keduanya sebenarnya memiliki kedudukan hukum yang berbeda atau terpisah, dan
diatur dengan hukum yang berbeda. Pihak yang menjaiankan hak dan kewajiban
yang didukung oleh jabatan ialah pejabat. Jabatan bertindak dengan perantara
pejabatnya. Dalam jabatan pemerintahan melekat adanya hak dan kewajiban atau
pemberian wewenang untuk melakukan tindakan hukum, jabatan tidak dapat
bertindak sendiri. Jabatan hanyalah fiksi, yang perbuatan hukumnya dilakukan
melalui perwakilan (vertegenwoordiging) yaitu Pejabat (ambtsdrager). Pejabat
bertindak untuk dan atas nama Jjabatan. Menurut E. Utrecht, karena diwakili
pejabat, maka jabatan itu dapat berjalan.

F.R Bothlingk®> memberikan ilustrasi mengenai perbedaan kedudukan
hukum antara “ jabatan “ dengan “ pejabat *“ sebagai berikut

Bila tuan P seorang menteri, maka dalam hal inj dapat diterapkan pendapat
yang membedakan antara tuan P selaku pribadi dan tuan P dalam
kualitasnya sebagai menteri. Kedudukan tuan P yang terakhir ini
dinamakan sebagai “ organ . Jadi kita mengenal seorang P dengan dua
kepribadian, yaitu diastu sisi personifikasi P sebagai pribadi (manusia
pribadi), dan di sisi lain personifikasi P dalam kualitasnya selaku
(menteri). Dan kedudukannya yang terakhir ini merupakan personifikasi
organ.

Sehingga dalam hal ini, jelas bahwasannya “jabatan“ dan “pejabat* diatur
dan tunduk pada hukum yang berbeda. Jabatan diatur oleh hukum tata negara dan
hukum administrasi, sedangkan pejabat diatur dan tunduk pada hukum

kepegawaian Pejabat menampilkan dirinya dalam dua kepribadian, yaitu selaku

. Bothlingk, dalam Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, op.cit., Hal. 80
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pribadi dan selaku personifikasi dari organ, yang berarti selain diatur dan tunduk
pada hukum kepegawaian juga tunduk pada hukum keperdataan, khusus dalam
kapasitasnya selaku individu atau pribadi (privepersoon). Dengan demikian,
kedudukan hukum pemerintah berdasarkan hukum publik adalah sebagai wakil
(vertegenwoordiger) dari jabatan pemerintah.
Asas Legalitas merupakan suatu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam
* menyelenggarakan pemerintahan dan negara di setiap negara hukum. Asas ini
dinamakan juga dengan kekuasaan undang — undang (de heerschhappij van de
wet). Istilah asas legalitas juga dikenal dalam hukum pidana * nullum delictum
nulla poena sine praevia lege poenali “ (tidak ada hukuman tanpa undang -
undang). Secara normatif, prinsip bahwa setiap tindakan pemerintah harus
berdasarkan peraturan perundang ~ undangan atau berdasarkan pada kewcnangan,
semua ketentuan yang mengikat warga negara harus didasarkan pada undang —
undang.

Menurut H.D Stout®®, “ Het legaliteitsbeginsel beoogt de rechtspositie van
de burger jegens de overheid te waarborgen “ (asas legalitas dimaksudkan untuk
memberikan jaminan kedudukan hukum warga negara terhadap pemerintah).
Pemerintah hanya dapat melakukan perbuatan hukum jika memiliki legalitas atan
didasarkan pada undang — undang.

Penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada asas legalitas, yang
berarti didasarkan pada undang - undang, juga harus mencerminkan terhadap

Asas — Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik (AAUPB), yang

% H.D Stout, Hal. 24, dalam Ridwan HR, ibid., Hal, 97-98
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Jjuga merupakan sebagai pembanding dan penguji penyelenggaraan pemerintahan
sebagai berikut :*

1) Asas Persamaan, bahwa hal - hal yang sama harus diperlakukan sama.

2) Asas Kepercayaan, bahwa harapan - harapan yang ditimbulkan
sedapat mungkin harus ditimbulkan,

3) Asas Kepastian Hukum, bahwa asas kepastian hukum memiliki dua
aspek, yang satu lebih bersifat hukum materiil, yang lain lebih bersifat
formil. Aspek hukum materiil berhubungan erat dengan asas
kepercayaan,

4) Asas Kecermatan, bahwa suatu keputusan harus dipersiapkan dan
diambil dengan cermat.

5)  Asas Pemberian Alasan, bahwa suatu keputusan harus dapat didukung
oleh alasan — alasan yang dijadikan dasarnya.

6) Asas Larangan Detournement de puovoir  (penyalahgunaan
kewenangan), bahwa suatu wewenang tidak boleh digunakan ﬁntuk
tujuan lain,

Telah disebutkan bahwa asas legalitas merupakan dasar dalam setiap
penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan. Dengan kata lain setiap
penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki Legitimasi, yaitu
kewenangan yang diberikan oleh undang — undang. Dengan demikian substansi
asas legalitas adalah wewenang, yakni : “ Her vermogen tot het verrichten van
bepaalde rechtshandelingen “** yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan —

tindakan hukum tertentu.

7" Ibid, Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi, Hal, 270

Ridwan HR, ibid., Hal. 100
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Menurut Bagir Manan®, “wewenang* dalam bahasa hukum tidak sama
dengan “kekuasaan“ (macht). “Kekuasaan® hanya menggambarkan hak untuk
berbuat atau tidak berbuat, Dalam hukum, “wewenang* sekaligus berarti hak dan
kewajiban (rechten en plichten). Menurut hukum administrasi pengertian
“kewenangan® (authority, gezaq) adalah kekuasaan yang diformalkan, baik
tehadap segolongan orang tertentu maupun terhadap suatu bidang pemerintahan
tertentu yang berasal dari kekuasaan legislatif atau dari kekuasaan pemerintah,
sedangkan pengertian ‘“wewenang“ (competence, bevoegdheid) hanyalah
mengenai suatu onderdil tertentu atau bidang tertentu saja. Dengan demikian,
“wewenang” adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik,
atau secara yuridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan olech
undang — undang yang berlaku untuk melakukan hubungan — hubungan hukum.

Menurut Hukum Administrasi Negara, setiap pemberian wewenang kepada
suatu badan atau kepada seorang pejabat administrasi negara selalu disertai
dengan tujuan dan maksud diberikannya wewenang itu, sehingga penerapan
wewenang itu, harus sesuai dengan tujuan dan maksud diberikannya wewenang
itu. Kemudian, apabila penggunaan wewenang tersebut tidak sesuai dengan tujuan
dan maksud pemberian semula wewenang itu, maka disebut penyalahgunaan
wewenang (defournament de povoir). Parameter “tujuan dan maksud”

. pemeberian wewenang dalam menentukan terjadinya penyalahgunaan wewenang
dikenal dengan asas Specialitas (specialialiteitsbeginsel)™. Pengertian

penyalahgunaan wewenangan (detournament de povoir) juga harus dibedakan

¥ Ibid. Hal. 102

Ringkasan Desertasi Nur Basuki Minamo, Penyalohgunaan Wewenang Dalam
Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi, Pasca Sarjana
Universitas Airlangga, Surabaya, 2006, Hal. 32
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dengan perbuatan sewenang - wenang (a bus de droit) yakni yang dimaksud
perbuatan sewenang - wenang adalah jika saja suatu tindakan dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang — undangan yang berlaku, maka tindakan
itu tidak sampai pada tindakan sewenang — wenang.

Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian
penyalahgunaan wewenang juga berbeda dengan pengertian perbuatan sewenang -
wenang. Penyalahgunaan wewenang adalah perbuatan penyalahgunaan hak dan
kekuasaan untuk bertindak atau menyalahgunaan kekuasaan untuk mémbuat
keputusan, sedangkan pengertian perbuatan sewenang - wenang adalah
melakukan sesuatu dengan tidak mengindahkan hak orang lain, atau melakukan
sesuatu dengan semau — maunya atau dengan kuasanya sendiri.

H.D Van Wijk/Willem Konijbelt memberikan pengertian mengenai
kewenangan didefinisikan sebagai berikut :

a) Auributie, atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh

pembuat undang — undang kepada organ pemerintah.

b) Delegatie, delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari

satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.

¢) Mandaat, mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan

kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.”'

Indroharto memberikan pengertian mengenai kewenangan berdasarkan
sifat wewenang, yakni bersifat terikat, fakultatif dan bebas. sebagai berikut :

1) Wewenang pemerintahan yang bersifat terikat, yakni terjadi apabila

peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang

3 Hp.Van Wijk/Willem Konijnenbelt, op, cit., Hal. 129, dalam Ridwan HR, op., cit. Hal.
104 -105
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bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan atau peraturan
dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dari keputusan yang
harus diambil.

2) Wewenang fakultatif, terjadi dalam hal badan atau pejabat tata usaha
negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya atau
sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat
dilakukan dalam hal — hal atau keadaan — keadaan tertentu.

3) Wewenang bebas, yakni terjadi ketika peraturan dasarnya memberi
kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk
menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan
dikeluarkannya atau peraturan dasarnya memberikan ruang lingkup
kebebasan kepada pejabat TUN yang bersangkutan, 2

Tindak pidana korupsi yang menjadi inti (bestanddeel delict) dalam

perumusan Pasal 3 UU PTPK, yaitu menitik beratkan dalam pasalnya yang
dimaksud dengan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau
sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut adalah
mcnggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan
atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi
untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana
tersebut.

Untuk mencapai tujuan “menguntungkan diri sendiri atan orang lain atau

suatu korporasi“, dalam Pasal 3 UU PTPK telah ditentukan cara yang harus

ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi yaitu :

32 Disarikan dari Indroharto, Hal. 99-101, ibid., Hal. 110-111
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a) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi. Tujuan dari perbuatan itu adalah untuk menguntungkan diri
sendiri, orang lain atau suatu Kkorporasi. Menguntungkan berarti
menambah kekayaan atau harta benda.

b) Adapun perbuatan yang dilakukan adalah menyalahgunakan kewenangan,

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau
kedudukan kewenangan berarti kekuasaan atau hak.
Jadi, yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada
pelaku. Misalnya untuk menguntungkan : anak, saudara, cucu atau kroni
sendiri. Menyalahgunakan kewenangan berarti menyalahgunakan
kesempatan yang ada padanya dalam kedudukan atau jabatannya itu,
sedangkan menyalahgunakan sarana dapat berarti menyalahgunakan alat —
alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau
kedudukannya itu.

c) Hal tersebut dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.
Merugikan keuangan negara berarti mengurangi atau menggangu
keuangan negara atau perekonomian negara, sedangkan mefugikan
perekonomian negara berarti mengurangi atau mengganggu kehidupan
perckonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas
kekeluargaan yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan
kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Tindak pidana korupsi yang dirumuskan dalam Pasal 3 UU PTPK kaitannya
dengan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

padanya karena kedudukan atau jabatan™ adalah dipandang sebagai satu
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kesatuan™ (kedudukan atau jabatan haruslah dipandang dalam ruang lingkup
kewenangan publik, telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya), karena dalam
suatu jabatan atau kedudukan terkandung atau terdapat adanya kewenangan,
kesempatan, serta sarana untuk melakukan perbuatan hukum.

Dengan memberikan jabatan atau kedudukan kepada seorang pejabat
administrasi maka wewenang, kesempatan atau sarana dengan sendirinya
mengikuti. Pemberian jabatan atau kedudukan akan melahirkan wewenang.
Wewenang, kesempatan atau sarana merupakan aksesori dari suatu jabatan atau
kedudukan. Jadi wewenang, kesempatan, atau sarana merupakan suatu kesatuan
yang utuh yang dimiliki pejabat.

Apabila dalam kaitannya dengan unsur inti (bestanddeel delicy) yang ada
dalam Pasal 3 UU PTPK (ex Pasal 1 ayat (1) sub. b Undang — undang Nomor 3
Tahun 1971) tersebut dipandang sebagai suatu hal yang berdiri sendiri atau
alternatif, maka subyek delik dari tindak pidana korupsi tersebut akan menjadi
tidak terbatas hanya Pegawai Negeri saja, dan apabila penyalahgunaan wewenang
tidak terbukti, maka terdakwa harus dinyatakan bebas atau lepas dari tuntutan
hukum, tidak perlu lagi dibuktikan adanya penyalahgunaan kesempatan atau
sarana.

Pelaku tindak pidana korupsi dalam hal ini karena jabatan atau
kedudukannya telah menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan

kesempatan, atau sarana yang ada padanya untuk tujuan menguntungkan diri

»  Baca dalam ringkasan disertasi Nur Basuki Minarno, Op.,cif, Hal. 22, terhadap Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 934 K/Pid/1999 tanggal 28 Agustus 2000 yang
menyatakan bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya
karena kedudukan atau jabatan...” dipandang sebagai unsur yang sifatnya alternatif, hal tersebut
adalah kurang tepat.
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sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dapat merugikan keuangan atau
perekonomian negara.

Berdasarkan uraian diatas dalam hal ini, sebagai subyek yang dapat
melakukan perbuatan pidana dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau
orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan
atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan adalah seorang
Pejabat atau Pegawai Negeri. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU PTPK, Pegawai
Negeri meliputi :

a. Pegawai Negeri secbagaimana Undang — undang tentang Kepegawaian ;

b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang — Undang

Hukum Pidana ;

¢. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau dacrah ;

d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang

menerima bantuan dari keuangan negara atau dacrah ; atau

e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang

mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Namun berdasarkan Asas Lex Specialis de Rograt Lex Legi Generalis
mengenai apa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri telah diatur secara khusus
dalam Undang — undang Nomor 43 Tahun 1999 jo Undang — undang Nomor 8
Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian, sehingga apa yang dimaksud
pegawai negeri adalah yang diatur dalam Undang — undang Pokok - Pokok
Kepegawaian. Sedangkan yang dimaksud Pegawai Negeri berdasarkan Undang —
undang Nomor 43 Tahun 1999 jo Undang — undang Nomor 8 Tahun 1974, dalam

Pasal 1 angka (1) yakni :
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Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah
memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang
dandiserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara
lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang — undangan yang
berlaku.

3.3 Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Dari rumusan unsur ini diketahui, bahwa tindak pidana korupsi adalah delik
formil (kata “ dapat “) artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi. Akan tetapi,
apabila perbuatan itu dapat atau mungkin merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan.
Adapun yang dimaksud dengan keuangan negara, sesuai dalam Penjelasan
Umum UU PTPK adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang
dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian
kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena ;

1) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban

pejabat, Lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah.

2) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban
BUMN/BUMD, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang
menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal
pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan

perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas
kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada

kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai
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dengan Perundang — undangan yang berlaku bertujuan memberikan manfaat,
kemakmuran, dan kesejahteraan seluruh rakyat.

Dengan tetap berpegangan pada arti kata “merugikan” yang sama artinya
dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan
unsur “merugikan perekonomian negara“ adalah sama artinya dengan
perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang
berjalan. Penjelasan Umum UU PTPK disebutkan bahwa yang dimaksud dengan
perckonomian negara adalah kehidupan perekonomian negara yang disusun
sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat
secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat
pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang —
undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan
kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Apa yang dimaksud dengan “perekonomian negara“ seperti yang disebutkan
dalam Penjelasan Umum UU PTPK adalah sangat kabur. Akibatnya sangat sulit
untuk menentukan apa yang dimaksud dengan unsur “merugikan perekonomian
negara® di dalam perumusan ketentuan tentang Tindak Pidana Korupsi seperti
yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK. Dengan demikian, untuk dapat
membuktikan adanya unsur merugikan “ keuangan negara “ tidak terlalu sulit,
karena apa'yang dimaksud dengan “ keuangan negara “ pengertiannya sudah jelas,
dapat dilihat dalam Penjelasan Umum UU PTPK dan Undang — undang Nomor 17
tahun 2003, tetapi sebaliknya untuk dapat membuktikan adanya unsur “merugikan
perekonomian negara“ sangat sulit. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika

tidak begitu banyak atau langka adanya putusan pengadilan yang di dalam
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pertimbangan hukumnya memuat dengan jelas pembuktian adanya unsur
“merugikan perekonomian negara®.

Salah satu putusan pengadilan yang didalam pertimbangan hukumnya
memuat dengan jelas pembuktian adanya unsur “merugikan perekonomian
negara® adalah Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 31 Oktober 1986 nomor
1164 K/Pid/1985 dengan terdakwa Tony Gozal alias Go Tiong Kien, Direktur
CV. Cipta Nusa yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai
berikut :

“ Bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah melawan hukum, karena ia

membangun di atasnya tanpa hak/izin yang berwajib dan sebagai akibat dari

perbuatannya tersebut sebagian dari wilayah peraiaran pelabuhan Ujung

Pandang tidak dapat digunakan lagi untuk kepentingan umum. “ Bahwa

wilayah perairan tersebut adalah milik negara schingga penggunaan

daripadanya oleh terdakwa jelas merugikan perekonomian negara.

Terhadap pertimbangan hukum tersebut, H. Baharuddin Lopa — Moh.
Yamin®, telah menarik kesimpulan bahwa timbulnya kerugian perekonomian
negara karena terdakwa telah melanggar ketentuan perizinan mengenai
penggunaan wilayah perairan dan obyek perbuatan terdakwa menyangkut suatu
milik negara, yang oleh negara dimanfaatkan untuk melayani kepentingan umum
dalam bidang perekonomian.

Apa yang dimaksud dengan “merugikan perekonomian negara™ seperti yang
terdapat di dalam pertimbangan hukum dari putusan Mahkamah Agung RI
tersebut, kiranya dapat untuk dipedomani untuk penerapan ketentuan tentang
tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 3 UU PTPK, meskipun harus
diakui putusan Mahkamah Agung RI tersebut dijatuhkan pada saat masih

berlakunya Undang — undang Nomor 3 Tahun 1971 yang penjelasannya mengenai

3 Baharuddin Lopa dan Moh. Yamin, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi, Jakarta ; Kipas Putih Aksara, 1977, Hal. 19, dalam R. Wiyono, op, cit., Hal. 34

Skripsi Analisis Putusan Nomor ... Rachma Dwi Dody Saputra




IR-Perpustakaan Universitas A‘irlangga

apa yang dimaksud dengan “merugikan perekonomian negara* tidak dirumuskan

atau disusun seperti yang terdapat di dalam Penjelasan Umum UU PTPK.
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BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

1. Tindakan Pegawai Negeri yang dalam menggunakan suatu anggaran
APBD tidak sesuai dengan pos anggaran APBD merupakan suatu
penyalahgunaan kewenangan dalam keuangan negara atau kas daerah
APBD. Berdasarkan asas Specialitas (specidlialiteitsbeginsel)
pemberian wewenang berdasarkan undang — undang yang berlaku,
mempunyai maksud dan tujuan diberikannya wewenang itu, dalam hal
penggunaan wewenang tersebut tidak sesuai dengan maksud dan
tujuan pemberian wewenang, maka telah melakukan penyalahgunaan
wewenang (detournement de pouvoir). Pengelolaan keuangan daerah
Kabupaten Blitar tahun 2002/2003, Pemerintah Kabupaten Blitar
senantiasa berpegang pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 105
Tahun 2000 dan Kep.Mendagri Nomor 29 Tahun 2002, bahwa untuk
pencairan dana APBD harus terlebih dahulu diterbitkan Surat
Keputusan Otorisasi (SKO) yang selanjutnya diterbitkan Surat
Perintah Membayar Giro (SPMG). Berdasarkan kedua peraturan
tersebut, SPMG hanya terdiri dari SPMG kode A untuk Gaji Pegawali,
SPMG kode C unﬁk Honorarium, kode R untuk Kegiatan Rutin dan
kode P untuk Dana Pembangunan. Sedangkan penerbitan SPMG kode

D yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun

69

Skripsi Analisis Putusan Nomor ... Rachma Dwi Dody Saputra




70

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

2000 dan Kep.Mendagri Nomor 29 Tahun 2002, dimaksudkan sebagai
Surat Perintah Membayar Giro Pengembalian Ayat (SPMG PA) yang
artinya dana dikeluarkan dari APBD bukan dari Pos Anggaran
Pengeluaran atau belanja daerah, melainkan dikeluarkan dari Pos
Anggaran Penerimaan atas Dana Alokasi Umum (DAU) yang
kemudian hari akan diganti dari pemasukan Pendapatan Asli Daerah

{PAD) atau dari Dana Alokasi Umum (DAU).

2. Pertanggung jawaban pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi yang
dilakukan oleh Pegawai Negeri terkait dengan penyalahgunaan
kewenangan, dapat didakwa Pasal 3 UU PTPK. Pidana yang dapat
dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana
dimaksud Pasal 3 UU PTPK adalah pidana berupa ;

a) Pidana penjara seumur hidup, atau ;

b) Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20
(dua puluh} tahun, dan/atau ;

¢) Pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar

rupiah)
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Dalam Tindak Pidana Korupsi, terkait dengan unsur menyalahgunakan
kewenangan Pasal 3 UU PTPK seringkali pula dipandang sebagai
perintah jabatan yang diberikan oleh atasan kepada bawahan (mandat).
Oleh karena itu, pemidanaan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi
sebaiknya harus dinilai sebagai suatu perbuatan yang sifatnya pribadi
dan dapat dipertanggung jawabkan. Apabila Majelis Hakim dalam
menilai unsur menyalahgunaan kewenangan tersebut atas dasar perintah
dari atasan pada bawahan (mandat), maka apabila terjadi tindak pidana
pertanggung jawaban pidananya hanya terletak pada si pemberi
wewenang (mandans) bukan kepada si penerima wewenang
(mandataris). Karena dalam mandat tidak terjadi adanya penyerahan
wewenang.

Perumusan subyek delik Pasal 3 UU PTPK yakni “setiap orang” apabila
dalam hal ini ditujukan pada orang perseorangan yang memangku
jabatan, memiliki kewenangan, kesempatan, dan sarana. Alangkah
baiknya, rumusan subyek delik “setiap orang” dalam Pasal 3 UU PTPK
tersebut dihapus, diganti dengan Pejabat Publik (public official). Hal ini
untuk menghindari kekaburan antara subyek delik yang dimaksud Pasal

3 UU PTPK dengan subyek delik yang dimaksud Pasal 2 UU PTPK.
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Perkara Nomor: 215/Pid.B/ 2005 /PN.BLT

Atas Nama Terdakwa:

BANGUN SUHARSONO.
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BLITAR 07 SEPTEMBER 2005
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Nomer ; 215/Pid. B/2005/PN.BIt.
DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan
mengadili perkara-perkara pidana: pada ti:igkat pertama telah
memberikan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam. perkara

|

PUTUSAN | '

|

terdakwa :
|

Nama lengkap : BANGUN SUHARSONO bin SUBRAHIM, -——e—-

Tem_pat lahir : Blitar.

Umur/tgl. Lahir : 50 tahun / 25 Maret 1954 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan  : Indonesia;

. Tempat tinggal : Jalan Serayu No. ; 12, Kelurahan Bendo, Kecamatan

Kepanjen kidul, Kota Blitar ;

Agama tlslam;

Pekerjaan : PNS pada Pem.lgab. Blitar ;

Terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal 25 NOPEMBER 2004

dirumah tahanan Blitar ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya :

- R.ARISTOTELES KATJASUNGKANA, SH ;

- HASANDJALIL, SH ;

- Drs.HUSNI THAMRIN, SH.MH.MBA ;
- BUDIONO,SH;

- ROBIKIN EMHAS, SH.MH ;

Para Advokat yang berkantor di Jalan Jakarta No.8B Malang, berdasar
¢
kan surat kuasa khusus tertanggal 10 Desember 2004 ; ——-emneesemamee

------- Pengadilan Negeri tersebut ;
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Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ;
—--- Telah mendengar pembacean Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada
Kegaksaan Negeri Blitar yang menghadapk.m Terdakwa kedepan persidangan dengan
dakwaan sebagai berikut :
PRIMAIR:
—-—-Bahwa ia terdakwa BANGUiJ SUHARSONO bin SUBRAHIM dalam

kapasitasnya selaku Kasubag Pembukuan pada Bagian Keuangan Sekretariat
Daerah Kabupaten Bhtar se_jak tanggal 18 januari 2001 sampai sekarang,
bersama -sama  atau bemndak sendm-sendm baik sebagai orang yang
melakukan , yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan dengan
Drs. H. IMAM MUHAD], MBA, MM dalam kapasitasnya selaku Bupati
Blitar pada periode tahun 2001-2606, Sdr. KRISANTO, SE, MM, dalam
kapasiiasnya selaku kasubag anggaranr pada Ba.-g;r Keuangan Sekretariat
Dacrah Kabupaten Blitar sejak tanggal 18 Januari 2001 sampai dengan
Desember 2003, selaku PLT Kabag Keuangan Sckretanat Daerah Kabupaten
Blitar scjak tanggal 6 Desember 2003 sampai dengan tanggal 10 Pebruari
2004 yang kemudiah dikukuhkan sebagai Kabag Keuangan pada Sekretariat
Daerah Kabupaten Blitar sejak § Desember 2003, selaku PLT Kabag
" Keuangan pada bagian Keuangan Siekretariat Daerah Kabupaten Blitar sejak
tanggal 10 Pebruari 2004 sampai dengan sekarang, Sdr. Drs. Ec RUSDJAN,
' o
MM dalam kapasitasnya selaku Kepala bagian Keuangan pada Sekretariat
Daersh Kabupaten Blitar sejak tanggal 26 Maret 2002 sampai dengan 5
Desember 2003., Sdr SO}_@N__]NANTA, SH MSI dalam kapasitasnya selaku
Kepala Keuangan pada Bagian Keuangan Sekretariat Dactah Kab, Blitar sejak
tanggal 2 Januari 2000 sampai dengan 26 Maret 2002 yang kemudian menjadi
Kepala Kantor Kas Daerah Kabupaten Blitar sejak tapggal 27 Maret 2002
sampai den_gan sekarang (masing-masing diperiksa dalam berkas perkara
terpisah) pada hari dan tanggal yann tidak dapat dipastikan lagi antara bulan
Maret 2002 sampai dengan bulan Desember 2003 atau setidak-tidaknya pada
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waktu waktu tertentu dalam tahim 2002 dan tahun 2003 bertempat dikantor
.Pemeﬁntah Kabupaten Blitar JIn. Sudanco Supriyadi No. 17 Kota Blitar atau
setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang termasuk dalam daersh hukum
Pengadilan Negeri Blitar, telah melakukan beberapa perbuatan’ yang e.ida
hubungannya sedemikian rupa :tel}ingga harus dipandang sebagai suatu
perbuatan  berlanjut, secara niclawan hukum melakukan perbuatan
mefﬁpcrknya diri sendiri atau o;:mg lain atau suatu korporasi yang dapat

merugikan keuangan  Negara atau Perekonomian negara yang ditakukan

.dengan cara-cara antara lain sebagai I;crikut :
- Bahwa Terdakwa BANGUN SUHARSONO bin SUBRAHIM selaku
kasubag pembukuaq pada Bagizn Keuangan Sckretaris Daerah kabupaten
Blitar (diangkat berdasar SK Bupati Blitar nomor 820/07/423.031/2001
tanggal 18 Januari 2001), yang berdasar Keputusan Bupati nomor 234
tahun 2002 tanggal 23 Juli 2002 Tentang penjabaran Tugas pokok dan

Fungsi Sekretariat Daerah Ksbupaten Blitar pasal 48 (1) dan (2)

mempunyai tugas:
- (1). melaksanakan pembukuan, pemeriksaan dan penelitian terhadap

realisasi  anggaran rutin, pembangunan maupuri pendapatan serta

mempersiapkan bahan penyusunan perhitungan APBD, —--
- (2). dengan fungsi : '

- Pengadaan pembukuan secara sistimatis dan kronologis mengenai

_ penerimaan dan pengeluaran;

- Pengadaan penclitian tethadap buku kas penerimaan dan pengelusran
serta pembuatan nota pendapatan pemeriksaan buku kas untuk
mengetahui posisi kas Anggaran P.endapatan dan Belanja daerah. -w-.-

) Pengadaan evaluasi dan penyuéunan laporan realisasi Anggaran
pendapatan dan Belanja Dacrah sesuai dengan ketfenman yang berlaku;

- Pengadaan penelitian terthadap laporan bendahamwan khusus

" penerimaan pendapatan Asli Daerah dan tata cara pembukuan; -
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- Penyiapan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan perhitungan

APBD;

- Pencatatan dan penerimaan laporan dari Bendahara penerima atau

Instansi yang lebih tinggi melalui Kas Daerah.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 tahun 2000

tanggal 10 Nopember 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban

keuangan Dacrah mengatur antara lain sebagai berikut :
.. Pasal 10 ayat (4) yang berbunyi antara lain “ Perkiraan sisa lebib
perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai Saldo pada APBD tahun
berikutnya, sedangkan realisasi sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu

dicatat scbagai saldo awal pada pembéhan”

-. Pasal 25 yang berbunyi * Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas
beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam P&nitwan
Daerah tentang APBD dan_ditempatké.n dalam Lembaran Daerah”, wm--v---

- Pasal 26 yang berbunyi” Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD
diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi atau Surat Keputusan lainnya yang

disarnakan dengan itu oleh Pejatat.

" - Pasal 27 ayat (1) Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti

 bukti yang lengkap dan sah mergenai hak yang diperoleh oleh pihak yang

menagih”.
Bahwa berdasar M@ 1029 tshun 2002 anggal 10 Juni 2002
tentang Pedoman pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan
Keuangan daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan "Daerah dan
i’eny.usunan Perhitungan Angearan Pendapatan dan Belanja Daerzh

mengatur antarz lain:

- Pasal 49 (3) berbunyi “Untuk pengeluaran Kas atas Beban APBD,
terlebih dahulu diterbitkan. SKO atau Surat Keputusan Otorisasi atau

Hi
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surat keputusan lainnya yang disamakan dengan itu yang ditetapkan oleh

Kepala Daerah”.

- SPP dan Pasal 49 (5} berbunyi “ setiap pengeluaran kas harus didukung
oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yeng diperoleh oleh

pihak yang menagih,”

- Pasal 51 (1) berbunyi Untﬁk melaksanakan pengeluaran kas, pengguna
anggaran mengajukan SPP kepada pejabat yang melaksanakan fungsi
perbendaharaan. ‘

- Pasal 51 (2) berbunyi SPP scbagaimana tersebut pasda ayat 1 diajukan

setelah SKOditerbitkan disertai dengan Pengantar Daftar rincian

Penggunaan anggaran Belanja,
- Pasal 60 Bahwa Jumlah sisa Perhitungan Tahun berkensan di Tahun
Anggaran yang lalu dipindnhﬁukukan pada kelompok Pembiayaan, Jenis

Penerimaan daerah, obyek sisa Lebih Anggaran tahun lalu.

- Bahwa Keputusan Mendagri No.900-099 tahun 1980, tanggal 2 April
1980 tentang manual Administrasi Keuangan Daersh merupakan salah
satu ketentuan yang mendasari dalam pengelolaan Keuangan Daerah, ---

berdaéarkan ketentuan ketentuan yang berlaku dalam hal pengelolaan
Keuangan daerah khususnya untuk _pcn__gﬂtii_ar_g_n__ dana atau ‘Ec_n_g_aimn
w baik untuk b'eba.n tetap maupun sementara, ditempuh

melalui éahapan prosedur }sebagai berikut :

¢ Satu bulan setelah Peraturan Dacrah (Perda) tentang APBD ditetapkan,

Kepala Daerah menetapkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK)
yang memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat daerah yang
dijadikan dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran; (pasal 25 ayﬁt ),
2 Kepmendag;'i No.29 Tahun 2002);

4

e Untuk pengeluaran kas daerzh atas -bebar» APBD terlebih dahulu

T “'\ ’
diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) yang ditetapkan oleh Kepala
Daerah; (pasal 49 ayat (4) Kepniendagri No.29 Tahun 2002); —-e-meoeeeeeee
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Selanjutnya masing-masing unit kerja (Kepala Kantor / Kepala Dim}s /
Badan) selaku penanggungjaweb anggaran (kuasa pengguna anggaran)
mengajukan nota dinas iccpadu Sekretaris Daerah (Kabupaten) untuk_

realisasi anggaran pada bulan-bulan tertentu;

Setelah Nota Dinas disetujui oleh Sekkab lalu dikembalikan ke unit kerja

' pen@sul yang selanjutnya unit kerja membuat dan menerbitkan Surat

P

Skripsi

Pemxintaar_n Pembayaran (SPP);
SPP diajukan ke Bagian Keuangan (Subag Anggaran) untuk diteliti dan di

Register;

Kasubag Anggaran meneruskan ke Kasubag Perbendaharaan untuk

diterbitkan Surat Perintah Membayar Giro (SPMG);
Kasubag Perbendaharaan mengajukan ke Kabag Keuangan ‘untuk

ditandatangani;

Setelah SPMG ditandatangani " dikembalikan kepada Kasubag

Perbendaharaan guna diteruskan ke Kantor Kas Daerah; — S
Dari Kantor Kas Daerah dicairkan kepada Bendahara Unit Pengelola
Keuangan (Pengusul) anggar‘an, selanjutn:;ra uang masuk ke rekening

pemegang kas.

Bahwa prosedur penggunaan keuangan daerah juga harus melalui Sub
Bagian Verifikasi untuk memeriksa, meneliti, dan menilai realisasi APBD
serta memeriksa, meneliti dan menilai pertanggungjawaban realisasi
anggaren yang keluar dari kas daerah,

Bahwa satu lembar SPMG oleh Kasubag Perbendaharaan diberikan
kepada Kasubag Pembukuan untuk dibukukan,

Bshwa dalam kenvataannya Saksi Drs. H. IMAM. MUHADI, MBA, MM.

selaku Bupati Blitar pada tahun 20021 s/d 2003, telesh melakukan

penyimpangan-penyimi:angan yang diuraikan sebagai berikut :
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,( 1 Pengeiuafau dalam kuren waktu antara tahun 2002 ~d 2003, telah
j tejadi Pengeluaran dana dari Kas Paerah denéan cara
" '- penyimpangan penerbitan .;S'urat Perintah Membay& Giro (SPMG);
- Bahwa dalam kurun waktu antara tahun 2002 s/d 2003, telah
terjadi peng;:luaran dana dari Kas Daerah dengan cara

| : pg:nyimpangan | penerbitan Surat Perintah Membayar Giro
(SPMG) atas permintaan Drs. H.IMAM MUHADILMBA,MM
dengan dalih untuk keperluan kegiatan Bupati, Permintaan DrsH
IMAM MUHADI. MBA MM tersebut biasanya ‘disampaikan
melalui Saksi Saksi Krisanto, SE, MM, kepada saksi Solichin
Inanta, SH, Msi, saksi Drs.Ec.M. Rusjdan, MM dan saksi Lilik
Purwanto (selaku Bendaharawan Gaji Sekretariat atau Pemegang
|  Kas), serta Saksi Kadmiarsih (selaku Kasubag Perbendaharaan)

untuk mempersiapkan Surat Perintah Membayar Giro (SPMG)
Pengembahan Ayat atau SPMG yang diberi kode d atau D guna
mencaukan mencairkan dana APBD tanpa dilengkapi Surat
Keputusan Otorisasi (SKO) dari Bupati/ Kepala Daerah selaku
.pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah dan

tanpa Surat Permintuan Pembayaran (SPP) dari Pengguna
Anggaran,

-  Bahwa berdasarkan kelaziman pengelolaan keuangan pada
Pemerintah Kabupaten Bhtar SPMG hanya terdiri dari SPMG
kode A untuk gaji pegawai, kode C untuk honorarium, kode R
untuk kegiatan“rutin dan kode P untuk dana pembangunan
sedangkan kode d atau D tidak lazim digunakan kecuali oleh
Sksi Krisanto, SE, MM, seksi Solichin Inants, SH, Msi, Saksi
Drs. Ec. M. Rusjdar, MM, Seksi Lilik Poerwanto dan saksi

Kadmiarsih untuk memenuhj permintaan dana oleh Drs. H.
: ‘ IMAM MUHADI, MBA, MM. -
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Bahwa SPMG yang diberi kode d atau I} dimaksudkan sebagai
SPMG PA (Pengembalian Ayat) yang artinya dana dikeluarkan
dari APBD bukan dari Pos Pasal Pengeluaran (belanja), tetapi
dikeluarkan dari ayat penerimaan bérupa penerimaan atas Dana
Alokasi Umum (DAU) yang akan diganti dikemudian hari dari

pemasukan PAD (Pendapatan Asli Daerah) atau dari DAU (Dana

Bahwa unt;Jk memenuhi permintaan permintaan dana dari Drs. 7
H. IMAM MUHADI, MBA, MM, Saksi Kadmiarsih membuat
SPMG kode d a.tau D tersebut diserahkan kepada Kabag
Keuangan u;ltuk ditam_igtangani dan selanjutnya dikirimkan ke
Kantor Kas Daerah. .sctclah SPMG Kode d atau D diserahkan
kepada Kepala Kantor Kas Daerah (saksi Solichin Inanta,
SH,Msi) lalu Saksi Soli;:hin Inanta, SH, Msi. Memindah
bukukan dari rekeninjy Kas Daerah ke rekening Bendaharawan

Gaji atau Pemegang Kas (saksi Lilik Poerwanto). Kemudian

- Saksi Lilik Poerwanto mencairkan dari Bank Jatim Cabang Blitar

selanjutnya diserahkan kepada saksi Krisanto, SE, MM, yang
pada ahkimya dana-dana dimaksud befangsur»angsur diserahkan
keparda Drs. H. IMAM MUHADI, MBA, MM.; ==mmccrmt scemmmne--

Bahwa SPMG kode d atau D yang telah .diterbitkan dan
dicairkan sejak tahun 2002 s/d 2003 sebanyak 115 (seratus lima
belas} lembar dengan pilai t;>tal Rp. 44.108.268.225,- (empat
puluh empat milyar scratus delapan juta dua ratus enam puluh
delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupigh) yaitu tahun
anggaran 2002 sebanyak 59 Imbar seni'lai Rp.17.047.950.000,-
(tujuh belas milytir empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima
puluh ribu rupiah) do~ tahun anggaran 2003 sbanyak 56 lembar
senilai 27.060.318.2.25,- (dua puluh tujuh milyar enam puluh juta
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figa ratus delapan belas ribu dua ratus dua puluh lima rupiah)

yang dananya berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan

& Pada tahun 2002 :

rincian sebagai berikut :

No. Penands tangan ‘
No.| TgL SPMG No. Rek. Tujuan Jumlah
’ SPMG SPMG ~ .
1 2 3 4 5 3
Solichin Inanta, SH, | 200.03.01/537; An Rp
1 [4-Mar-2002| 1/d/R .
Misi It Bendahmwan Gaji Sekretariat | 1.000.000,000
Solichin Inanta, SH, 200,03,01/537; An Rp
2 |4-Mar2002] 2/dR o
Msi Bendaharawan Gaji Selaetariat | 1.000.000.000
Drs. Ec. M Rusjdan {200.03.01/847; An Bendaharawn Rp
3 [26-Apr-2002 3/d/R ' :
] ' MM Rutin Sekretariat 1,000.000.000
Drs. Ec, M Rusjdan [300.03.01/847; An Bendaharawn Rp
4 P6-Apr-2002 4/dR |, -
MM . Rutin Sekretariat 1.000.000.000
T4Me | . | Drs. Ec. M Rusjdan [200,03.01/847; An Bendaharawn )
5 SR ' .
2002 MM Rutin Sekretariat 180.000.000
28-Mei- ‘ Drs. Ec. M Rusjdan [200.03.01/847; An Bendaharawn Rp
6 ‘ 6/d/R )
2002 MM Rutin Sekretariat 150.000.000
 29-Mei- Drs. Ec. M Rusjdan [200.03.01/847; An Bendaharawn Rp
7 TR
2002 MM Rutin Sekretariat 100.000.000
: Drs, Ec, M Rusjdan [200.03.01/847; An Bendaharawn; Rp
2 13-Jun-2002 | 3/d/R .
MM Rutin Sekretariat 130.000.000
- Drs. Ec. M Rusjdan [200.03.01/847; An Bendaharawn - Rp
9 | 4Jm-2002 | 9/d/R .
: MM Rutin Sekretariat 100.000.000
Drs. Ec. M Rusjdan {200.03.01/847; An Bendaharawn Rp
10| 5~Jul-2002 | 10/d/R :
MM Rutin Sekm‘.anat 100.000,000
1 Drs. Ec. M Rusjdan [200.03.01/847; An Bendabarawn 7
11| 8-Jul-2002 | 11/d/R
MM Rutin Sekretariat -150.000.000
Drs. Ec. M Rusjdan [200.03.01/847; An Bendaharawn Rp
12 [ 10-Jul-2002 | 12/d/R : ‘
. MM Rutin Sekretariat 100.000.000
Drs. Ec. M Rusjdan 200.03.01/847; An Bendaharawn Rp
13 | 10-Jul-2002 | 13/d/R . .
. MM Rutin Sekretariat 59.400.000
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Drs. E¢. M Rusjdan 1200.03.01/847; An Bendaharawn Rp
14 | 29-Jul-2002 | 14/4/R
MM Rutin Sekretariat 150.000,000
T-Agust- Drs. Ec. M Rusjdan [200.03.01/847; An Bendaharawn) Rp
15 15/&/R
2002 MM Rutin Sekretariat 50.000.000
T3-Agast Drs. Ec. M Rusjdan [200,03.017847; An Bendaharawn Rp
16 16//R
2002 MM Rutin Sekretariat 200.000.000
TAgust | Drs. Ec. M Rusjdan [200.03.01/847; An Bendaharavn Rp
17 o {17am -
2002 MM Rutin Sekretariat 250.000.000
T4-Agust- Drs. Ec. M Rusjdan [200.03.01/847; An Bendaharaws Rp
18 18aR| . -
2002 MM Rutin Sekretariot 100.000.000
1
T5-Agust- Drs. Ec. M Rusjdan [200.03.01/847; An Bendaharawn Rp
19 IS//R -
2002 MM Rutin Sekretariat 100.000.000
16-Agust- Drs. Ec. M Rusdan [200.03.01/847; An Bendaharawnl Rp
20 20/d/R
2002 . MM Rutin Sekretariat 160.000.000
15-Agust- Drs. Ec. M Rusjdan [210.03.01/847; An Bendabarawn Rp
21 | 21am .
2002 MM . Rutin Sekretariat 163.350.000
20-Agust- Drs. Ec. M Rusjdan 200,03 01/847; An Bendaharawa Rp
2 224R
2002 MM Rutin Sekretarist 112.000.000
20-Agust- Drs. Ec. M Rusjdan [200.03.01/847; An Bendaharawn Rp
23 23/d/R _ .
2002 : MM Rutin Sekretariat 125.000.000
72-Agust- Drs. Ec. M Rusjdan [200.03.01/847; An Bendaharswn Rp
2 24/dR N -
| 2002 MM Rutin Sekretariat 212.000.000
2-Agust- | | Drs.Ec. M Rusidan [200.03,01/847; An Bendaharaw Rp
25 25/d/R :
2002 MM 'Rutin Sckretariat 23.000.000
23-Agut- | | 'Drs. Ec. M Rusjdan [200.03.01/847; Az Bendafaawn Rp
26 - | 26/m o
2002 MM Rutin Sekretariat $5.200.000
26-Agust- Drs. Ec. M Rusjdan [200.03.01/847; An Bendahars Rp
27 2714R | - _
2002 MM Rutin Sekretariat 115.500.000
27-Agust- Drs. Ec. M Rusjdan [200.03.01,847; An Bendaharawn Rp
281 . 28/dR - _
2002 MM Rutin Sekretariat 75.500.000
T-Agust- | Drs. Ec. M Rusjdan [::00.03.01/847; An Bendahirawn T
2]  ©  |20mm _
2002 MM Rutin Sekretariat 175.000.000
Drs. Ec. M Rusjdan [200,03.01/347; An Bendaharawn Rp
30 | 2-5ep-2002 | 30/4R
MM Rutin Sekretariat 250.000.000
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Drs. Ec. M Rusjdan 20:.03.01/847; An Bendaharawn Rp
31 |11-Sep-2002( 31/d/R )
. MM Rutin Sekretariat . 265,000,000
. Drs. Ee. M Rusjdan 200.03.01/847; An Bendaharawn Rp
32 116-8ep-2002] 32/d/R
MM Rautin Sekretariat 150.000.000
’ Drs, Ec. M Rusjdan [200 03.01/847; An Bendaharawn Rp
33 |17-Sep-2002] 33/d/R
‘ . MM Rutin Sekretariat 65.000.000
. Drs. Ec. M Rusjdan 200.03.01/847; An Bendaharawn Rp
34 |13-Sep-2002f 34/d/R
‘ : MM Rutin Sekretariat 300.000.000
: Drs. Ec, M Rusjdan 200.03.01/847; An Bendaharawn Rp
35 [20-Sep-2002| 35/d/R ' .
MM Rutin Sekretariat 20.000.000
‘ Drs. Ec. M Rusjdan [200.03.01/847; An Bendaharawn Rp
36 [23-Sep-2002] 36/d/R _
MM Rutin Sekretariat 300.000.000
. Drs. Ec. M Rusjdan [200.03.01/847; An Bendaharewn Rp
37 [24-Sep-2002| 37/d/R )
MM Rutin Sekretariat 200,000.000
Drs. Ec. M Rusjdan [200.03.01/847; An Bendaharawn) Rp
38 [25-8Sep-2002| 38/d/R :
MM Rutin Sekretariat 300.000.000
Drs. Ec. M Rusjdan 200.03.01/847; An Bendaharawn Rp
39 | 7-Okt-2002  39/d/R : ‘
MM Rutin Sckretariat 100.000.000
Drs, Ec. M Rusjdan 200.03.01/847; An Bendzharawn Rp
1 40 [10-0kt-2002{ 40/d/R .. .
MM Rutin Sekretariat 225.000.000
. Drs. Ec. M Rusjdan [200,03.01/847; An Bendaharawn Rp
41 |11-Sep-2002( 41/dR _
MM Rutin Sekretariat 125.600.000
: Drs. Ec, M Rusjdan {200.03.01/347; An Bendaharawn Rp
42 121-0Okt-2002| 42/d/R
MM _Rutin Sekretariat 315.000.000
‘ Drs. Ec. M Rusjdan [2000.03.01/347; An Bendaharawn Rp .
43 [25-0kt-2002) 43/d/R )
MM Rutin Sekretariat 90.000.000
] Drs, Ec. M Rusjdan 2000.03.01/847; An Bendaharawn Rp
44 129-0kt-2002| 44/d/R
1 MM . Rutin Sekretariat 100.000.000
IR Drs. Ec. M Rusjdan [200.03.017847; An Bendaharswn Rp
45 | 1-Nop-2002] 45/d/R
. MM Rutin Sekretariat 200.000,000
Drs. Ec. M Rusjdan {200.03.01/847; AR Bendahamaw: T
1 46 | 5-Nop-2002 | 46/d/R
MM Rutin Sekretariat 200.000.000
i Drs. Ec. M Rusjdan 200.03.01/847; An Bendaharawn ) Rp
47 | 7-Nop-2002| 47/dm. o _
' : MM Rutin Sekretariat 150.000.000
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13-Nop- Drs. Ec. M Rusjdan [200,03.01/847; An Bendaharawnt  ~ Rp
43 48/d/R ‘
2002 MM Rutin Sekretarist 200.000.000
. 18-Nop- . Drs. Ec. M Rusjdan [200.03.01/847; An Bendaharawn Rp
49 49dR | .
) 2002 W ne Rutiﬂ Sekrctaﬁu 200-%0.«)0
19-Nop~ | Drs. Ec. M Rusjdan [200.03.01/847; An Bendahurawn Rp
50 S0/d/R '
2002 MM Rutin Sekretariat 125.000.000
25Nop- Drs. Ec. M Rusjdan 1200,03.01/847; An Bendaharawn Rp
51 51/dR o . ’
2002 MM Rutin Sekretariat 200.000.000
. 25-Nop- Drs. Ee. M Rusjdan 120,03.01/847; M_Bendahmwn .Rp
52 52/d/R .
2002 MM Rutin Sekretariat - 150.000.000
28-Nop- Drs. Ec. M Rusjdan {200.03.01/847; An Bendaharawn Rp
53] . 53/dR
2002 MM Rutin Sekretariat 500.000.000
Drs. Ec. M Rusjdan [200.03.01/847; An Bendaharawn Rp
54 | 2-Des-2002 | 54/d/R .
MM * Rutin Sekretariat 500.000.000
. Drs. Ec. M Rusjdan [200.03.01/847; An Bendaharewn Rp
55 | 4-Des-2002 | 55/d/R '
: MM “Rutin Sekretariat 500.000.000
) ' Drs. Ec. M Rusjdan [200.03.01/847; An Bendaharawn Rp
56 |11-Des-2002( 56/d/R ' :
MM Rutin Sckretariat 500.000.000
Drs. Ec. M Rusjdan [200.03.01/847; An Bendaharawn Rp
57 118-Des-2002j 57/d/R. ) .
MM Rutin Sekretariat 500.000.000
: Drs. Ec. M Rusjdan [200.03.01/847; An Bendaharawn Rp
58 123-Des-2002| 58/d/R :
MM Rutin Sekretariat 1.250.000.000
| Drs. Ec. M Rusjdan |200.03.01/847; An Bendaharaqu Rp
59 [24-Des-2002| 59/d/R
MM Rutin Sekretariat 1.750.000.000
Rp
Jumish i
17.047.950.000
b. Pada tahun 2003.
Penanda
No| Tgl 8PMG | No. SPMG ‘ No. Rek. Tujuan Jumiah
' Tangan SPMG .
4 Rp
1 2 3 4 5
: ]
_ Krsanto, SE,  [2000.3.01/537/, An, Rp
1. [11-Feb-2003 [01/d/R/2003 |
MM Bendaharawan Gajl Sekretariat | 500.000.000
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200.3.01/537/; An. Rp-
{11-Feb-2003 |02/d/R/2003 o
‘ T MM Bendaharawan Gaji Sekretariat | 500.000.000
~ |Krisanto, SE,  [200.3.01/537/; An, Rp
25-Feb-2003 [03/d/R/2003
- MM Bendaharawan Gaji Sekretariat | 75.000.000
Krisanto, SE,  1200.3.01/847/;, An. Bendahara Rp
4-Mar-2003  104/d/R/2003 ‘ .
' MM {Rutin Sekretariat 250,000,000
Krisanto, SE, [200.3.0175377, An. Rp
4-Mar-2003  |05/d/R/2003
MM Bendaharawan Gaji Sekratariat 600.000.000
: Drs. Ec. M 200.3.01/537/; An, Rp
12-Mar-2003 106/d/R/2003 - :
. Rus|dan, MM [Bendaharawan Gaji Sekretariat 150.000.000
Dre. Ec.M  [200.3.01/5377, An, Rp
13-Mar-2003 07/d/R/2003 . _
Rusjdan, MM [Bendaharawen Gaji Sekretariat | 100.000.000
[Drs. Ee. M 200.3.01/537/; An, ~Rp
14-Mar-2003 108/d/R/2003
Rusjdan, MM Bendaharawan Gajl Sekretariat | 600.000.000
Drs. Ec. M 200.3.01/5377; An. “Rp
21-Mar-2003 [09/d/R/2003 . -
Rusjdan, MM |Bendaharawan Gajl Sekretariat | 150.000.000
‘ Drs. Ec. M 200.3.01/537/: An, Rp
24-Mar-2003 |10/d/R/2003 :
Rusjdan, MM [Bendaharawan Gajl Sekretariat | 375.000.000
’ Drs, Ec. M 200.3.01/537/; An. Rp
[25-Mar-2003 [11/d/R/2003 ‘
Rusjdan, MM  [Bandaharawan Gaji Sekretariat | 200.000.000
‘ Drs. Ec. M 2010.3.01/5371; An. Rp
31-Mar-2003 [12/d/R/2003
Rusidan, MM  [Bondaharawan Gajl Sekretariat {  50.000.000
T Drs. Eo M [200.3.0175377 An. ' Re
3-Mar-2003 - [13/d/R/2003 :
Rusjdan, MM [Bendaharawan Gaji Sekretariat | 200.000.000
: Drs. Ec. M 1200.3.01/637F; An, Rp
14 r-2003 . [14/d/R/2003 )
: : |Rusjdan, MM 1Bendaharawan Gaji Sekretarlat | 400.000.000
» Drs. Ec. M 2000.3.01/537/; An. Rp
10:Apr-2003 [15/d/R/2003
.o ‘ : Rusjdan_. MM Bendaharawan Gaji Sekretariat | 250.000.000
- Drs.Ec.M [200.3.01/6377; An, Rp
14-Apr-2003 [16/d/R/2003 i
Rusjdan, MM 'Bendaharawan Gali Sekretariat | 275.000.000
Drs. Ec. M 200.3.01/537/; An, ¢ Rp -
17-Apr-2003 [17/d/R/2003
T Rusjdan, MM  [Bandaharawan Gaji Sekretariat 200.000.000
Drs. Ec. M 2()0.3.01/537/; An. Rp
23-Apr-2003 118/d/R/2003
Rusjdan, MM Bandaharawan Gaji Sekretariat 600.000.000
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: Drs.Ec. M P00.3.01/537/; An, Rp
24-Apr-2003 .
Rusjdan, MM [Bendaharawan Gaji Sekretariat | 3.000.000.000
. T Drs. Ec. M -1200.3.01/537/; An. Rp
6-Mel-2003  [20/d/R/2003
o _ |Rusjdan, MM |Bendaharawan Gajl Sekretariat | 250.000.000
— Drs.Ec. M [200.3.01/537/ An. Rp
7-Mel-2003
Rusjdan, MM |Bendaharawan Gaji Sekretariat | 150,000.000
_ Drs. Ec. M 200.3.01/537/; An. Rp
12-Mei-2003 [22/d/Rr2003 .
‘ Rusjdan, MM  [Bundaharawan Gajl Sekretariat 350.000.000
Drs. Ec. M 200.3.01/637/; An, Rp
18-Mei-2003 [23/d/R/2003
Rusjdan, MM [Bondaharawan Gajl Sekretariat | 200.000.000
Drs. Ec. M 2(10.3.01/537/: An. Rp
21-Mei-2003 {24/d/R/2003 :
Rusjdan, MM |Bendaharawan Gaji Sekretariat 150.000.000
“brs Ec. ™ 200.3.01/5377, An, Rp
21-Mei-2003 25/d/R/2003 '
‘ Rusjdan._MM Bendaharawan Gajt Sekretariat | 150.000.000
. Drs,. Ec.M - [200.3.01/537/; An. Rp
[26-Mel-2003 [26/d/R/2003 ‘
‘ Rusjdan, MM Bendaharawan Gajl Sekretariat | 760.000.000
’ Drs. Ec. M 200.3.01/537/; An. Rp
26-Mel-2003 [27/d/R/2003
. Rusjdan, MM  |Bendaharawan Gaji Sekretariat | 1.000.000.000
Drs. Ec. M 200.3.01/537/; An. Rp
26-Mel-2003 [28/d/R/2003 : >
] Rusjdan, MM  [Bendaharawan Gajl Sekretariat | 250.000.000
: Drs. Ec. M 200.3.01/5377, An. “Rp
2-Jun-2003 [29/4/R/2003
Rusjdan, MM  |Bendaharawan Gajl Sekretariat | 1.000.000.000
. : Drs. Ec. M - [200.3.01/5637/; An. Rp
3-fun-2003 . [30/d/R/2003
Rusjdan, MM  [Bendaharawan Gaji Sekretariat | 150.000.000
’ Drs. Ec. M [200.3.01/537/; An. Rp
4-Jun-2003 [31/d/R/2003 : _
Rusjdan, MM [Bendaharawan Gall Sekretariat | 500.000.000
Drs. Ec. M 200.3.01/537/ An, Rp
9-Jun-2003 [32/d/R/2003 , . g
. Rusidan, MM  |Bendaharawan:Gajl Sekretariat | 500.000.000
_ Drs. Ec. M 200.3.01/5377; An. Rp
18-Jun-2003 [33/d/R/2003 . o
‘ Rusjdan, MM  Bendaharawan Gaji Sekretariat | 500.000.000
Drs. Ec. M 200.3.01/5377; An. t Rp_
23-Jun-2003 .
Bendaharawan Gali Sekretariat | 300.000.000
. Ec, 200.3.01/537/; An. T
8-Jul-2003  |35/d/R/2003 : ,
, Rusjdan, MM |Bendaharawan Gaji Sekretariat | 450.000.000
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Drs.Ec. M [200.3.01/537/ An. Rp
36 [10-Jul-2003 . [368/4/R/2003 _
Rusjdan, MM  [Bendaharawan Gaji Sekretariat | 750.000.000
‘ Drs. Ec. M- [200.3.01/5377; AR, Rp
37 (11-Juk2003 R7/d/R/2003
" Rusjdan, MM  |Bendaharawan Gajl Sekretariat | 750.000.000
N - Drs. Ec. M~ [200.3.01/537/, An. Rp
38 [15-Jul-2003 [38/d/R/2003
Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat | 500,000.000
Drs. Ec. M 200.3.01/537/; An. Rp
39 23-Jul-2003 RY/A/R/2003
Rusjdan, MM  [Bendaharawan Gajl Sekretariat { %50.000.000
_ [Drs.Ec. M 200.3.01/5377; An. _ Rp
40 [25~Jul-2003 [40/d/R/2003 , . .
Rusjdan, MM  IBendaharawan Gaji Sekretariat | 500.000.000
O Drs. Ec. M 200.3.01/537/; An. Rp
41 28-Jul-2003 41//R2003 :
Rusjdan, MM [Bendaharawan Gaji Sekretariat | 1.000.000.000
'. Drs. Ec. M 1200.3.01/5377, A, Rp
42 (20-Jut-2003 kz/d/wzoos '
- IRusjdan, MM  |Bandaharawan Gaji Sekretariat | 1.000.000.000
Drs. Ec. M 2(10.3.01/537/; An. Rp
43 4-Agust-2003143/d/R72003 \ .
Rusfdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat 400.000.000
Drs. Ec. M 200.3.01/537/; An. Rp
44 |10-Sep-2003 44/d/R/2003 . :
Rusjdan, MM  [Bendaharawan Gaji Sekretariat | 400.000.000
Drs. Ec. M 209.3.01/537/; An, Rp
45 25-Sep-2003 45/d/R/2003
Rusjdan, MM [Bendaharawan ‘Gaji Sekretariat | 500.000.000
o Drs, Ec. M, 200.3.01/5377; An. Rp
48 125-Sep-2003 M8/d/R/2003 :
‘ Rusjdan, MM  |Bandaharawan Gaji Sekretariat | 500.000.000
Drs. Ec. M 200.3.01/537/; An. Rp
47 |25-Sep-2003 [47/d/R/2003 ' '
Rusjdan, MM  ‘|Bendaharawan Gaji Sekretariat | 500.000.000
Ors. Ec. M [2003.07/5377 An: Rp
48 [25-Sep-2003 M8/4/R/2003 . .
Rusjdan. MM [Bendaharawan Gaji Sekretariat 160.318.225 |
Drs. Ec. M 200.3.01/5377; An. Rp
40 R0-Okt-2003 48/d/R/2003 .
Rusjdan. MM [Bendaharawan Gaji Sekretariat | 400,000.000
[ors. Ec. M 200,3.01/537/; An. Rp
50 24-Okt-2003 [50/d/R/2003
Rusjdan, MM  |Bendaharawan Gaji Sekretariat { 400.000.000
: Drs.Ec. M [200.3.01/537/ An. ' Rp
51 [4-Nop-2003  [51/d/R/2003 ’
‘ Rusjdan, MM  |Bendaharawan Gaji Sekretariat | 500.000.000
. Drs. Ec. M 201).3.01/537/; An. Rp
52 [11-Nop-2003 [52/d/R/2003 o
Rusjdan, MM [Bendaharawan Gaji Sekretariat 500.000.000
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‘ A Drs. Ec. M 200.3.01/537/; An. Rp
{ 53 [11-Nop-2003 |53/d/R/2003 | .
' ' : Rusjdan, MM  |Bendaharawan Gali Sekretariat | 500.000.000
_ Drs. Ec. M 260.3.01/537/, An. Rp
] 54 [13-Nop-2003 [54/d/R/2003
i Rusjdan, MM  |Bendaharawan Gaji Sekretariat | $00.000.000
: Drs. Ec. M 200.3.01/537/; An, Rp
| 65 [13-Nop-2003 |55/d/R/2003 .
i . Rusjdan, MM  |Bendaharawan Gaji Sekretariat | 500,000,000
. " [Drs.Ec. M [200.3.01/5377; An. Rp
56 [17-Nop-2003 [56/d/R/2003 T :
o Rusjdan, MM (Bendaharawan Gafi Sekretariat | 450.000.000
l A Rp
' : ' " Wumlah
" . 27.060.318.225

- Bahwa Pencairan SPMG dengan kode d tersebut, tidak sesuai dengan
keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 1 tahun 1980 ddn Keputusan
Menteri Dalam Negeri no.29 tahun 2002 pasal 51 ayat.1 dan ayat 2 dimana

pexicairan SPMG kode d yang ditanda tangani oleh Kabag Keuangan

(SOLICHIN INANTA, SH. Msi. ataupun Sdr Drs Ec. M. RUSJDAN MM)
tersebut tanpa didasari ataupun dilampiri dengan Surat Keputusan Otorisasi
( SKO ) yang ditanda tangani oleh Sekietaris Dacﬁh (Sdr SOEB'IANTORO)
dan tanpa dilampiri Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dltanda
eangam oleh masing-masing Kepala Unit kerja Pemerintah Kabupaten
Blitar. Setelah Terdakwa BANGUN SUHARSONO bin SUBRAHIM yang
awalnya. sejak bulan Maret 2002 .fetidak tidaknya sekitar waktu it:
‘meherima lemb.ar tindasan SPMG kode d atau yan;g tidak melalui
prosedur dan mengerti maksud pembuatannya SPMG terscbu.t dari
Kasubag anggaran, lalu dicatabng‘(a aa]_am buku B V untuk selanjutnya
dicatatnya atau dibukukan kedalam blanko model B XIII yaitu Daftar

Pembukuan Administrasi (DPA) dengan redaksinya tertulis antara lain pada

pemegang kas Pemerintah Kabupaten Blitar harap dibayar kepada diri
sendiri untuk memindah bukukan dari rekening Kas Daerash nomor
0141000022 ke rekening Bendaharawan Gaji Sekretariat Kabupaten Blitar

nomor 200.03.01/537 pada BPD Jutim Cabang Blitar, untuk nantinya pada
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akhir tahun yang bersangkutan (tahun 2002 dan tahun 2003)

digelembungkan atau dibebankan pada pos belanja pegawai, pos belanja

barang, pos pemeliharaan, pos perjalanan dinas dan pos belanja lain lain
masing masing unit kerja dan Kecamatan pada Pemerintah Kabupaten

Blitar.

2. Pengeluaran dana dari Kas Daersh dengan cara pemindah bukuan ke

rekening priimdi;

' Bahwa selain pengeluaran dana kas daerah dengan cara pe_nyimpangan
penetbitan SPMG sebagaimana diuraikan diatas, telah terjadi pengeluaran
dana dari Kas Daerah Kabupater: Blitar dengan cara pemindahbukuan ke

rekening pribadi atas permintaan Drs H. IMAM MUHADI], MBA, MM

yaitu : ‘ =
- Bahwa atas permintaan Drs IMAM MUHADI, MBA, MM melalui Saksi
Krisanto SE, MM dan selanjutnya Saksi Krisanto menghubungi Saksi

Solichin Inanta, SH, Msi agar memindah bukukan sejumlah dana dari Kas

' ! ~ daerah ke rekening pribadi Suksi Krisanto, SE MM yang kemudian
| .. ditindak lanjuti oleh Saksi Solichin Inanta, SH, Msi dengan cara sebagai
berikut :

e Pada tanggal 24 Juli 2002 Seksi Solichin Inanta, SH Msi mengirimkan

surat ﬁo.900/258/409.304/2002, yang ditujukan kepada Pimpinan

Bank Jatim Cabang Blitar, yang pada pokoknya memohon agar Bank

: : Jatim .Cabang Blitar memindah bukukan dana kas daerah sebesar
Rp.500.000.000,- (lima ratus juta_ .rupiah) ke rekening nomor :
0142312400 atas nama rekening Krisanto, SE, MM pada Bank Jatim

Cabang Blitar.

o Pada tanggal 29 Juli 2002, Saksi Solichin Inanta, SH, MSi
’ t

. _mengirimkan surat No. 900/.259/409.304/2002, yang ditujukan kepada

Pimpinan Bank Jatim Cabarng Blitar, yang pada pokoknya memohon

agar Bank Jatim Cabang Blitar memindah bukukan dana Kas Daereh
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sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupish) ke

rekening nomor: 0142312400 atas nama Saksi Krisanto, SE MM pada

. Bank Jatim Cabang Blitar.

- Bahwa atas permintaan Drs.H.IMAM MUHADI, MBA, MM pada tanggal
10 Maset 2003, Saksi Krisanto, SE, MM, menghubungi Saksi Samilah
agar memindah bukukan dana sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga milyar
rupiah) melalui kliring dari Bank Jatim Cabang Blitar ke rekening Priono
Hadi pada Bank Mandiri Cabang Blitar.

1 _ - Bahwa dana-dana sebesar Rp.5i00.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan
| Rp.1.500.000.000,- (satu xhilyar lima ratus juta rupigh)* serta
| Rp.3.000.000.000,~(tiga xﬁilyar mp%ah) setelah cair daﬁ‘ma;ing-masing
| Bank tersebut semuanya disc;r@kan kepada Saksi Krisanto, SE, MM,
- selanjutnya oleh Saksi Krisanto, SE, MM secara berangsur-angsur

. ~ diserahkan kepada Drs. H.IMAM MUHADI, MBA, MM.

3. Pengelnﬁmn dana dari kas daeruh yang disimpan dalam bentuk deposito

dan giro dengan cara memanipulasi sisa anggaran tahun 2002;

A. Simpanan dalam bentuk De;}osi:ro

Bahwa simpanan Kas Daerah Kabupaten Blitar dalam bentuk

Deposito pada Bank BRI Cabang Blitar, Bank Jatim Cabang Blitar, dan

peda Bank BNI Cabang Blitar dengan bilyet deposito , yaitu :

No.& Tgl.
No dan Tgl
Legalisasi/
No Bilyet Bank Jumlsah
. Keputusan
Deposito
‘ Bupati
7369328/ : N . No.151/2002
1 BRI, Rp. 2.000.000.000,- | -
4-6-2002 ;I'gl. 15-5-2002
. 070357/ - BANK No.152/2002
2 - | Rp, 2.000.000.000,-
6-6-2002 JATIM . Tgl. 15-5-2002
3 AA 216788/ BNI Rp. 2.000.000.000,- No.153/2002
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4| 070455/ Rp.15.000.000.000,-
JATIM | Tal 7-11-2002

5 070630 Rp. 3.000.000.000,-
JATIM

Jumlah ™| Rp.24.000.000,000,-
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422002 Tgl. 15-5-2002
BANK No.334/2002
|
|
|

B. Stmpanan dalam bentuk Giro; -

Bahwa simpanan Kas Daerah Kab. Blitar dalam bentuk Giro sebesar

. Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan perincian pada Bank
I _ BNI Cabang Blitar dengan rekening No. 183.002.588.882.001 sebesar
! R 1.000.000.000,- (satu milysr rupiak) dan pada Bank Jatim Cabang
Blitar dalam bentuk Giro Penampungan Proyek dengan rekening No.
' : 0141005888 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah); e

Jadi sisa dana APBD tahun 2002 yang disimpan dalam bentuk

deposito sejumlah Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah)

dan’ dalam bentuk Giro sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)

sehingga jumlah keseluruhan sisa dana APBD tahun anggaran 2002
sebesar Rp. 27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar rupiah); e—e-eeewe-

- Pada bulan November 2002, DrsHIMAM MUHADL MBAMM,
meminta kepada Saksi Krisantc, SE, MM agar sisa Lebih Perhmmgan
Anggamn Pendapatan dan Belanja Daerah pada akhir tahun Anggaran
2002 pada pembukuan djatur hanya sekitar Rp.4.000.000.000,- {empat
milyard rupiah). Permintaan DrsH. IMAM MUHADI, MBA, MM

tersebut oleh Saksi Krisanto, SE, MM disampaikan kepada Saksi Sri
Subartini agar Pembukuannya disesuaikan menurut permintaan Drs, H.
IMAM MUHADI, MBA, MM. Kemudian Saksi Sri Subartini dan Saksi

Soewati mengamr/mcnycsumken "nngan cara menghilangkan atau

menghapus dana sebesar Rp.27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyard

T
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*_rupiah) dengan cara yaitu yang semula keadaan Buku Kas Penerimaan dan

Pengeluaran (Buku Model B IX) pada targgal 28 November 2062 sebesar
Rp.332.562.475.669,36 tetapi ;;?lda tanggal 29 November 2002 berubah
menjadi Rp. 305.241.094.658,63 schingga Sisﬁ Lebih Perhitungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja baemh pada akhir tahun anggaran
2002- hanya sebesar Rp. 4.157.634.718,50,- (empat milyard seratus lima

puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan belas

rupiah lima puluh sen.), yang seharusnya berjumiah Rp. 31.157.634.718,50

("Rp. 27.000.0000.000,- + Rp.4.157.634.718,50,-). .
Bahwa dana sebesar Rp. 21.01)(5;000.000,; ( dua puluh tujuh milyard
rupiah ) yang telah dihapus dari pembukuan Buku Mode! B IX dan
mnyﬁppdm laporan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah. Pada akhir tahun anggaran 2002, kemudian Saksi
Solichin Inanta, SH, Msi, membuat surat ke Bank BNI, Bank BRI, dan

- Bank Jatim Cabang Blitar dengan maksud agar dana-dana yang tersimpan

" dalam bentuk Deposito dan Giro dipindah bukukan ke rekening Saksi

 Krisanto, SE, MM sebesar Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat rupiah)

pada masing-masing Bank terschut yaitu:

No. { Tgl Tujuan | Penanda | Asal dana Jurlah
-Surat ‘ tangan

1. | 13-3- [Bank | Solikin | Deppnrito Rp. 2.000.000.000,-
2002 | BNI Inanta AA 216788 |

2. |12-3- [Bank | Solichin | Deposito Rp. 2.000.000.000,-
2002 | BRI Inanta | 7369328

3. [13-3- [Bank '] Solichin | Deposito 070455 | Rp.15.000.000.000,-
2002 | Jatim | Inanta

_4. 13-3- [ Bank [ Solichin Dcposlito 070630 | Rp. ;.000.000.000,-
2002 ) Jatim |{ Inanta
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15 T123- [Bank | Solichin | Lierposito 070357 | Rp. 1.000.000.000,-

2002 |Jatim | Inanta

6. |12-3- | Bank | Solichin | Giro Rp. 1.000.000.000,-

2002 | BNI | Inanta 18300258882001

Famlah Rp.24.000.000.000,-

Dari dana sebesar Rp.24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah)
yang telah masuk kerekening saksi Krisanto SE MM pada masing masing

Bank tersebut, kemudian oleh saksi Krisanto SE MM dicairkan sebesar

Rp.24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar) dan diserahkan dalam
bentuk tunai secara berangsur angsur kepada Drs H IMAM MUHADI

MBA MM sedangkan sisanya sebsar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar -

rupiah) dimasukkan kembali ke rekening Kas daerah DAU dengan

rekening No.014101 1200.
- .Bahwa pengeluaran ‘dana dari Kas Daerah dengan cara penyimpangan
penerbitan surat perintah membayar giro (SPMG) dalam tahun 2002 dan
"tahun 2003 sebesar Rp.44.108.268.225,- ( empat puluh empat milyar
seratus delapan juta dua ratus enam puluh delapan ribu dua ratus dua
puluh ima rupiah), pengeluaran dana dari Kas Daerah dengan cara
pemmdah bukuan kerekening pribadi sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima
milyar rupaiah) dan pengeleuamﬁ dana dari kas daerah yang disimpan
dalam bentuk deposito dan giro dengan cara memanipulasi sisa anggaran
tahun 2002 sebesar Rp.24.000.000.000,- (dua puluh empat rupiah) yang
keseluruhannya secara berangsur angsur diserahkan saksi Krisanto SE
MM kepada Drs H IMAM MUHADI MBA MM. Kemudian atas
keluamya uang tersebut agar dapat dipertanggungjawabkan dalam sidang
- = DPRD Kabupaten Blitar pad!a tahun berjalan 'Iferdakwa BANGUN
| SUHARSONO menyiasatinya. dengan cara membebankannya atau

menggelembungkannya pada pos belanja pegawai, Pos belanja barang,
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pos pemeliharaan, Pos perjalanan dinas dan pos belanja lain lain pada 32

unit kerja dan 22 unit Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten

" Blitar yaitu pada akhir tahun anggran 2002 dan ekhir tahun 2003. sebagai

berikut :

a Penggelembungim tahun 2002:

Penggelembungan Pos gaji tahun 2002.

No Instansi Laporan Keuangan Riel | Sisa Perhitungan Selisih
1 [Sekretariat gaji Rp 10.11.7.41_0.1'82l Rp 11.058.664.872|Rp 1.541.154.680
5 [Dinas Pendapatan Gajl |Rp.  1.311.614.350 |Rp 1545390411 Rp  233.776.081
3 Bawesdc Gajl  |Rp 607.965.715 ' Rp 626044540 Rp  217.276.854
4 [Bapeda gall Rp 667506635 |Rp T012.203.605|Rp_ 344.123.670
& [Kec. Wingi gaj Rp  620.850439 |Rp T 724528464\ Rp  94.678.025
[8 [Kec. Gandt;_sarl gall  |Rp —{55556.114 |Rp . 863.142.060|Rp  107.576.246
7 [Kec. Selorejo gaji Rp 176.000.000 |Rp  285.326.113|Rp 109.326.413
8 [Kec. Kesambenga)l | Rp 150848646 |Rp  266.321.698 lip 105.373.050
9 [Kec. Talun gaji Rp 506.645.580 |Rp ~ 5089.813.941[Rp 82.768.381
10 KecSelopurd gajl Rp 136.428.439 'ap 153.628.939| Rp 17.200.500
11 [Kec. Doko gali Rp 128.125.951l Rp _ 140.000.225[Rp 11.883.274
12 [Kec. Garum gajl Rp 510.076208 |Rp _ 764.471.050|Rp 353,432,752
73 [Kec. Nglegok gaji Rp 264254303 |Rp 368336240 |Rp__104.801 856
14 {Kec. Kanigoro gajl Rp 329.473l.sos |Re 410668.725|Rp 81.194.922
15 [Kec. Sanan Kulon gaji |Rp™ 3304017 |Rp  349736425|Rp 165431514
16 [Kec Sukojajar gaji Rp 774513205 |Rp 1.144173.807|Rp  360.660.812
A7 (Kaa Bingangun gaji | RpP 171105866 |Rp  245.711.319|Rp  155.431.514
B [rtec. Wates g8ji Rp 162.569.008 ép 247.418.762| Rp  360.660.612
19 [Kec. Panggungrejo gaji | Rp 148.506.071 Rp 161.905.173| Rp 74.605.453
20 .Kademangan oaji {Rp 295.569.82§ Rp  417.754.208 Rg 84.819.754
'[27 [Kec. Bakung gaji Rp 179.622.831 |Rp 262432117 | Rp 15.399.102
22 [Kec. Wonotito gaji | Rp 161.260.028 |Rp 274.2ze.oi2 Rp  122.194.383
23 \Kec. Srengat gali Rp 570.042.537 Rp 559.475_.5'51 Rp  82.608.286
74 [Kec. Ponggok gaji Rp 138.346.052 |Rp  215.918.845|Rp  112.184.383
25 [Kec. Udan Awugaji  1Rp 193.021.250 |Rp 736.506.262| Rp 62.609.266
26 S Vionodadigal | Rp 174.206.765 |Rp  267.772527{Rp  112.965.984
Skripsi

Analisis Putusan Nomor ...

* Rachma Dwi Dody Saputra



l IR-Perpustakaan Universitas Airlangga 23

27 [Kantor Kas Daerah Rp 168.727.627 Rp 212.631.002|Rp 10.556.386
Kanto Fengelota Aset
% Daerah : Rp 100.084.576 Rp 131.340.165; Rp 7?65.869.893
Pos Satuan Polist '
2 Pamong Praja Rp 4397914468 |[Rp  690.324708|Rp  43.785.032
:}o Kantor PDE Rp 157.139.792 |Rp  233.468.770|Rp 93.584.762 |
31 [Badan Kesbang Linmas| Rp 522567.187 |Rp  606.288.287|Rp 53.903.375 |
Kantor Pendaftaran ‘
2 Penduduk Rp 26.3.202.975 Rp 437.928.417|Rp 31.255.589
Mﬁemberdayaan o
s asyamkatDosa_ Rp 550.465.405 Rp-  703.205.387|Rp 250.553.262-
Badan Kapegawaian
) . Daerah Rp 440.352.675 Rp 751.228.097 | Rp 1 76.328.978
Badan Penalitan dan |
1% Pengembangan Daerah| Rp '435.393.389 Rp 581.216.975|Rp 83.721.120
fﬁlu Praswil — Rp  3.526.204.226 Rp. 4.174.046.858| Rp 174.722.442
| 37 |Dinas Perhubungan Rp 601.688.499 Rp 922.431.439|Rp 152.739.962
‘38 [Dinas Kesehatan Rp  2.864,208.561 Rp 10.992.728.787 Rp 310.876.456
39 |RSUD Wiingf Rp  1.800.198.613 |Rp 4.238.857.288|Rp 145823566 |
' |Bagian Pendidikan dan
' 40 Kebudayaan Rp  1.418.504.287 Rp 1.784.570.464|Rp 847.842.632
Pos Informasi Publik ]
“ dan Pariwisata IR 768851200 |[Rp  1.693.820.452 Rp  320.735.140
Cabang Dinas ‘
42 _
—E'endldlkan Rp _9.18?.339.015 Rp 11.735.400.748| Rp 812.802.022
"~ IPos SLTP, SMU, dan —
® Tk Rp  26.624.081.800 |Rp 31.483.950.836 Rp  2.438.858.675
44 [Guru-guru SD Rp 107.626.932.486 Rp 125.514.726.151 Rp 366.066.177
Dinas Kesejahteraan
4 Nasional Rp 652.449.488 Rp 821.220.201 | Rp 168.770.713
| Dinas Lingkungan )
48 . ' :
Hidup . Rp 181.391.870 Rp  1.392.824.194|Rp 1.211.432.324
Dinas Tenaga Kerja '
: ‘-‘7 dan fransmlgrasi Rp  1.119.393.897 |Rp 1.535.753.034|Rp  416.356.137
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48 |Dlnas Pertanian Rp 1562613482 |Rp 1.085502279|Rp  497.111.203

' |49 [Dinas Hut Bun'. Rp 891.479.887 |Rp 1.702.577.525|Rp 811.097.638

§0 [Dinas Petemakan Rp 109.838.228 |Rp 825.619.269 Rp 715.781.041

51 [Dinas Perikanan ‘Rp 65.121.587 Rp 350.006.842| Rp ‘ 284.885.255

Dinas Usaha Kecil dan

52 .
enengah Rp  439.176.139 |Rp  553.964.778/Rp  114.728.639

: Kantor Informasl
53 i
Penyuluh Pertanian Rp 1.918.976.709 Rp 2.703.975.611|Rp 864.688.902

64 [Dinas Perindagtamben { Rp 584.853.389 Rp 796.962.735|Rp 202.100.396

Rp

| LJumlah Rp 183.883.869.387 |[232.086,398.858 Rp 48.202.520.471

Penggelembungan Pos Operasional taun 2002 antara Jain sebagal berlkut ;

* [No| instansi. Laporan Rlei 3isa Perhitungan Selisih
1 [Dispenda Rp  1.541.338.429 [Rp 2258513622 [Rp  717.175.183
mngkapan : '
l - Barang Rp 2.031.056.559 |Rp 5.857.841.887 |Rp 3.826.5.85.308
- Pemeliharaan | Rp 1.768.289.719 |Rp 1.95‘i.605.328 Rp 183.316.600
urmiah Rp 5340684707 |[Rp 10.067.760.817 |[Rp 4.727.076.110

9. Penggelembungan Pos Gajl Tahun 2003:

iNo. " Instans! Laporan Riel- Sisa Perhitungan |- Selish
[ T [Sekretariat gaj Rp 4028442780 |Rp 9.008.380.746| Rp 4.979.937.857
i 3 [Dinas Pendapaten Gaji | Rp  1.660.420.68% |Rp _ 1.773.906.664| Rp 93.477.062
3 |bawasda Gall Rp  747.161.081 [Rp  780.146.551| Rp 32.9685.470
4 [Bapeda Gaji Rp 892.767.460 |Rp 884.071.711| Rp 8.695.749
5 [Kecamatan Wiingi Gajl | Rp  1.145.108.654 |Rp 1.176.837.718 Rp  28.720.062

8 lKec. Gandusan (B) gaji Rp 264.024.527 |Rp. 272.2987.322 Rp 8.272,785

7 lKeq Selorejo (C) gall Rp 262.975.226 |[Rp  268.431.279| Rp 5.456.051
8 'Koc.l(esamben O gajl | Rp 260,666,539 |[Rp  268.082.405| Rp 7.375.866
9 lKoo Talun (E) gejl Rp 882,600,044 |Rp  907.027.864|Rp ~ 25.318.810
I T Kot Seioparo (F) gaj Rp 248698226 [Rp  248.833.081( Rp 15.144
| Kec. Doko gaji Rp  219.416.723 [Rp  211.608.378| Rp  7.807.344

Skripsi Analisis Putusan Nomor ... » Rachma Dwi Dody Saputra



|' | | 25

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

| 12 |Kec. Garum gaji Rp  B807.742.663 |[Rp  850.420.382|Rp  42.667.719

|
13|Kec. Ngiegokgajl . | Rp _ 452.036.787 |[Rp  450.633.425| Rp 1.503.362
‘ 14 [Kec. Kanigoro gaji Rp  533.167.06i [Rp  525.705643| Rp 7.481.419

15 [Kec. Sanan Kulon gaji Rp 321.357.585 |Rp 324.367.137| Rp 3.009.551

1B|Kec. Sukojajar gaji Rp 1415330570 [Rp  1.460.834.746|Rp 45.504.176
17 [kec. éi_nhngun gajt Rp 283.825.110 |[Rp _ 258.280.555| Rp 15.544 564
18|Kec. Wates gaji Rp 242.721.785 |Rp _ 262.517.964|Rp 19.796.179

! 19./Kec. Panggungrejd'gaji Rp 230.527.540 |{Rp = 233.507.918| Rp 2.980.378

20 [Kec. Kademangan gali Rp - 525.994.838 |Rp 500.645.918| Rp 25.348.853

21 [Kec. Bakung gaji Rp 293.797.140 |Rp 314.085.919| Rp 20.288.779
22 |Kec. Wonotirto gaji Rp 255.679.342 |Rp 266.8006.554 | Rp 11.130.212
{ 23 [Kec. Srengat gajl Rp 972.453.763 |Rp 981.732.194| Rp 9.278.431
. |24 |Kec. Ponggok gaji - Rp 227.457.599 |Rp 233.781.504| Rp 6.323.905
25 [Kec, Udan Awu gajl Rp 335.300.382 [Rp 336.920.328| Rp - 1,626,846
26 {Kec . Wonodadi géjl Rp 270.203.352 |Rp- 255.241.133| Rp 14.962.218
27 [Kentor Kas Daerah - | Rp 210.994.680 |Rp 217.889.751 ‘Rp £.875.101
Kantor Pengeiola Aset
28 Rp 210.434.048 |Rp 215.814.590| Rp §.380.542
Daerah '
) {Pos Satuan Pollsi ]
28 : ‘ Rp 624.387.673 |Rp 664.479.668 | Rp 40.091.992
Pamong Praia
"[30 [Kantor PDE Rp 209.574.417 |Rp 196.547.157|Rp - 13.027.260
31 [Badan Kesbang Linmas | Rp  , 532.686.22 |Rp _ 550.886.740| Rp 36.000.511
Kantor Pendaftaran ‘
a2 Rp 404.846.173 {Rp 414.482.801; Rp 9.838.623
Panduduk _
Badan Pemberdayaan
33 : Rp 476.416.125 (Rp 498,807.157 | Rp 21.791.031
IMasyarakat Daersh _
Badan Kepegawaian
34 o Rp  644.835207 |Rp 628.799.127{Rp = 16.038.080
Daerah - .
Badan 'Penelltian dan
a5 Rp 503.133.184 {Rp 562.023.918| Rp 58.880.735
Pengembangan Daerah _ t .
36 [Dinas Praswil Rp 3.141.611.875 |Rp 3462172713 Rp  320.560.837
37 |Dinas Perhubungan Rp 982.503.009 |Rp  1.052.148.674 | Rp 69.553.665
} 38 [Dinas Kesehatan Rp  9.378.240.304 |[Rp 9.445.193.312|Rp €6.953.008
| - _ .
| 39 [RSUD Wiingl Rp . 3.751.777.443 [Rp 3.858.810.755|Rp 107.133.307J
|
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Baglan Pendidikan dan _
140 9 ‘ Rp 1.521.916.859 |Rp 1.607.731.844 | Rp 85.814.985
" [Kebudayaan
Pos Informas! Publik dan

414 Rp 699.157.957 {Rp 788.735.643| Rp 89.577.688
Pariwisata

42 {Cabang Dinas Pendidikan| Rp 11.344 079457, |Rp. 11.703.068.831| Rp 358.989.374

43}Pos SLTP, SMU, dan TK | Rp 32.006.367.847 |Rp 32.547.039.564 | Rp 450.671.717

44 [Guru-guru SD - Rp 127.696.484.747 Rp 125.670.424.096| Rp  2.026.081.748
Dinas Kesejahteraan : ]

45 . Rp |713.803.118 |Rp 787.035.654| Rp 73.142.535
Soslal ‘ ‘

46 [Dinas Lingkungan Hidup | Rp 1.919.441.155 [Rp  1.264.216.464| Rp 72.775.308
Dinas Tenaga Kerja dan ‘

AT Rp  1.158.020.174 |Rp 1.182.094.485| Rp 23.074.321
transmigras! :

43 Dinas Pertanian Rp 813.460.977 |Rp 823.366.207 | Rp 9.905.230

49|Dinas Hut Bun, _ﬁp 1.583.634.120 Rp 1.625.981.748 | Rp 42.897.626

50 [Dinas Peternakan Rp 712.934.116 {Rp 796.301.709! Rp 83.387.6503

51 |Dinas Perikanan Ry 469.045.480 |Rp 463,775.197; Rp §.270.283
Dinas usaha kecll dan :

52 ) Rp £12.599.805 [Rp 537.255.279 | Rp 24.6855.474
menengah : '
Kantor Informasi penyuluh - :

53 Rp 2.143.9336801 |Rp  2.220.848.007|Rp - 77.014.476
partanian : .

54 [Dinas Perindagtgmben Rp 671.040.820 I'RE{ 668.614.342( Rp 2.426.478
LJumlah Rp 222.191.877.996 |Rp 227.526.832.419 Rp. 5.334.754.423

Penggelembungan I?os Operasional tahun 2003 antara laih sebagai berikut :

. Laporan perhitungan | Penggelembungan
No. Belanja Realisasi RSU
Pemkab Dana
1 |Belanja Barang Rp  4.404.509.194 | Rp 5.468.431.877 |Rp 2.063.922.683
2 |Belanja Pemeliharaan Rp 156.823.421| Rp 296.432.169 |Rp - 139.608.748
3 [Belanja Perjalanan Dinas} Rp 55,216,680 | Rp 84,852.024 | Rp ‘ 9,635,349
4 [Belanja Lain-tain Rp 2082216825| Rp 2.868.201.418 Rp  763.884.593

Jumlah Selisih

Rp 2.973.977.760

. Bahwa perbuatan Drs H Imam Muhadi MBA MM (Bupati Blitar) selaku

pemegang kekkuasaan umum pengelolaan keuangan Daerah yang telah
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beberapa kali meminta dana kepada saksi Krisanto SE MM yang ditindak
lanjuti dengan mengeluarkan dana da.n kas dacrah dengan cara
penyimpangan penerbitan surat perintah membayar giro (SPMG) dealam
tahun 2002 dan tahun 2003 sehesar Rp.44.108.268.225,- (empat puluh
clmpat milyar seratus delapan juta dua ratus enam ;;lduh delapan ribu dua
ratus dua puluh lima rupiah), mmigeluarkah dana dari kas daerah dengan
cara pemiﬁdah bukuan kerekering pribadi sebesar Rp.5.000.000.000,-

(lima milyar rupiah) dan mengeluarkan dana dari kas Daerah yang

disimpan dalam bentuk deposito dan giro dengan cara memanipulasi sisa

anggaran tahun 2002 sebesar Rp.24.000.000.000,- (dua puluh empat

milyar rupiah) telah bertentangan dengan :

_Dan telah bertentangan dengan peraturan pemeriuntah (PP ) nomor : 105

tahun 2000 tentang Pengelolasn dan Pertanggung jawaban Keuangan

Pemerintah Daersh.
1. Pasal 4 yang berbunyi anatara lain “ Pengelolaan Keuangan daersh
dilakukan secara tertid, taat pada pereatautran perundang undangan
yang berlaku, efisiaen, efektif, transparan dan bertanggung dengan

memperhatikan asas keadilan don kepatutan

2. Pasal 10 ayat (4) yang berbunyi antara lain * Perkiraan sisa lebih

perhitunga.n APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada APBD
‘tahun berikutnya, sedangkan realisasi sisa lebih perhitungan APBD

tahun lalu dicatat sabagai saldo awal pada perubahan APBD.. ————————

_Serta bertentangan pula dengan Kepmendaghri No.29 tahun 2002, tanggal

10 Juni 2002 tentang pedoman pengurusan, pertanégung jawaﬁan dan
p_engav\;fasan Keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggran
pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan tata usaha Keuangan daerah
dan penysusunan perhgutungan }mggaran pendapafan‘dan bejlanja daerah:

1.. Pasal 32 (2) yang antara lain berbunyi * Bendahara umum daerah

bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.”
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2. Pasal 49 (5) yang antara lain berbunyi “setiap pengeluaran kas harus

didukung oleh biklti yang lengkap dan sah mengenai hak yang

diperoleh oleh pihak yang menagih”.
3. Pasal 60 yang antara lain berbunyi * jumlah sisa perhitungan anggaran
tahun berkenaan ditahun anggran yang blalu dipindah bukukan pada

" kelompok pembeayaan, jenis ‘iaenerimaan dacrah, obyek sisa lebih

anggaran tahun lalu.
Bahwa Terdakwa BANGUN SIJHARSONO bin SUBRAHIM yang sejak
sekitar bulan Maret 2002 tahu bahwa pengeluaran keuangan melalui
SPMG kode d dan pengeluaran keuangan Daerah dari deposito maupun
pemindahan dana dari Kas Daerah ké Rekening Pribadi tersebut adalah
tidak sesuai dengan ketentuan tersebut diatas namun Terdakwa BANGUN
SUHARSONO bin SUBRAHIM membuat pertanggung jawabannya pada
sisa perhitungan anggaran APBD d;:ngan cara menggelembungkan pada
pos belanja pegawai, pos belanja barang, pos pemeliharaan, poS perjalanan
dinas dan belanja Jain lain baik dalam anggaran tahun 2002 maupun
anggaran tahun 2003, untuk rnenut;lpi péngeluaran keuangan dari Kas

Dacrah Pememerintah Kabupaten Blitar yang tidak melalui prosedur pada

tahun 2002 dan tahun 2003, tersebut bertentangan dengan

* Peraturan Pemerintah (PP) Ni.105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan

Pertanggung jawaban Keuargan Daerah:
- Pasal 4 yang berbunyi antara lain “ Pengclblaan Keuangan Daerah
dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan

yang berlaku, efisidn, efektif, transparan dan bertanggung jawab

- ——

dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan

. Pasal 10 ayat (4) yang berbunyi antara lain” perkiraan sisa lebih
t .

perhitungan APBD t~hm lalu dicatat sebagai saldo awal pada

APBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi sisa lebih perhitungan
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MBA, MM. Drs. M RUSDJAN, MM, SOLICHIN INANTA ,-SH Msi dan
KRISANTO SE, MM yang diberikan oleh Sd: KRISANTO SE, MM yang uang
tersebut olch Terdakwa BANGUN SUHARSONO bin SU'BR.AHIM telah
dlpergunakan untuk merenovasi rumah di jalan Serayu No. 212 Blitar dan untuk

| renovasi rumah di Perum Sedati Blok F No. 37 Sidoarjo sedang sisanya
dipergunakan untuk membeli sepeda motor Honda Tiger tahun 2003 dan uang

muka pembelian mobil Escudo Silver serta untuk memenuhi kepentingan

pribadi dan keluarganya. - '
Bahwa perbuatan Terdskwa BANGUN SUHARSONO bin SUBRAHIM
sebagaimana tersebut diatas telah memperkaya diri Terdakwa sendiri sebesar
kurang lebih Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan telsh memperkaya
 Drs H Imam Muhadi MBA MM, saksi Krisanto, SE MM, Saksi Saksi Solichin
Inananta, SH Msi, Saksi Drs Ec M Rusjdan, MM sebesar Rp.49.310.635.125,-
(empat puluh sembilan milyaf tiga ratus se}mxuh juta enam ratus tiga puluh lima
ribu seratus dua puluh lima rupiah) sehingga mengakibatkan kerugian keuangan
negara sebesar Rp.49.810.635,125,+ (empat puluh sembilan milyar delapan ratus

sepuluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah) atau

setidak tidak nya sejumldh sekitar itu. -
Perbuatan Terdakwa BANGUN SUHARSONO bin SUBRAHIM merupakan
tindak pidana sebagaimana diatur den diancam dalam pasal 2 (1) UU No.31
tahun 1999 tentang pemberantasan tidak pidana korupsi sebagaimana telah
diubah dengan UU Nomor 20 tshun 2001 tentang perubahan ‘atas UU No.31

' Tahuﬁ 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidsilna Korupsi yo pasal 55 (1) ke 1
KUHP yo pasal 64 (1) KUHP.
SUBSIDAIR ;.
———Bahwa ia terdakwa BANGUN_SUHARSONO bin SUBRAHIM dalam

- e — t -

kapasitasnya selaku Kasubag Pembukuan pada Bagian Keuangan Sekretariat
Daerah Kabupaten Blitar sejak tanggal 18 januari 2001 sampai sekarang,

bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri baik sebagai orang yang
e e e T e
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melakukan , yang menyuruh mel?.kukan atau yang turut melakukan dengan
Drs. H. IMAM MUHADI. MBA, MM dalam kapasitasnya selaku Bupati
Blitar pada periode tahun 2001-2006 Sdr. KRISANTO, SE, MM, dalam
kapasitasnya selaku kasubag anggaran pada Bagian Keugngan Sekretariat
Daerah Kabupaten Blitar sejak tanggal 18 Januari 2001 sampai dengan 5
Desember 2003, selaku PLT Kabag K euangan Sekretariat Daerah Kabupaten
Blitar sejak tanggal 6 Desember 2003 sampai dengan tanggal 10 Pebruari
2004 yang kemudian dikukuhkan sebagai Kabag Keuangan pada Seckretariat
Daerah Kabupaten Blitar sejak ¢ Desember 2003, selaku PLT Kabag
Keuangan pada bagian Keuangan Sckretariat Daerah Kabupaten Blitar sejak
tanggal 10 Pebruari 2004 sampai dengan sekarang, Sdr. Drs, Ec RUSDJAN,
MM dalam kapasitasnya selaku Kepala bagian Keuangan pada Sckretariat
Daerah Kabupaten Blitar sejak tanggal 26 Maret 2002 sampa.l dengan 5
Desembér 2003 , Sdr SOLIKIN INANT. A, SH MSI dalam kapasitasnya seiaku
Kepala Keuangan pada Bagian Keuangan Sckretariat Daerah Kab. Blitar sejak
‘tanggal 2 Januari 2000 sampai dengan 26 Maret 2002 yang kemudian menjadi |
Kepals Kantor Kes Dacrah Kabupaten:Blitar sejak tanggal 27 Maret 2002
‘sampai dengan sekarang (masing-xﬁésiné diperiksa dalam berkas perkara
terpisah) pada waktu waktu dan tlémpat tempat sébagaimana diuraikan dalam -
dakwaan primair tersebut diatas, telah melakukan ﬁeberapa perbuatan yang
ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu
perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan dirl sendiri atau orang
lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan
&P‘}N ’{‘“ atau sarana yang ada padanya kavena jabatan atau kedudukan yang dapat

r);;;/ merugikan keuangan negara ataii perekonomian negara, yang dilakukan

J . dengan cara cara sebagai berikut : ,

@ - Bahwa Terdakwa BANGUN SUHARSONO bin SUBRAHIM selaku
]
} \53}'4 kasubag pembukuan pada Bagian Keuangan Sel_uetaris Daerah kabupaten
* Blitar (diangkat berdasar SK Bupati Blitar nomor 820/07/423.031/2001
} . “ .
)
|

Skripsi Analisis Putusan Nomor ... * Rachma Dwi Dody Saputra




-
0

o

i Skripsi

mcmpunyai tugas:

- (2). dengan fungsi :

keuangan Daerah mengatur antara lain sebagai berikut :

dicatat sebagai saldo awal pada perubahan” ‘

32

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

tanggal 18 Januari 2001), yang berdasar Keputusan Bupati nomor 234
tahun 2002 tanggal 23 Juli 2002 Tentang penjabaran Tugas pokok dan

Fungsi Sekretariat Duaerah Kabupaten Blitar pasal 48 (1) dan (2)

- (1). melaksanakan pembukuan, pemeriksaan dan penelitian terhadap
realisasi  anggaran rutix;_, pembangunan maupun pendapatan - serta

mempersiapkan bahan penyusunan perhitungan APBD. ~eserra-roameeee--

Pengadaan pembukuan secara sistimatis dan kronologis inengenai

~ pencrimaan dan pengeluaran;
Pengadaan penelitian terhadap buku kas penerimaan dan pengeluaran
serta pembuatan notx; pendapatan pemeriksaan buku kas untuk
mengetahﬁi posisi kas Anggsmn Pendapatan dan Belanja daerah, ------
Pengadaan evaluasi dan ;mnﬂsmm laporan realisasi Anggaran
pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Pengadaan penclitian terhadap - laporan bendaharawan khusus
penerimaan pendapatan Asli Daerah dan:tata cara pembukuan; -----—-

Penyiapan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan perhitungan

APBD;

Pencatatan dan penerimaan laporan dari Bendahara penerima atau

. Instansi yang lebih tinggi melalui Kas Daerah.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 tahun 2000

fanggal 10 Nof)gmber 2000 tentang pengelolgé.n dan pertanggungjawaban

Pasal 10 ayat (4) yang berbunyi antara Jain “ Perkiraan sisa lebih

perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai Saldo pada APBD tahun
' ¢
berikutnya, sedangkan realisasi sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu
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-. Pasal 25 yang berbunyi « Tindzkan yang mengakibatkan pengeluaran atas

beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan ‘dalam Peraturan

Daerah tentang APBD dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah”, —---

Pasal 26 yang berbunyi” Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD _

diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi atau Surat Keputusan lainnya yang

Pasal 27 ayat (1) Setiap pembsbanan APBD harus didukung oleh bukti

'Bukﬁ yang lengkap'dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang

menagih”.
Bahwa berdasar Kep Mendagri no.29 tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002
tentang Redoman pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan
Keuangan daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan

Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

mengatur antara lain:

- Pasal 49 (3) berbunyi “Untuk pengeluaran Kas atas Beban APBD,

erlebih dahutu diterbitkan SKO atau Surat Keputusan Otorisasi atau

surat keputusan lainnya yang Jdisamakan dengan itu yang ditetapkan oleh

‘K.epala Daerah”.
. SPP dan Pasal 49 (5) berbunyi “ setiap pengeluaran kas harus didukung

oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh

~ pihak yang menagih.”
- Pasal 51 (1) berbunyi Untuk melaksanakan pengeluaran kas, pengguna
‘anggaran mengajukan SPP kepada pejabat yang melaksanakan fungsi

perbendaharaan.

- Pasal 51 (2) berbunyi SPP sebagaimana terselbut pasda ayat 1 diajukan
setelah SKOditerbitkan disertai dengan Pengantar Daftar rincian

Penggunaan anggaran Belanja.
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- Pasal 60 Bahwa Jumlah sisa Perhitungan Tahun berkenaan di Tahun
Anggaran yang [alu dipindahl:ujcukan pada kelompok Pembiayaan, Jenis
Penerimaan daerah, obyek sis-a_ Lebih Anggaran tahun laly., ———c-meene-e

- Bahwa Keputusan Mendagii No.900-099 tehun 1980, tanggal 2 April
1980 tentang manual Administrasi Keuangan Daerah mcrupakan salah
satu ketentuan yang mendasari dalam pengelolaan Keuangan Daerah, —

berdasarkan ketentuan ketentuan yang berlaku dalam hal pengelolaan
-Keuangan daerah kh.ususnya untuk pengeluaran dana atau pencairan

! _ Keuangan Daerah baik untuk beban tetap maupun sementara, ditempuh

melalui tahapan prosedur sebagai berikut :
o Satu bulan setelsh Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD ditetapkan,
Kepala Dacrah menetapkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK)
yaﬂg memuat pendapa'tan dan Belanja setiap perangkat daerah yang
dijadikan dasar pelaksanaan oloh pengguna anggaran; (pesal 25 ayat (1),

' (2) Kepmendagri No.29 Tahun 2002);

o Untuk pengeluaran kas dacouh atas beban APBD terlebih dahuly
diterbitkan Surat Keputusan Otcrisasi (SKO) yang ditetapkan oleh Kepala
Daerah; (pasal 49 ayat (4) Kepmendagri No.29 Tahun 2002); ~me—emeveienenn

* Selanjutnya masing-masing unit kerja (Kepala Kantor / Kepala Dinas /-
| Badan) selaku penénggungiawub anggaran (kuasa pengguna anggaran)
mengajukan nota dinas kepad: Sekretaris Daerah (Kabupaten) untuk

realisasi anggaran pada bulan-bulan tertentu;
e Setelah Nota Dinas disetujui oleh Sekkab lalu dikembalikan ke unit kerja

pengusul yang selanjutnya unit kerja membuat dan menerbitkan Surat

Permintaan Pembayaran (SPP); .

* SPP disjukan ke Bagian Keuangan (Subag Anggarah) untuk diteliti dan

diriegister;

» Kasubag Anggaran meneruskan ke Kasubag Perbendaharaan untuk

"diterbitkan Surat Perintah Membayar Giro (SPMG);
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o Kasubag Perbendaharaan mengajukan ke Kabag Keuangan untuk
‘ 4

ditandatangani,

» Setelah SPMG ditandatangani dikembalikan kepada Kasubag
Perbendaharaan guna diteruskan ke Kantor Kas Daerah; +------m--rn-eeeee-
e -Dari Kantor Kas Daerah dicairkan kepada Bendahara Unit Pengelola

Keuangan (Pengusul) anggaran, selanjutnya uang masuk ke rekening

pemegang kas,
. ‘Bahwa prosedur penggunaan ]cetlangan daerah juga harus melalﬁ Sub
B@m Verifikasi untuk memeriksa, meneliti, dan menilai realisasi APBD
serta memeriksa, meneliti dan menilai pertanggungjawaban realisasi

anggarah yang keluar dari kas daerah.

s DBahwa satu’ lembar SPMG oleh Kasubag Perbendaharaan diberikan
* kepada Kasubag Pembukuan untuk dibukukan.

* Bahwa dalam kenyataannya Saksi Drs. H. IMAM MUHADI, MBA, MM.
selaku Bupati Blitar pada 'tahtin‘ 2002 s/d 2003, telah melakan
penyimpangan-penyimpangan yang diuraikan sebagai berikut ! ————ee-oee-
2. Pengeluaran dalam kurun waktu antara tahun 2002 s/d 2003, telah

terjadi pengeluaran dana dari Kas Daeraf: dengan cara

penyimpangan penerbitan Surat Perintah Membayar Giro (SPMG);

- | Bahwa dalam kurun waktu antara tahun 2002 s/d 2003, telah
terjadi 'pcngeluarzm. dana dari Kas Daerah dengan cara
penyimpangan penerbitan Surat Perintah Membayar Giro
(SPMG) atas permintaan Drs. HIMAM MUHADLMBAMM
dengan dalih untuk-ker-rluan kegiatan Bupati. Permintaan Drs H
IMAM MUHADI,i MBA MM tersebut biasanya d1sampa1kan
melalui Saksi,Saksi Krisanto, SE, MM, kepada saksi Solichin
Inanta, SH, Msi, saksi Drs.Ec.M. Rusjdan, MM dan saksi Lilik
Purwanto (selaku Bendaharawan Gajl Sekretariat atau Pemegang

Kas), serta Saksi Ka- .iiarsih (selaku Kasubag Perbendaharasn)

P
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untuk. mempersiapkan Surat Periniah Membayar Giro (SPMQG)
Pengembalian Ayat atiu SI"MG yang diberi kode d atau D guna
mencairkan mencaitkan dana APBD tanpa dilengkapi Surat
Keputusan Otorisasi-(SKO) dari Bupati/ Kepala Daerah selaku
pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah dan
tanpa Surat Pennint;mn Pembayaran (SPPF) dari Pengguna

Anggaran,

! - Bahwa bel:dasarkan kelaziman - pengelolaan keuangan ' pada
Pemerintsh Kabupaten Blitar, SPMG hanya terdiri dari SPMG
kode A untuk gaji pepawai, kode C untuk honorarium, kode R
untuk kegiatan rutin dan kode P untuk dana pembangunan
sedangkan kode d ateu D tidak lazim digunaican kecuali oleh
. Saksi Krisanto, SE, MM, saksi Solichin Inanta, SH, Msi, Seksi
Drs. Ec. M. Rusjdan, W, Saksi Lilik Poerwanto dan saksi

'Kadmiarsih untuk memenuhi permintaan dana oleh Drs. H.

IMAM MUHADI, MBA, MM.
- Bahwa SPMG yang diberi kode d atau D dimaksudkan sebagai
SPMG PA (Pehgembﬁlian Ayat) yang artinya dana dikeluarkan
dari APBD bukan dan Pos Pasal Pengeluaran (belanja), tetapi
c.likelﬁarkan dari ayat penerimaan berupa penerimaan atas Dana
Alokasi Umum' (DAU) yang akan diganti dikemudian hari dar

pemasukan PAD (Pendapatan Asli Daerah) atau dari DAU (Dana

Alokasi Umum).
-  Bahwa untuk memenuhi permintaan pémin@ dana dari Drs,

H. IMAM MUBADI, MBA, MM, Saksi Kadmiarsih membuat

SPMG kode d atau D tersebut diserahkan kepada Kabag
‘ :
Keuangan untuk ditandatangani dan selanjutnya dikirimkan ke
_ Kantor Ka$ Daerah. Setelah SPMG Kode d atau D diserahkan

kepada Kepala Kantor Kas Daerah (saksi Solichin Inanta,
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SHMsi) lalu Saksi Solichin Inanta, SH, Msi. Memindah
bukukan dari rekening Kas Daerah ke rekening Bcn&ahnrawan .
Gaji atau Pemegang_Kas (saksi Lilik.Poerwanto). Kemudian
Saksi Lilik Poerwanto mencairkan dari Bank Jatim Cabang Blitar
selanjutnya diserahkan kepada saksi Krisanto, SE, MM, ‘yang
pada ahkimya dana-dana dimaksud berangsur-angsur diserahkan

kepada Drs. H. IMAM MUHADI, MBA, MM.; _—
~  Bahwa SI;MG kode d atau D yang telah diterbitkan dan
dicairkan sejak tshun 2002 /d 2003 scbanyak 115 (seratus lima
belas) lembar dengan nilai total Rp. 44.108.268.225,» (empat
puluh empat milyar seratus deihpah juta dua ratus enam puluh
delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) yaitu tahun
anggaran 2002 schanyak 59 Imbar senilaj Rp.17.047.950.000,-
(tujuh belas milyar erpat -puluh tujuh juta sembilan ratus lima
puluh ribu rupiah) dan tahun anggaran 2003 sbanyak 56 lembar
senilai 27.060.318.225 - (dua puluh tujuh milyar enam puluh juta
tiga ratus delapan belas ribu dua ratus dua pulul: lima rupiah)

yang dananya berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan

. Tincian sebagai berikut :

a. Pada tahun 2002 :

.| No. | Penanda tangan
No.|Tgl. SPMG No. Rek. Tujuan "~ Jumlah
SPMG SPMG . .
1 2 3 4 5 ’ 6
- Solichin Inanta, SH, 200.03.01/537; An Bendaharawan
1 |4-Mar2002] 1/1dR . Rp  1.000.000.000
Msi Gaji Sekretariat
Solichin Inanta, SH, 200.03.0¥/537; An Bendaharawan
2 |4-Mar-2002| 2/dR . Rp  1.000.000.000
. T Msi Gaji Sekretariat ¢
)
26-Apr- Drs. Ec. M Rusjdan 200.03.01/847; An Bendaharawn
3 3R Rp  1.000.000.000
2002 MM : Rutin Sekretariat
4 | 26-Apr- | 4/d/R | Drs. Ec. M Rusjdan | 200.03 01/847; An Bendaharawn Rp l.OO0.00G.OOH’
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2002 MM Rutin Sekretariat
14-Mei- Drs. Ec. M Rusjdan { 200.03.01/847; An Bendaharawn '
5 SR Rp 180.000.000
2002 MM Rutin Sckretariat
iS-Mei- Drs. Ec. M Rusjdan | 200.¢3.01/847; An Bendaharawn
6 |- 6/dR. - Rp 150.000.000
2002 MM Rutin Sekretariat
29-Mei- Drs. Ec. M Rusjdan | 200.03.01/847; An Bendaharawn
7 TR Rp 100.000.000
2002 MM Rutin Sekretariat
. Drs. Ec. M Rusjdan | 200.03.01/847; An Bendaharawn
8 | 3-Jun-2002| 8/dR Rp 130.000.000
MM Rutin Sekretariat
Drs. Ec. M Rusjdan | 200.03.01/847; An Bendaharawn
9 | 4-Jun-2002 | 9/dR : Rp 100.000.000
MM * Rutin Sekretariat
. Drs. Ec. M Rusjdan | 200,03,01/847; An Bendaharawn ‘
10 | 5-Jul-2002 | 10/VR , Rp 100.000.000
MM Rutin Sekretariat
Drs. Ec. M Rusjdan | 200.03.01/847; An Bendaharawn
11| 8-Jul-2002 | 11/d/R _ ‘ Rp 150.000.000
MM Rutin Sekretariat
. . . Drs. Ec. M Rusjdan | 200.03.01/847; An Benduharawn
12 | 10-Jul-2002| 12/d/R Rp - 100.000.000
: ‘ MM Rutin Sekretariat
Drs. Ec. M Rusjdan | 200.03.01/847; An B'endaharawn
13 | 10-Jul-2002) 13/d/R . Rp 59.400.000
MM Rutin Sekretariat
. . ‘ Drs. Ec.-M Rusjdan | 200.03.01/847; An Bendaharawn
14 [29-Jul-2002 | I4/d/R Rp 150.000.000
- MM Rutin Sekretariat )
7-Agust- Drs. Ec. M Rusjdan | 200.03.01/847; An Bendaharawn
15 | 153Md/R n : Rp 50.000.000
2002 | MM Rutin Sekretariat - o
13-Agust- Drs. Ec. M Rusjdan | 200.03.01/847; An Bendaharawn ‘
16 - 116/d/R . Rp 200.000.000
2002 ’ MM Rutin Sckretariat
13-Agust- Drs, Ec. M Rusjdan | 200.03.01/847; An Bendaharawn
17 17/d/R : Rp 250.000.0001
?002 - MM Rutin Sekretariat
14-Agust- Drs. Ec. M Rusjdan | 200.03.01/847; An Bendaharawn
18 18/d/R ’ Rp 100.000.000
2002 MM Rutin Sekretariat ‘
15-Agust- ‘ Drs. Ec, M Rusjdan | 200.03.01/347; An Bendaharawn
19 19/d/R Rp 100.000.000
2002 MM Rutin Sekretariat, .
16-Agust- Drs. Ec. M Rusdan | 200.03.01/847; An Bendaharawn
20 - 20/dR 160.000.000
2002 ‘ MM Rutin Sekretariat
21| 19-Agust- | 21/d/R | Drs. Ec. M Rusjdan | 200,03.01/847; An Bendzharawn [Rp 163.350.,000
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- 2002 MM Rutin Sekretariat
20-Agust- Drs. Ec. M Rusjdan 200.0%.01/847; An Bendaharawn ‘
22 2R} Rp 112.000.000
2002 | MM . Rutin Sekretariat :
20-Agnst- Drs. Ec. M Rusjdan 200.0%.01/847; An Bendaharawn
23 23R | I , Rp 125.000.000
2002 MM Rutin Sekretariat .
Z3-Agust- Dra- e, M Rusjdan | 200.04.01/847; An Bendaharawn
24 : 24/d/R | - Rp 212.000.000
2002 MM Rutin Sekretariat
T2 -Agu- SreBo M Rusidan | 300,05.01/847; An Bendaharawn
25 25/d/R . Rp 25.000.000
2002 . MM Rutin Sekretariat L.
23-Agust- Drs. Ec. M Rusjdan 200.03.01/847; An Bendaharawn
126 26/d/R Rp 55.200.000
: 2002 MM Rutin Sekretariat
26-Agust- Drs. Ec. M Rusjdan | 200.03.01/847; An Bendaharawn
27 ‘ 27/d/R Rp  115.500.000
2002 MM Rutin Sekretariat
.| 27-Agust- Drs.Ec. M Rusjdan 200.03.01/847; An Bendaharawn
28 ' 28/4/R Rp 75.500.000
2002 ' MM Rutin Sekretariat -
| 29-Agust- Drs. E¢. M Rusjdan | 200.03.01/847; An Bendaharawn
29 29/4/R Rp  175.000.000
2002 MM Rutin Sekretariat
Drs. Ec. M Rusjdan 200.03.01/847; An Bendaharawn
30 | 2-Sep-2002 30/d/R Rp 250.000.000
MM Rutin Sekretariat
Dro_Ec. M Rusjdan | 200.03.01/847; An Bendaharawn |
31 [11-Sep-2002| 31/d/R . Rp  265.000.000
. MM Rutin Sekretariat
T [ Drs. Ec. M Rusjdan | 200.03.01/847; An Bendabarawn | .
32 [16-Sep-2002} 32/d/R Rp  150.000.000
. MM Rutin Sekretariat
Drs. Ec, M Rugjdan | 200.03.01/847; An Bendaharawn
33 |17-Sep-2002} 33/d/R Rp 65,000,000
MM | Rutin Sekretariat
Drs, Ec, M Rusjdan | 200,03.01/847; An Bendsharawn :
34 |18-Sep-2002| 34/UR _ Rp  300.000.000
MM - Rutin Sekretariat
Drs. Ec, M Rusidan | 200.03.01/847; An Bendaharawn
35 R0-Sep-2002] 35/d/R ) Rp 20.000,000
. L MM Rutin Sekretariat :
K ~ | Drs. Ec. M Rusjdan | 200.03.01/847; An Bendabarawn
36 [23-Sep-2002{ 36/d/R Rp 300.000.000
. MM Rutin Sekretariat . :
Tore-EoM Rusjdan | 200,07 A1/847; An Bendaharawn
37 [24-Sep-2002 37d/R . ‘ Rp 200.000,000
’ - MM Rutin Sekretariat -
38 [25-Sep-2 38/d/R { Drs. E¢. M Rusjdan 2(30.03.01/847; An Bendaharawn |Rp 300,000.000
Skripsi

Analisis Putusan Nomor ...

" Rachma Dwi Dody Saputra




40

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga .
MM " Rutin Sekretariat
Drs. Ec. M Rusjdan |-200.03.01/847;, An Bendaharawn | ‘
39 | 7-Okt-2002 | 39/d/R | - , _ . Rp 100.000.000
: MM Rittin Sekretariat
Drs. Ec. M Rusjdan | 200.03:01/847; An Bendsharawn _
40 [10-Okt-2002] 40/d/R Rp 225.000.000
: o . MM Rutin Sekretariat i
' Drs. Ec. M Rusjdan | 200.03.01/347; An Bendaharawn
41 |11-Sep-2002] 41/4R R Rp  125.000.000
MM Rutin Sekretariat ‘
' Drs. Ec. M Rusjdan | 200.03.01/847; An Dendabarawn
42 21-0kt-2002| 42/d/R Rp 315.000.000
MM Rutin Sekretariat
N } Drs. Ec. M Rusjdan ‘200.‘0:!.011'847; An Bendaharawn
43 [25-0kt-2002} 43/dR | o Rp 90.000.000
. MM Rutin Sekretariat
- Drs, Ec. M Rusjdan | 200.01.01/847; An Bendaharawn
44 29-Okt-2002] 44/dR Rp 100.000.000
MM Rutin Sekretariat
Drs. Ec. M Rusjdan | 200,03.01/847; An Bendaharawn ‘
! 45 |1-Nop-2002| 45/d/R | _ . Rp 200.000,000
: MM Rutin Sekretariat '
Drs. Ec. M Rusidan | 200.03,01/647; An Beadaharawn
| 46 |5-Nop-2002| 46/d/R : WY Rp - 200.000.000
1. : MM Rutin Sekretariat
: Drs. Ec. M Rusjdan | 200.03.01/847; An Bendabaravm |-
47 | 7-Nop-2002| 477dR. [ ‘ | ‘ Rp 150.000.000
MM Rutin Sekretariat .
13-Nop- Drs. Ec. M Rusjdan | 200.03.01/847; An Bendaharawn '
4. - |4samr : "+ [Rp 200.000.000
- 2002 : MM Rutin Sekretariat
18-Nop- Drs. Ec. M Rusjdan | 200.03.017%47; An Bendaharawn
49 49/d/R _ ' RE 200.000.000
2002 . MM Rutin Sekretariat
19-Nop- | Drs. Ec. M Rusjdan | 200.03.01/847; An Bendaharawn _
50 S0/dR | Rp  125:000.000
2002 MM Rutin Sekzetariat
25-Nop- Dr. Ec. M Rusjdan | 200.03.01/847: An Bendabaravm ,
51 : SR Rp  200.000.000
2002 MM Rut_in Sekretariat
25-Nop- Drs. Ec. M Rusjdan { 200.03.01/847; An Bendaharawn
52 S2/dR , : Rp 150.000.000
2002 MM Rutin Sckretariat
28-Nop- Drs. Ec. M Rusjdan | 200.03.01/347; An Bendaharawn |y
53 53/dR , Rp 500.000.000
2002 MM Rutin Sekretariat
! Drs. Ec. M Rusjdan | 200.03.01/847; An Bendaharawn
54 | 2-Des-2002 | s4/d/R Rp 500.000.000
MM Rutin Sekretariat '
55 | 4-Des-2002 | 55/d/R | Drs. Ec. M Rusjdan | 200.03.01/847; An Bendaharawn Rp 500.000.000
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Rutin Sekretariat
11-Des-~ Drs. Ec. M Rusjdan | 200.03.01/847; An Bendaharawn
56 56/4/R “IRp  500.000.000
| 2002 MM "Rutin Sekretariat
| 18-Des- Drs. Ec. M Rusjdan | 200.03.01/847; An Bendaharawn
57 STI/R ‘ ) Rp 500.000.000
2002 MM Rutin Sekretariat
23-Des~ Drs. Ec. M Rusjdan | 200.03.01/847; An Bendaharawn
58 . S8/dR d Rp  1.250.000.000
2002 - MM Rutin Sekretariat
24-Des- Drs. <. M Rusjdan | 300.03.017847; An Bendaharawn
59 59/d/R Rp  1.750.000.000
2002 MM - Rutin Sekretariat
Jumlah Rp 17.047.950.000
b. Pada tahun 2003.
Penanda Tangan
No[ Tgl SPMG | No. SPMG No. Rek. Tujuan Jumish
SPMG
‘Rp
1 2 3 4 ' 5 :
L
200.3.01/537/, An. Rp
1 [11-Feb-2003 [01/d/R/2003 (Krisanto, SE, MM
‘ Bendaharawan Gaji Sekretariat | 500.000.000
. 200.3.01/537/; An. Rp
2 [11-Feb-2003 [02/d/R/2003 (Krisanto, SE, MM ' )
. Bendaharawan Gaji Sekretariat | §00.000.000
: , 200.3.04/637/; An. Rp
3 [25-Feb-2003 [03/d/R/2003 [Krisanto, SE, MM |
. . Bendaharawan Gaji Sekretarlat | 75.000.000
4 —[200.3.01/847. An. Bendahara Rp
4 4-Mar-2003  l04/d/R/2003 |Krisanto, SE, MM
‘ Rutin Sekretariat 250.000.000
. ' 200.3.01/537/, An. Rp
5 |4-Mar-2003 [05/d/R/2003 [Krisanto, SE, MM
Bendgzharawan Gaji Sekretariat | 600.000.000
—Ors.Ec.M . [200.3.01/537F, An. Rp
6 [12-Mar-2003 108/d/R/2003 ‘
Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretarlat | 150.000.000
o Drs. Ec. M 200.3.01/537/; An. . Rp
7 [13-Mar-2003 07/d/R/2003 ‘
Rusjdan, MM Bendaharawan Gafi SeNretariat | 100.000.000
. Drs. Ec. M 200.3.01/537/, An. Rp
8 [14-Mar-2003 [08/d/R/2003
Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat | 600.000.000
Drs. Ec. M 20N.3.01/537/, An. Rp
9 [24-Mar-2003 [09/d/R/2003
Rusidan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat | 150.000.000
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' Drs.Ec.M  -200.3.01/537/; An. Rp
110 124-Mar-2003 [10/d/R/2003 .
. Rusjdan, MM :Bandaharawan Gaji Sekretariat { 375.000.000
. |
: [Drs. Ec. M 1200.3.01/537/, An. Rp
11 [25-Mar-2003 [11/d/R/2003 .
. Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat { 200.000.000
; Drs. Ec. M 200.3.01/537/, An. Rp
12 [31-Mar-2003 [12/d/R/2003 :
Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji S_ekretnrlat 50.000.000
. Drs. Ec. M 200.3.0175377; An. Rp
13 [3-Mar-2003 |13/d/R/2003
Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat 200.000._000
Drs. EG. M 200.3.01/5377; An. Rp
14 16-Apr-2003 14/d/R/2003 '
. |Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sakretariat { 400.000.000
Drs. Ec. M 200.3.01/537/; An, ~ Rp
15 [10-Apr-2003 [15/dMR/2003
: Rusjdan, MM |Bendaharawan Gaji Sekretariat | 250.000.000
_ Drs.Ec.M . |200.3.01/537/; An. "~ Rp
16 |14-Apr-2003. [16/d/R/2003 o
Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat } 275.000.000
. Drs. Ec. M 200.3.01/5371, An, Rp
17 [17-Apr-2003 [17/d/R/2003 ‘ '
Rusjdan, MM Bendaharawan Gajl Sekretariat | 200.000.000
. Brs. Ec. M 700.3.01/537; An. T %
18 [23-Apr-2003 |18/d/R/2003
Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat | 800.000.000
‘ﬁp ;
' : Drs. Ec. M 200.3.01/537/, An, )
19 [24-Apr-2003 [18/d/R/2003 3.000.000.00
. |Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat |’
H
: . Drs. Ec. M 200.3.01/537/; An. ﬁp
20 B-Mei-2003  120/d/RF2003 . _
L Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat | 250.000.000
‘ Drs.Ec. M 200.3.01/537/; An. " Rp
21 [7-Mel-2003 - 21/4/R/2003 .
Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat | 150.000.000
[Brs Ec. M 200.3.01/537/; An, Rp
22 [12-Mel-2003 122/d/R/2003
. |Rusjdan, MM Bendaharawan Gajl Sekretariat | 350.000.000
: Drs. Ec. M 200.3.01/637/; An. “Rp
23 [19-Mei-2003 [23/d/R/2003
' Rusjdan, MM Bendaharawan Gajl Sekretariat | 200,000,000
_ ' Drs.Ec.M _ 1200.3.01/537/ An, Rp
24 21-Mei-2003 R4//R/2003 L
usjdan, MM 3endaharawan Gajl Sekretariat | 150.000.000
' Drs. Ec. M 200.3.01/537/; An. Rp
25 21-Mel-2003 psldmooa . .
Rusjdan, MM Bandahsrawan Gali Sekretariat | 150.000.000
26 [26-Me}-2003 defzooa Drs. Ec. M 200.3.01/537/; An, Rp
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Rugjdan, MM [Bendaharawan Gaji Sekretariat 750.000.000 |
‘ =
' Drs.Ec. M ~ [#00.3.04/537/, A, ,
27 26-Mei-2003 [27/d/R/2003 ‘ 1.000.000.00
Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat
. . 0
Drs, Ec. M 200.3.01/537/; An. Rp
26 [26-Mei-2003 [26/d/R/2003 _
‘ Rusjdan, MM Hendaharawan Gaji Sekretariat | 250.000.000
Rp
' . |pbrs. Ec. M 200.3.01/637/; An,
29 R.Jun-2003 [29/d/R/2003 . 1.000.000.00
Rusjdan, MM Bendsharawan Gaji Sekretariat
, 0
. Drs. Ec. M 200.3.04/537/, An. Rp
30 [3-Jun-2003  [30/d/R/2003 . , :
. . |Rusjdan, MM flendaharawan Gaji Sekretariat | 160,000.000
T Drs. Ec. M 200.3.01/537/; An. Rp
31 |4-Jun-2003 [31/d/R/2003 ‘
Rusjdan, MM 3endaharawan Gajt Sekretariat 500.000.000
Drs. Ec. M £00.3.01/5374 An, Rp
32 l9-Jun-2003 [32/d/R2003 [
Rusjdan, MM Bendaharawan Gajl Sekretariat | §00.000.000
: — Drs. Ec. M 500.3.01/537/; An. " Rp
133 [19-Jun-2003 |33/d/R/2003 : _
. Rusjdan, MM iBendaharawan Galjl Sekretariat 500.000.000
Drs. Ec. M . 200.3.01/537/; An. Rp .
34 [23-Jun-2003 |34/d/R/2003
Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat | 300.000.000
' . Drs. Ec. M £150.3.01/637/; An. Rp
35 [B~Jul-2003  [35/d/R/2003 :
Rusjdan, MM 1Bendaharawan Gaji Sekretariat | 450.000.000
‘ . Drs. E¢. M 100.3.01/537/; An. Rp
36 110-Jul-2003 [36/d/R/2003 ' :
' Rusjdan, MM l3endaharawan Gaji Sekretariat | 750.000.000
~ [brs. Ec. M 200.3.01/537/, An. Rp
37 [11~Jul-2003 [37/d/R/2003 :
Rusjdan, MM I3endaharawan Gaji Sekretariat | 750.000.000
\ Drs. Ec. M 200.3.01/537/; Ap, Rp
a8 |[15-Jul-2003 [38/d/R/2003 | - _
' p Rusjdar, MM i3endaharawan Gaji Sekretariat | §00.000.000
Dre. Ec. M 200.3.01/537/, An. Rp
39 [23-Jul-2003 {39/d/R/2003
Rusjdan, MM [Bendaharawan Gajl Sekretariat 5560.000.000
Dre. Ec. M 700.3.01/537/; An, ~Rp
40 [25-5ul-2003  40/d/R72003 t
Rusjdan, MM l3endaharawan Gajl Sekretariat | 500.000.000
_ Rp
: ors. Ec. M £200,3.01/537/, An.
41 [20-Jul-2003 141/d/R/2003 . 1.000.000.00
Rugjdan, MM \3endaharawan Gaji Sekretariat
0
|
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Rp
Drs. Ec. M 200.3.01/537/, An,
42 [29-Jul-2003 M2/d/R/2003 ' ) 1.000.000.00
' Rusjdan, MM Bendaharawan Gali Sekretariat
0
, Drs. Ec. M 500.3.01/5377- An. Rp
43 [4-Agust-2003 43/d/R/2003 :
" {Rusjdan, MM Bendaharawan Gajl Sekretariat | 400.000.000
Drs. Ec. M 200.3.01/537; An. Rp
44 10-Sep-2003 M4/d/R/2003 | - : ;
Rusjdan, MM EBendaharawan Gaji Sekretariat | 400.000.000
. Drs. Ec. M 200.3.01/537/, An. Rp
45 25-Sep-2003 M5/d/R/2003 )
. Rusjdaln. MM  |Bendaharawan Gajl Sekretariat | 500.000.000
. " Ors.Ec. M [200.3.01/5377, An. Rp
46 25-Sap-2003 |46/d/R/2003
Rusjdan, MM Blendaharawan Gall Sekretariat | 500.000.000
) Drs. Ec. M [200,3.01/537/, An. Rp
47 [25-Sep-2003 47/A/R/2003 |
Rusjdan, MM - [Bendaharawan Gajl Sekretariat | 500.000.000
Drs. Ec. M 500.3.01/5377; An. Rp
48 25-Sep-2003 |48/d/R/2003 :
: Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat | 160.318.225
Grs. Ec. M 150.3.01/537F. An. Rp
49 20-Okt-2003 [46/d/R/2003 : . '
: Rusjdan, MM BBendaharawan Gajl Sekretariat | 400.000.000
Drs. Ec. M 100.3.01/5377. An. Rp
50 [24-Okt-2003 [50/d/R/2003
- JRusjdan, MM Bendaharawan Gajl Sekretariat | 400.000.000
[ Drs. Ec. M £200.3.01/537/, An. Rp
51 14-Nop-2003  |51/d/R/2003 :
. Rusjdan, MM [3endaharawan Gajl Sekretariat | 500.000.000
Drs. Ec. M 1760.3.01/537/; An. Rp
52 [11-Nop-2003 [52/d/R/2003 :
. Rusjdan, MM Sendaharawan Gaji Sekretariat | 500.000.000
1. Drs. Ec. M [200.3.01/537/; An, Rp
53 |11-Nop-2003 {53/d/R/2003
Rusjdan, MM  (Bendaharawan Gaji Sekretariat | 500.000.000
. Drs. Ec. M 10.3.01/537/; An. Rp -
54 (13-Nop-2003 |54/d/R/2003
: Rusjdan, MM Bendaharawan Gajl Sekretariat | 500.000.000
i Ors. Ec. M 200.3.01/537/; An. Rp
55 [13-Nop-2003 [55/4/R/2003 '
: Rusjdan, MM Bendaharawan Gaji Sekretariat | 500.000.000
Drs. Ec. M 200.3.01/537/; An, Rp
56 [17-Nop-2003 [56/d/R/2003 .
. Rusjdan, MM ‘tBendaharawan Gaji Sekratariat | 450.000.000
‘ R
Mumiah 27.080.318.2
25
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. Bahwa Pencairan SPMG dengan kode d tersebut, tidak sesuai dengan
keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 1 tahun 1980 dan Keputusan
Menteri Dalam Negeri n0.29 tahun 2002 pasal 51 ayat ! dan ayat 2 dimana
pencairan SPMG kode d yapg ditanda tangani oleh Kabag Keuangan
(SOLICHIN INANTA, SH. Msi. ataupun Sdr Drs Ec. M. RUSJDAN MM)
tersebut tanpa didasari ataupun dilampiri dengan Surat Keputusan Otorisasi
( SKO ) yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dacrah ( Sdr SOEBIANTORO
) dan tanpa dila.mpiri. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang- ditanda
tangani oleh masing-masing Kcpala Unit kerja querintah Kabupaten
Blitar. Setelah Terdakwa BANGUN SUHARSONO bin SUBRAHIM yang
awalnya sejak 'bulan Maret 2002 setid;k tidaknya sekitar waktu itu tiap
kali menerima lembar tindasan SPMG kode d atau yang tidaft melalui

- prosedur dan tahu maksud pemubuatan SPMG tersebut dari Kasubag
anggaran lalu dicatatnya dalam blxku B V untuk selanjutnya dicatatnya atau
dibukukan kedalam blanko model B XIIl yaitu Daftar Pembukuan
Administrasi (DPA) dengan redaksinya tertulis antara lain pada pemegang
kes Pemerintah Kabupaten Blitar fgap,dibayar kepada diri sendiri untuk
memindah bukuken dari rekening Kas Daerah nomor 0141000022 ke
rekening, Bendaharawan Gaji Sekretariat Kabupaten Blitar nomor
2Q0.03.01/537 pada BPD Jatim Cabang Blitar untuk nantinya pada akhir
tahun yang bersangkutan (tahun 2002 dan tahun 2003) digelembuugkan
atai dibebankan pada pos belanja pegawai, pos belanja barang, pos

. pemeliharaan, pos perjalanan dinas dan pos belanja lain l'm'u masing
masing unit kerja dan Kecamatan pada Pemerintah Kabupaten Blitar, —

2. Pengeluaran dana dari Kas Daerah dengan cara pemindahbukuan ke rekening

pridadi;

t

Bahwa selain pengeluaran dana kas dacrah dengan cara penyimpangan

penerbitan SPMG sebagaimana diuraikan diatas, telah terjadi pengeluaran
dana dari Kas Daerah Kabupaten Blitar dengan cara pemindahbﬁkuan ke
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rekening pribadi atas permintaan Drs H. IMAM MUHADI, MBA, MM

yaitu
- '~ Bahwa atas permintaan Drs IMAM MUHADI, MBA, MM melalui Saksi
Krisanto SE, MM dan selanjutnya Saksi Krisanto menghubungi Saksi
Solichin Inanta, SH, Msi agar memindah bukukan sejumlah dana dari Kas
daerah. ke rekening pribadi Suksi Kﬂsaﬁto, SE MM yang kcr-nudian
ditindak lanjuti oleh Saksi Solichin Inanta, SH, Msi dengan cara sebagai
berikut : :

¢ Pada tanggal 24 Juli 2002 Saksi Solichin Inanta, SH Msi mengirimkan
surat No.900/258/409.304/2002, yang ditujukan kepada Pimpinan
Bank Jatim Cabang Blitar, yang pada pokoknya memohon agar Bank
Jatim Cabang Blitar memindsh bukukan dana kas dacrah sebesar
Rp.500.000.000,-  lima ratus juta rupish ) ke rekening nomor :

~ 0142312400 atas nama rel;em'ng Krisanto, SE, MM pada Bank Jatim

Cabang Blitar. .
¢ Pada tenggal 29 Juli 2002, Saksn ‘Solichin Inanta, SH, MSi
mengirimkan surat No. 900/259/409.304/2002, yang ditujukan kepada
Pimpinan Bank Jatim Cabaxg Blitar, yang pada pokoknya memohon
agar Bank Jatim Cabang Blitar memindah bukukan dana Kas Daerah
sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ke

rekening nomor: 0142312400 atas nama Saksi Krisanto, SE MM pada

Bank Jatim Cabang Blitar. :

- Bahwa atas permintaan Drs.H.IMAM MUHADI, MBA, MM pada tanggal
10 Maret 2003, Saksi Krisanto. SE, MM, menghubungi Saksi Samilah
agar memindah bukukan dana sebesar R-p;.3.000.000.000,- (Tiga milyar

rupiah) melalui kliring dari Bank Jatim Cabang Bli}ar ke rekening Priono

Hadi pada Bank Mandiri Cabang Blitar.

.- Bahwa dana-dana sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan

Rp.1.500.000.000, satu milvar lima ratus juta rupish ) serta

n
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Rp.3.000.000.000,<(tiga milyar rupiah) setelah cair dari masing-masing

. Ba.ﬂk tersebut semuanya;. diserahkan kepada Sﬁksi Krisanto, SE, MM,

selanjutnya oleh -Saksi  Krisanto, SE, MM secara berangsur-angsur

diserahkan kepada Drs.HIMAM MUHADL, MBA, MM. .

3. Peﬁgeuaran dana dari kas daerah yang disimpan dalam bl'mlu# deposito
dan giro dengan cara memanipulasi sisa anggaran tahun 2002; :

C. Simpanan dalam bemuk Deposito

Bahwa sin;panan Kas Daerah Kabﬁpatcn Blitar dalam bentuk
Deposito pada Bank BRI Cabang Blitar, Bank Jatim Cabang Blitar, dan

pada Bank BNI Cabang Blitar dengan’bilyet deposito , yaitu ; ——wmmemrammee-

No.& Tgl.
No dan Tgl
, Legalisasi/
No Bilyet Bank - Jumlah’
i ' : - Keputusan
Deposito
‘Bupati
7369328/ ' No.151/2002
11 BRI, | Rp. 2.000.000.000,-
: 4-6-2002 1 Tgl. 15-5-2002
070357/ BANK c No.152/2002
2 ' Rp. 2.000.000.000,- _
6-6-2002 | JATIM ' - Tgl 15-5-2002
AA 216788/ _ No.153/2002
3 BNI Rp. 2.000.000.000,-
4-2-2002 , Tgl. 15-5-2002
’ BANK No.334/2002°
4 070455/ Rp.15.000.000.000,-
- JATIM : Tgl 7-11-2002
|~ BANK ‘ - -
5 070630 Rp. 3.000.000.0600,-
JATIM .
Jumlal Rp.24.000.000.000,~

4

. D. Simpanan dalam bentuk Gire;

1 Bahwa simpanan Kas Dacrah Kab. Blitar dalam bentuk Giro sebesar

Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)} dengan perincian pada Bank
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BNI -Cabang Blitar dengan rekening No. 183.002.588.882.001 scbesar
Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan pada Bank Jatim Cabang
Blitar dalam bentuk Giro Pénamp\mgan Proyek. dengan rekening No.

0141005888 sebesar Rp. 2.000.000.000,~ (dua milyar rupiah);

Jadi sisa dana APBD tshun 2002 yang disimpan ‘dalax‘n bentuk
deposito sejumlsh Rp. 24.000.000.000;- (dua puluh empat milyar rupih)
dan dalam bentuk Giro sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)
sehingga jumlah ‘k.eselunihan sisa dana APBD tahun anggaran 2002
sebesar Rp. 27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar rupiah); ———---—

.. Pada bulan November 2002, DrsH.IMAM MUHADI, MBA MM,
meminlta kepada Saksi Krisanto, SE, MM agar sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada akhir ﬁhm Anggaran
2002 pada pembukuan diatur hanya sekitar Rp.4.000.000.000,- (empat
milyard rupiah). Permintaan DrsH. IMAM MUHADI, MBA, MM
tersebut oleh Saksi Krisaﬁto, SE, MM disampaikan kepada Saksi Sri
Subartini agar Pembukuannya disesuaikari menurut permintaan Drs. H.
IMAM MUHADI, MBA, MM. Kemudian Saksi Sri Suhartini dan Saksi
.Soev\}ati mengatur/menyesuaikan dengan . cara menghilangkan atau
menghapus dana sebesar Rp.27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyard
rupiah) dengan cara yai_tﬁ yang semula keadaan Buku Kas Pénerimaan dan
,Pengcluaran (Buku Model B IX) pada tanggﬂ 28 November 2002 sebesar
Rp.332.562.475.669,36 tetapi pada tanggal 29 November 2002 berubah
menjadi Rp. 305.241.094.658,63 schingga Sisa Lebih Perhitungan

, Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae§h pada akhir tahun anggaran

‘ - 2002 hanya sebesar Rp. 4.157.634.718,50,- (empat milyard seratus lima

. puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan belas

rupiah lima puluh sen), yang seharusnya berjumiah Rp. 31.157.534.71 8,50

( Rp. 27.000.0000.000,- + Rp.4.157.634.718,50,-).
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- Bahwa dana sebesar Rp. 27.060.000.000,- ( dua puluh tujuh milyard
rupiah ) yang telah dihapus dari pembukuan Buku Model B IX dan
penyampaian laporan Sisa Lekih Perhitungan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah. Pada akhir tahun anggaran 2002, kemudian Saksi
Solichin Inanta, SH, Msi, meﬁnbuat surat ke Bank BNI, Bank BRI, dan
Bank Jatim Cabang B-litar dengan maksud agar dana-dana yang tersimpan
Ida]am bentuk Depqsito dan Giro dipindah bukukan kel rekening Saksi

Krisanto, SE, MM sebesar Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat rupiah)

pada masing-masing Bank tersebut yaitu:

No.| Tgl | Tujuan | Penands Asal dana Jumlah
Surat tangan
1. }13-3- | Bank Solikin Depposito Rp. 2.000.000.000

12002 | BNI Inanta AA 216788

2. |12-3- { Bank Solichin | Deposito Rp. 2.000.000.000
2002 | BRI Inanta: 7369328

3. |13-3- [Bank | Solichin | Deposito 070455 | Rp.15.000.000.000
12002 |Jatim | Inanta |

4. 13'3'. Bank Solichin | Deposito 070630 | Rp. 3.000.000.000
12002 | Jatim Inanta

5. [12-3- [Bank | -Solichin | Derposito Rp. 1.000.000.000

2002 | Jatim Inanta 070357

6. [12-3- | Bank Solichin | Giro Rp. 1.000.000.000

o

2002 | BNI Inanta 18300258882001

Jumlah Rp.24.000.000.000

f
Dari dana sebesar Rp.24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah)
yang telah masuk kerekening saksi Krisanto SE MM pada masing masing
Bank tersebut, kemudian oleh saksi Krisanto SE MM dicairkan sebesar

Rp.24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar) dan diserahkan dalam
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bentuk tunai secara berangsur angsur kepada Drs H IMAM MUHADI
MBA MM sedangkan sisanya sebsar Rp.3.000.000.000; (tiga milyar
' rupiah) dimasukkan kembali ke rekening Kas daerah DAU dengan

rekening No.0141011200, .

- Bohwa pengeluaran dana dari Kas Daerah dengan cara penyimpangan

| penerbitan surat perintah membayar giro (SPMG) dalam tahun 2002 dan
tahun 2003 sebesar Rp.44.108.268.225,- ( empat puluh émpat milyar
seratus delapan jut.a dua ratus enam puluh delapan ribu dua ratus dua
puluh lima rupiah), pengeluaran dan dari Kas Daerah dengan cara
pemindah bukuan kerekening pribe;di sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima
milyar rupaiah) dan pengeleuarm; dana dari kas daerah yang disimpan
dalam bentuk deposito dan girb dengan cara memanipﬁlasi sisa anggaran
tahun 2002 sebesar Rp.24.000.000.000,- (dua puluh empat ruj:iah) yang
keseluruhannya secara berangsur ﬁngsur diserahkan saksi Krisanto SE
MM kepada Drs H IMAM MUHADI MBA MM. Kemudian atas
pengeluaran uang tersebut agar ‘-dapat dipertanggung/igyab am

sidang DPRD' Kabupaten Blitar pada tahui;be}'a;  Terdakwa BANGUN

'\ SUHARSONO bin SUBRAHIM (‘menyiasatinya) dengad  cara
dengan  cara

membebankannya atau menggelembungkannya pada pos belanja pegawai, <

Pos belanja barang, pos pemeliharaan, Pos perjalanan dinas dan

%l
(g,)'%

/q belan_;a lain lain pada 32 unit kega dan 22 umt Kecamatan dxlmgkxmgan

Pemerintah Kabupaten Blitar yaitu pada akhir tahun anggran 2002 dan
akhir tahun 2003. sebagai berikut :

b. Penggelembungan tahun 2002 :

Penggelembungan Pos gaji tahun 2002.

No Instans} Laporan Keuangar Riel] Sisa Perhitungan ¢ Selisih

1 [Sekretariat gaji Rp  10.117.410.182 |[Rp 11.958.564.672| Rp 1.54l1.1.54.690

2 [Dinas Pendapatan Gaji [Rp  1.311.614.350 |Rp 1.545.380.411|Rp 233.776.061

'| 3 {Bawasda Gaji Rp  607.865.716 |Rp  825244.649|Rp  217.276.634
2 IBapeda o4 Rp  667.506.635 |Rp 1.012.203.605|Rp  344.723.670 |
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5

94.678.025

5 kec.‘Wllngf gaji Rp 629.850.433 |Rp 724.528.464|Rp
8 |Kec. Gandusan gaji  |Rp 155.556.114 |Rp 863.142.360{Rp 107.576.246
7 [Kec. WIO gaji . Rp 176.000.000 (Rp 285.326.113] Rp 100.3268.113
K Kec.K#gamben gaji {Rp . .1'59.948.6413l Rp 265.321.698{Rp 105.373.050
9 [Kec. Talun gaji Rp 506.845.5801 Rp ' 580.613.941{Rp 82.768.361
10|Kec Selopuro gaji Rp 136428439 [Rp  153.628.639|Rp 17.200.500
11 [Kec. Doke gaji ‘Rp 128.125.951 (Rp - 140.009.225|Rp 11.883.274
12 [Kec. Garum gaji Rp 510.978.298 |Rp  764.471.050|Rp  253.482.752
|13 [Kec. Nglegok paji Rp . 364,254,363 Rp 368.338.248|Rp 104.861.856 '
14 |Kec. Kanigoro gaji Rp 320.473.803 |Rp  410.868.725|Rp 81.104.922
15 [Kec. Sanan Kulon gaji |Rp 194.304.911 |Rp 349,736,425 Rp 155.431.514
16 KecSukoja}ar gafi Rp 774.513.295 |Rp 1.144,173.807|Rp 369.6860.612
17 |Kec. Blngaﬁgun gali Rp 171.105.866 |Rp 245.711.319|Rp 155.431.514
18 |[Kec. Wates gaji Rp 162.699.008 |Rp = 247.418.762|Rp  369.860.612
19 [Kec. Panggungrejo gaji | Rp 146.506.071 [Rp  161.905.173|Rp 74,605.453
20 |Kec Kademangan gaji | Rp 205.568.825 |Rp 417.764.208 | Rp 84.'819.754
21 |Kec Bakung gaji Rp 170.622.851 f;p 262.432.117|Rp 15.389,102
22le Wonotirtc gaji Rp ~61260.005 Rp  274.226.012 ﬁ.p 122.164.383
23 IKec. Srengat gaji Rp 570.042.537 |Rp 559.475.551} Rp 82.609.288
24 Kec. Ponggok gaji Rp 139.348.852 |Rp 215.918.845|Rp 112.184.383
25 (Kec. Udan Awu gajt Rp 193.021.250 ﬁp 236.806.282 | Rp 82.609.286
26 [Kec. Wonodadigaji | Rp 174.206.78!5 Rp 267.772.527|Rp 112.985.884
27 |Kantor Kas Daerah Rp 158.727.62" |Rp 212.631.002|Rp 10.556.386
Kanto Pengelola Aset -
% Daerah Rp 100.084.576 |Rp 131.340,165|Rp  765.669.893
Pos S;man Polisi
% Pamong Praja Rp 439.791.446 |Rp 690.324.708| Rp 43.785.032
30 |Kantor PDE Rp 157.139.792 |Rp 233;468.7?0 Rp 93.664.762
Badan Kesbang
¥ Linrﬁas ' . |Rp §22.567.167 |Rp 606.288.287 | Rp £3.903.375
Kantor Pendaftaran ' ‘ :
* Penduduk Rp 263.202.975 {Rp 437.928.417 Rp 31.255.589
Badan Pemberdayaan
® ;asyarakatDesa Rp 550.485.405 (Rp 703.205.367|Rp  250.533.262
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52

Badan Kepegawaian

u Daerah Rp 440.352.675 |Rp 751.229.097 | Rp 76.328.978
Badan Penelitian dan

35 Pengembanﬁan !
Daer;h Rp 435.383.383 |Rp 581.216.9?5 Rp 83.721.120

38 [Dinas Praswil Rp 3528204223 |Rp 4.174.046.858|Rp  174.722.442 |

37 DinuT?orhubungan Rp 601.696.451 Rb 922.431.439/Rp 152,739,962

38 |Dinas Kesehatan ﬁ? 2.864.208.561 |Rp 10.992.728.787 Rp 310.876.426

38 |RSUD Wiingl [Rp ~ 1.800.198.673 Rp 4.238.857.288[Rp _ 145.823.560
Bagian Pendilikan dan

0 Kebudayaan Rp 1418504287 Rp 1784570.464Rp  647.842.632

™ {Pos Informasi Publik |

“ deri Parhwisata Rp 766.851.290 (Rp  1.693.820452)Rp  320.735.140
(Cabang Dinas , .

2 Pendidikan Rp  9.187.339.015 Ri) 11.735.400.748 | Rp 812.802.022
Pos SLTP, SMU, dan

“ TK . Rp 26.624.081.800 Rp 31.463.950.836/Rp 2.438.858.675

- =

“ _

iGuru-guru SD Rp 107.626.932.485 [125.514.7268.151 Rp 366.068.177 |
: Dinas Kesejahteraan .

“ Nasional Rp 652.449:488 Rp 821.220.201{Rp 1688.770.713

~ |Dinas Lingkungan

% Hidup Rlp 181.391.870 {Rp 1.392.824.194 Rp 1.211.432.324
Dinas Tenaga Kerja

7 dan Transmigrasi Rp  1.118.393.897 |Rp 1.535.753.034 Rp 416.359.137

48 |Dinas Pertanian Rp 1.662.613482 [Rp 1.085.502.279 Rp 487.111.203

49 [Dinas Hut Bun Rp 891.470.887 [Rp 1.702.577.525|Rp 811.087.838

50 |Dinas Petemakan Rp 109.838.228 {Rp 825.619.288|Rp 715.7?1.041

51 [Dinas Perikanan {Rp 65.121.587 [Rp ' 350.006.842| Rp 284.885.255
Dinas Usaha Kecil dan

°2 bﬂenemah Re 43076138 |Rp  s53964778|Rp  114.728.830
Kantor Informasi

5 Penyuluh Pertarnian Rp 1.91 8.975.709 Rp  2.703.975.611|Rp 864,8098.802

54 |Dinas Perindagtamben | Rp 594.853.389 I"“‘- 796.962.785| Rp - 202.109.396
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Rp

+ Wumilah Rp 183.883.860.387 32,086.398.858 Rp 48.202.520.471

Penggelembungan Pos Operasional taun 2002 antara lain sebagal berikut ©

{No| ~ instansi Laporan Riel Sisa Perhitungan Selisth
‘ 1 |Dispenda - Rp 1541.338420 |Rp 2.258.513.622 |Rp 717.175.183
2 |Periengkapan |
-~ Barang ' Rp  2.031.056.559 Rp 5.857.641 ;867 Rp 3.826.585.308
“Pemeliharaan |Rp  1.768.289.710 |Rp  1.951.605.328 |Rp 183.315.600

LJumlah Rp  5.340.884.707 | Rp 10.067.760.817 |[Rp 4.727.076.110

Penggelembungan pada tahun 2003.

9. Penggelembungan Pos Gaji Tahun 2003:

No.!. - Instansi " Laporan Riel Sisa Perhitungan Selisth,

1 |Sekretariat g.aji Rp  4.028.442.788 |Rp 9.008,380.746 | Rp 4.979.637.857

2 |Dinas Pendapatan Gaji Rp 1.680.429.58-.:! Rp 1.773.806.664 | Rp 93.477.062

3 [pawasda Gali Rp 747.161.081 |Rp 780.146.551| Rp 32.685.470
Bapeda Gaji - Rp  892.767.460 [Rp  B884.071.711|Rp 8.665.749
Kecamatan wiingl Gaji Rp  1.148.108.65¢ |Rp  1.176.837.716 | Rp 28.729.062 |

oo Selorejo (C) gall | kP 262.875.228 Rp  268.431.279| Rp 5.456.051

oo Kesamben (D) gaj | Rp _ 260.686.53) [Rp  268.062.405) Rp 7.375.866

4]
5
[6 [Kec. Gandusan (B) gaji | Rp 264.024.527 |Rp l 272.297.322| Rp . Q.Z?_Z.?QS
7
8
9

Kec. Tan (E) gaji Rp 082800044 [Rp  007.021.864|Rp  '25.318.810)
101Kec Selopuro (F1 03l | Rp 246.606.225 |[Rp  246633.081 Rp 15.144
T7Kec DoKo 08y Rp - 219.416.723 |Rp  211.608.379| Rp "~ 7.807.344
12 [Kec. Garum gaji Rp 607742663 |[Rp  850420.382(Rp  42.867.719
73 [Kec. Nglegok gaji Rp  452.036.787 |[Rp  450.533425] Rp 1.503.362

14 Kee. Kanigoro gaji Rp 533.187.062 |Rp 525.705.643| Rp 7.481.419

| 15 liKec. Sanan Kulon gaji’ Rp 321.357.586 |Rp 324,367,137 | Rp 3.009.551
| 16 |[Kec. Sukojajar gaji Rp 1.415.330.570 |Rp 1.460.834.746 | Rp 45.504.178
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17 |kec. Binangun gaji Rp 283.825.119 |Rp 268.280.555| Rp 15.544.564
18 [Kec. Wates gaji Rp 242.721.765 [Rp 262.517.964] Rp 19.796.179
19 [Kec: Panggungrejo gaji Rp 230.527.540 (Rp 233.507.918| Rp 2.980.378
20 [Kec. Kademangan gajll Rp 525.804.838 Rp 500.645.918| Rp 25,348,953
21 [Kec. Bakung gaji Rp 283.797.140 |Rp 314.095919| Rp 20.298.779
22 [Kec. Wonotirto gaji Rp 255.879.342 [Rp 266.809.554 | Rp 11.130.212
23Kec. sfengatgaji Rp 872453763 [Rp  ©81.732.194| Rp 9.278.431
24 [Kec. Ponggok gali Rp 22745759 [Rp  233.781.504[ Rp 6.323.905
25 |Kec, Udan Awu gaji “Rp 335.300.362 [Rp ~ 336.920.328[ Rp 1.628.548
26 |Kec . Wonodadi gaji Rp 270.203.352 [Rp  255.241.133 | Rp 14.962.219
27 [Kantor Kas Daerah Rp ~ 210.894880 |[Rp  217.869.781] Rp 6.875.101
Kantor Pengelola Aset -
28 Rp 210.434.048 |Rp 215.814.580| Rp 5.380.542
Daerah
Pos Satuan Poilsi ‘
29 . Rp 624.387.676 |Rp 664.479.668 | Rp 40.091.992
Pamong Praja
30 [Kantor PDE Rp 208.574.417 |Rp 186.547.157 | Rp _ 13.027.260
31 [Badan Kesbang Linmas | Rp 532.686.229 [Rp  659.666.740| Rp 36.000.511
Kartor Pendaftaran
32 Rp 404.848.178 [Rp  414.482.801|Rp =  9.636.623
Penduduk
Badan Pemberdayaan
33 : Rp 476.416.126 ([Rp  498.807.157|Rp 21,791,031
Masyarakat Daerah . . : o
Badan Kepegawaian ‘
34 Rp 644.835207 (Rp  628.799.127| Rp 16.036.080 | -
Daerah
Badan Penelitian dan .
| Rp 503.133.184 |[Rp . 562.023.919|Rp 58.890.735
Pengembangan Daerah .
36|Dlnas Praswi Rp  3.141.811.876 [Rp 3.462.172713|Rp  320.560.837
37 |Dinas Perhubungan Rp 982.503,009 [Rp  1.052.148.674| Rp 89.563.665
38 Dinas Kesehatan Rp  9.378.240.304 [Rp 9.445.193.312| Rp 86.953.008
38 |RSUD Wiingi Rp 3.751.777.448 (Rp 3.858.91‘0.755 Rp 107.133.307
Bagian Pendidikan dan =
40 Rp  1.521.916.858 {Rp  1.607.731.844| Rp 05.814.985
Kebudayaan ot
Pes Informas! Publik dan '
41 Rp 695.157.957 [Rp 788.735.643 | Rp 89.577.686
Pariwisata .
42 Cabeng Dinas Pendidikan| Rp  11.344.079.457 [Rp 11.703.068.831|Rp  358.989.374
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43 Rp 32.096.367.347’ Rp 32.547.039.564| Rp 450.671.717

44 |Guru-guru SO . |Rp 127.6968.484.747 |Rp 125.870.424.998] Rp  2.028.061.749

| Dinas Kesejahteraan

45 Rp 713.893.118 |Rp 787.035.654 | Rp 73.142.536

g Sosial ' . ‘

46 [Dinas Lingkungan Hidup | Rp " 1910441165 |[Rp  1.264.216.464 Rp 72.775.'309

_?Dlnas Tenaga Kerja dan :

47 Rp 1,150.020.174 iRp 1.182.084.495| Rp 23.074.321
transmigrasi '

48 [Dinas Pertanian Rp 813.460.977 [Rp . 823.366.207| Rp 9.905.230

49[Dinas Hut Bun Rp 1.583.084.120 |[Rp  1.625.981.746! Rp 42.897.626

50 [Dinas Peternakan Rp 712.934.11€ |Rp 786.309.708[Rp  83.387.593

51 |Dinas Perikanan Rp 458.045480 [Rp . 463.775.1871 Rp 5.270.283
Dinas usaha kecil dan ‘ _

52} . - Rp - 512.599.80% (Rp . 537.255.2791 Rp 24.655.474
menengah . ‘ )
Kantor Informasi .

53 Rp 2 143.933.601 |Rp  2.220.948.007 | Rp 77.014.478
penyuluh pertanian

54 [Dinas Perindagtamben | Rp 671.030.820 [Rp  668.614.342| Rp 2.426.478
Jumlah Rp 222.191.877.996 [Rp 227.526.632.418| Rp 5.334,764.423

Penggelembungan Pos Operasional tahun 2003 antara iain sebagal berikut :

Laporan perhitungan Penggelambungan
No. Belanja Realisasi RSU .
Pamkab Dana
1 |Belanja Barang - Rp  4.404.509.194 Rp 6.468.431.877 |Rp 2.083.922.683
2 [Belanja Pemgllharaan Rp 158.823.421| Rp 296.432.1688 | Rp 139.608.748
3 [Belanja Perjalanan Dinas| Rp 55.216.680 | Rp 64.852.024 | Rp 9.635.349
4 |Belanja Lain-ain Rp 2.082.216.825| Rp 2.866.201.418 |Rp 7683.084.503
Urmiah Seleh Rp 2.873.077.760
)
- Bahwa perbuatan Drs H Imam Muhadi MBA MM (Bupati Blitar) selaku
pemegang kekkuasaan umum pengelolaan keuangan Daerah yang telah
' beberapa kali meminta dana kepada saksi Krisanto SE MM yang ditindak
lanjuti dengan mengeluarkan dana dari kas daerah dengan cara
penyimpangan penerbitan surat perintah membayar giro (SPMG) dealam
. tahun 2002 dan tahun 2003 scbesar Rp.44.108.268.225,- (empat puluh
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empat milyar seratus delapan juta dua ratus enam puluh delapan ribu dua

ratus dua puluh lima rupiah), mengeluarkan dana dari kas daerah dengan

cara pemindah bukuan kerekming pribadi sebesar Rp.5.000.000.000,-
(lima milyar rupiah) dan mengeluarkan dana dan kas Daerah yang
disimpan dalam bentuk deposito dan giro dengan cara memanipulasi sisa

anggaran tahun 2002 sebesar -Rp.24.000.000.000,- (dua pulub empat

milyar rupiah) telah ber?entahé'an dengan :
Dan telah bertetitangan dengan peraturan pemeriuntah (PP ) nomor : 105
tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan

Pemerintah Daerah.

- 1. Pasal 4 yang berbunyi antira lain “ Pengelolaan keuangan Daerah

dilakukan secara tertib, taat pada peratusran perundang undé.ngan yang

‘berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan

memperhatikaﬁ asas keadilan dan kepetutan”,

" 2. Pasal 10 ayat 4 yang berbimyi antara lain “ perkirsan sisa lebih

perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada APBD
tahun berikutnya, sedangkan realisasi sisa lebih perhitungan APBD

~ tahun lalu diocatat sebagai salkdo awal pada perubahan APBD. -----—-
Serta bertentangan pula dengan Kepmendaghri No.29 tahun 2002, tanggai
10 Juni 2002 tentang pedoman pengurusan, pertanggung jawabén dan
pengawasan Keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggran
pendapatah dan éeianja Daerah, pelaksanaan tata usaha Keuangan daerah
-dan penysusunan perhgutungan .anggaran pendapatan dan bejlanja daerah :

1. Pasal 32 (2) yang antara lain berbunyi * Bendasashara umum daerah

bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.”
2. Pasal 49 (5) yang antara lain berbunyi “setiap pengeluaran kas harus

didukung oleh biklti yang lengkap dan sah mengenai hak yang

diperoleh oleh pihak yang menagih”.
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3. Pasal 60 yang antara lain berbunyi * jumlah sisa perhitungan anggaran
tahun berkenaan ditahun anggran yang blalu dipindah bukukan- pada
kelompok- pembeayaan, jenis penerimaan daerah, obyek sisa lebih

anggaran tahun Jalu.”

. Bahwa Perbuatan Terdakwa BANGUN SUHARSONO bin SUBRAHIM

-

\ dengan cara menégelembungkan pada pos belanja_pegawai, pos belanja
———

! % barang, pos pemeliharaan, pos petjalanan dinas dan belanja lain lain baik

A Q anggaran tahun 2002 maupun anggaran tahun 2003, untuk _menutupi_

2 :
S pengeluaran keuangan dari Kas Daerah Pememerintah Kabupaten Blitar
R ( nerintah Kabupaten

'yang tidak melalui prosedur nada tahun 2002 dan tahun 2003, tersebut

@ dengan :

* Peratﬁan Pemerintah (PP} No.105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah:
- Pasal 4 yang berbunyi antara lain “ Penge]o]aah Keuangan Daerah
dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan
yang berlaku, efisian, efektif, mépman dan bertanggung jawab
dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan «--wsssoeeses ‘
- - Pasal 10 ayat (4) yang berbunyi antara Jain” i)erkiraan sisa lebih
perhitungan APBD tahun laluldicafat sebagai saldo awal pada
APBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi sisa lebih pérhitungan

APBD tshun lalu dicatat sebagai saldo awal pada perubahan

APBD.”

* Kepmeﬁdagri No.29 tahun 2002 tangéal 10 Juni 2002 tentang Pedoman
Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah
serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pehdapatan dan Belanja
Daerah, Pelaksanaan Tata Uasaha Keualngan Daerah dan Penyusunan

. Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah : ——e—ceeevserann
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.. pasal 49 ayat (5) yang antara lain berbunyi “ Setl&p pengeluaman

kas harus didulung olch b ukti yang lengkap dan sah mengenal

hak yang dlperoleholeh pihak yang managih.
- Pasal 60 yang antara lain berbunyi * Jumiah sisa perhitungan
anggaran tahun  berkenaan ditahun a.nggaran yang lalu

dipindahbukukan pada kelompok pembeayaan, ]ems penerimaan

daerah, obyek sisa lebih anggaran tahun lalu.”

- Bahwa Terdakwa ‘BANGUN SUHARSONO bin SUBRAHIM selaku
kasubag pembukuan pada Bagian Keuangan Sekretaris Daerah kabupaten
Blitar (diangkat berdasar SIE Bupati Blitar nomor 820/0'.'_!4_23.031/2001
tanggal 18 Januari 2001), yang berdasar Keputusan Bupati nomor 234
tahun 2002 tanggal 23 Juli 2002 Tentang penjabaran Tugas pokok dan
Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar pasal 48 (1) bertugas: S—
melaksanakan pembukuan, pemcﬂks@ dan penelitian terhadap realisasi

anggaran rutin, pembangunan maupun pendapatan serta mempersiapkan

bahan penyusunan perhitungan APBD.

Atas pekerjaan Terdakwa BANGUN SUHARSONO bin SUBRAHIM datam

kerjanya membuat pertanggung jawaban dan perhitungan pertanggung jawaban |

keuangan APBD tahun 2002 s/d tahun 2003 secara penggelembungan pada pos
belanja pegawai, pos belanja barang, pos pemeliharaan, pos perjalanan dinas
dan belanja lain lain pada masing masing unit kerja pada pemerintah Kabupaten
/-‘v Blitar, Terdakwa BANGUN SUHARSONO bin SUBRAHIM telsh memperoleh

< - uang tunai sebesar Rp.500. 000.000,- (hma ratus juta rupieh) setidak tidaknya
ang tup S

sebesar Rp.150.000.000,- (seratus hma puluh juta rupiah) yang merupakan

-seyb_ggia;n hasil perbuatan mereka secara bersama-sama Drs. IMAM MUHADI

K MBA, MM. Drs. M RUSDJAN MM, SOLICHIN INANTA SH Msi dan

E KRISANTO SE, MM yang dlbenkan oleh Sdr KRISANTO SE, MM yang uang

but oleh Terdakwa BANGUN SUHARSONO bin SUBRAHIM telah

dipergunakan untuk merenovasi rumah di jalan Serayu No. 212 Blitar dan untuk
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renovasi .rumah di Perum Sedati Blok F No. 37 Sidoarjo sedang sisanya

l dipergunakan untuk uang muka pembelian kendaraan roda dua dan roda empat.
Bahwa perbuatan Terdakwa BANGUN SUHARSONO bin SUBRAHIM
sebagaimana tersebut diatas telah memperkaya diri Terdakwa sendiri sebesar
kurang lebih Rp.500.000.000,- (tima ratus juta rupiah) dan telah memperkaya
Drs H Imam Muhadi MBA MM, saksi Krisanto, SE MM, Saksi Saksi Solichin
Inananta, SH Msi, Saksi Drs Ec M Rusjdan, MM sebesar Rp.49.310.635,125,-
(empat puluh sembilan milyar tiga ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh lima
ribu seratus dua puluh lima rupiah) seﬁingga mengakibatkan kerugian keuangan
negara sebesar Rp.49.810.635.115,- {empat puluh sembilan milyar delapan ratus

sepuluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah} atau

setidak tidak nya sejumiah sekitar itu.

Perbuatan Terdakwa BANGUN SUHARSONO bin SUBRAH[M merupakan
R ——

tindak pidana sebagaimana diatur den diancam dalam pasal 3 Undan Ui X

~—

anmng pemberantasan tidak pidana korups1 sebagaimana

telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan
= 0 -1

atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 'tentang pemberantasan Tindak

{ Pidana Korupsi yo pasal 55 (1) ke 1 KUHP yo pasal 64 g@ JU—

Telah mendengar pembacaan E(k< epsi Penasehat Hukum Terdakwa dengan

surat Eksepsinya tertanggal 11 Mei 2005 ;
Telah mendengar pembacaan Tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas Eksepsi

Penasehat Hukum Terdakwa ;

Telah memberikan Putusan Sela tertanggal 11 Mei 2005 ;

Telah mendengar keterangan saksi dan keterangan te:_-dakwa, serta memeriksa

bukti surat dan mendengar keterangan sakui ahli ;

t

Telah memberikan putusan sela ; -

Telah mendengar dan membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dalam

' uraiannya berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak
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pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair dan menyatakan
Terdakwa BANGUN SUHARSONO bin SUBRAHIM telah terbukti
melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana didakwakan dalam
dalam dakwaan Subsidair, menuntut agar Terdawka BANGUN
SUHARSONO bin SUBRAHIM dipidana pe_n_ja:g_se_l_gpa_é ) (lima_z)'

tahun 6 (enam) bulan dlkurangi selama Terdakwa berada dalam

S

JR e

tahanan ‘dengan pcrmtah tetap ditahan @an ) dipidana - denda

Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) Subsrdaair 2@3&)_ bulan
| :,}“'NJN " kurungan serta uang penggenti Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta
(M rupiah) dengan ketentuan .jika Terdakwa tidak membayar uang

pe_rlg_ginrtj.___gglikqg_l_amgﬁga%lamu waktu 1 (sytu)hulan setelah putusan“

Pengadilan berkekuatan hukum fetap, meka harta benda Terdakwa
@h Jaksa Penuntut Umum( dan dllelang\untuk menutupt
| . uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta
benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti

dengan pidana.p.enjai'a selama | (satu) tahun, barang buk!i berupa : -—--

- 12 buku arsip B.IX Kantor Kas Daerah Kab. ﬁlitar tahun 2002 ; ---

- 11 buku arsip B.JX Kantor ¥as Daerah Kab. Blitar tahun 2003 ; -~

- 25 buku arsip B.IX Kantor Kas Daerah Kab. Bhtartahun 2004 ;

- Lampiran Laporan Pertanggung Jawaban Bupati Blitar tahun 2003;

. Naaskah laporann Pertanggung Jawaban tahun anggaran 2003 ; ---

. B.V. Buk Besar Pengeluaren Gaji) tahun 2002 (asti) ; -

- BV.(Buku Be;sar Pengciuara.n Gaji) tahun 2003 (asli) ; <mmme—-—em-

_ Poto Copy BXIIL (Daftar Pembukuan Administrasi) tabun 2003 ;

. SPMG kode D tahun 2002 ;

. SPMG kode D tahun 2003 (kecuali no.12/d/R/ tanggal 31-3-2003;

{

sebesar Rp.50.000.000;- ;
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- SPMG kode D tahun 2004 (kecuali no.61/d/R tanggal 30-8-2004

| " senilai Rp.210.000.000,-;
« R/C tahun 2002, Januari sampai Desember 2002 ; ~———reeerremn—mn

- R/C tahun 2003, Januari ;

- Surat pernyataan Bapel. lll(esmas. RSU Ngudi Waluyo Wlingi ;-
- Daftar Hadir Karyawan BAWASDA Kab. Blitar tanggal 13

Januari 2004 dalam rangkn pengarahan Bupati Blitar ; - ----;-
- Duplikat SPMG kode D tahun 2002 No.1 8/d 59 ; «-ermemem——

- 1 bendel kwitansi No. 1 s/d 22 ;

- R/c Pebruari 2003 Nopember 2003 (asli) ;

- R/C Januari 2004 - Oktober 2004 (asli) ;

- R/C Januari 2003 - Desember 2003 (copy) ;

- Surat perjanjian hutang piutang antara Pem.Kab. Blitar dengan

l | KPRI “ PRAJA MUKTI “ ;

- Surat Permohonan Pinjamen (asli} ;

- PAK, APBD tahun 2002 ;

- APBD tahun 2002 dan penjabaran, Penjabarean PAK 2002, sisa

perhitungan APBD dan penjabaran 2002 ;
- APBD 2004 dan Penjabaran, PAK, APBD 2004 dan penjabaran ;

Untuk bukti dalam perkara lain ;

- 1 (satu) rumah dan tanah di Jalan Serayu No. 212 Blitar dengan

Surat-Suratnya dirampas untuk Negara ;

dan menetapkan agar terpidana dibebani biaya perkara Rp.

5.000,-- (Lima ribu rupiah) ;
------ Telah ‘mendengé.r‘ pembacaan nota pembelaan dari Team
Penascilat hukum Terdakwa tertanggal 30 Agtfxstus 2005 yang
didalam uraiannya sccara ge~s besar dengan membahas hasil

persidangan dan mengemukakan pendapat tentang pasal-pasal dalam
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dakwaan primair maupun subsidair yang dihubungkan dengan fakta

dalam persidangan yang p'-!fia akhimya mohon kepada Majelis

Hakim agar memberikan putrusan sebagai berikut : -----ceeeesemceanmn-

' 1. Menyatakan terdakwa BANGUN SUHARSONO  bin
SUBRAHIM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam

dakwaan primair maupun subsidair ;

2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa dari dakwaan primair

dan subsidair ; -
3. Memulihkan hak Terdukwa tersebut dalam kemampuan,

- kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

4. Menetapkan supaya barang bukti berupa sebidang tanah yang
diatasnya berdiri sebuah rumah yang terletak di Jalan Serayu No.
212 Kota Blitar dikembalikan kepada Terdakwa ; -—eessemmsmeems

5. Membebankan biaya'." ‘yang timbul dalam perkara ini kepada

Negara ;
-—— Telah mendengar tanjgapan Jakl%a Penuntut Umum atas
pembelaan Team Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya
membantah ﬁdapat Penaschat Hukum dan menyatakan
tuntutanrllya sudah benar dan menyatakan tetap pada tuntutannya ; ---

— “Telah mendengar pula pendapat Team Penasehat Hukum‘

Terdakwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan

tetap pada tuntutannya ; -
«m---- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa

Penuntut umum menghddirkan saksi-saksi yang memberikan

" keterangan dibawah sumpah antara lain: -

1. SAKSI KADMIARSIH, menerangkan sebagai berikut © ee-n-mmr-m-
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- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, karena safna-sama
bekerja pada bagian keuangan Pem.Kab. Blitar --—-ea-mmree-e-s

- Bahwa  benar saksi menjabat  sebagai  Kasub.
Bag.Pelrbendaharaan, pada Bag.Keuangan Pem.Kab.. Blitar sejak

tanggal 28 Maret 2002 ;

i , . Bahwa benar tugas saksi sebagai Ka.Sub.Bag.Perpcndaharaan

antara lain :
Meneliti SPP, untuk penerbitan SPMG, meneliti perlengkapan
syarat peﬁcrbitan SPP don tugas lain yang diberikan pimpinan ; -
. bahwa benar prosedur pencairan dana untuk bagian maupun
dinas dari Kas Daerah, masing-masing unit kerja mengajukan
SPP ke Sub.Bag.Anggaran dengan dilampiri SKO kemudian
SPP tersebut dikirim ke Sub.Bagian Peerbendaharaan untuk
diteliti dan diregister kemudian diterbitkan SPMG, lalu saksi
memberi paraf serta ditanda tangani oleh Ka Bag.Keuangan dan

diberi stempel ;

. bahwa benar SPMG terdiri 5(lima') {embar, yaﬁg gsli dan satu
tindasan untuk Kas Daersh; satu tindasan  untuk
Sub.Bag Perbendaharaan, satu tindasan ke Sub.Bag.Verifikasi,
yang terakhir untuk pemegang kas pada unit kerja pengguna ; -

. bahwa benar pada tahun 2003 Ka.Bag.Keuangan RUSIDAN,

sedangkan tahun 2004 adalah KRISANTO ;

- bahwa benar tahun 2003 dan 2004 ada penerbitan SPMG
dengan kode D tanpa dilampiri SPPdan SKO, dan penerbitan
terscbut atas perintah Ka.Sub.Bag.Anggaren (KRISANTO) dan

" Ka.Bag Keuangan (M RUSIDAN), sedangkan yang mencairkan

adalah LILIK PURWANTO, sedangkan Terdakwa sendiri

membuat laporan perhitungan APBD ;
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- bahwa benar pencairan dana memakai SPMG 'yang tanpa
dilampiri S- PP dan SKO pada tahun 2002 scbesar Rp.
17.047.950.000,- tabun 2013 Rp.27.060.318.225,~ sedangkan

tahun 2004 sebesar Rp.24.490.116.960,-

- bahwa benar SPP yang disjukan harus dilengkapi dengan

kwitansi yang mencantumkan nilai uang yang diminta beserta

 penggunannya untuk apa sesuai SKO ;

. bahwa benar penerbitan SPMG tanpa dilampiri SPP dan SKO
tidak dibenarkan karena menurut Pewrmendagri No. 1 tahun
1980 penerbitan SPMG harus dilampiri SPP dan SKO ; —--meeer

- bahwa benar menurut Ka.BagKcuangan  maupun.
Ka.Bag.Anggaran pencairan dana-dana déngan SPMG tanpa

dilampiri SPf’ dan SKO dapat dil.)_ena:kan karena pengeluaran
tersebut daari ayat (dari .sisi . penerimaan), mestinya bisa

dikembalikan lagi ke ayat dengan daftar pembukuan
Administratif (SPMG-PA./pengembali#n ayat) ; =--—-semmmmmm——-

- bahwa benar dana yang cair melalui SPMG kode D tidak jelas

_ penggunannya selain itu  bagian Verifikasi juga tidak

mengétalfui adanya SPMG kode D tersebut ;

- bahwa benar setelah pencairan, maka satu lembar ekstra SPMG
‘diserahkan kepada Terdakwa sebagai Ka.Sub.Bag.PembukuAn
untuk diregister pada buku Daftar Pembukuan Administratif
(B.XTII) ;

7. SAKSI LILIK PURWANTO, menerangkan sebagai berikut : —-

. bahwa benar saksi adalah staf bagian Keuangan Pem.Kab.Blitar
sejak tahun 1992 sejak tahun 2003 saksi debagai Bendahara
gaii sekretariat KabBlitar dan pemegang kas sekretariat

Kab.Blitar ; -
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. bahwa benar tugas saksi membuat daftar gaji sckrctariat,
menanda tangani kemudian dibuatkan SPMG di bagian

Perbendaharaan ;

- bahwa benar daftar gaji yang diajukan masing-masing bagian

dilengkapi dengan SPP dan SKO ;
. bahwa benar saksi pemah mencairkan dana menggunakan
SPMG kode D yang tidak dilengkapi SPP dan SKO yaitu pada
tahun 2002 sejumiah Rp.47.047.950.000,- tahun 2003 sejumlah

Rp.27.060.318.225,- » dan tahun 2003 sejumiah

. Rp.24.490.116.900;- ;
- bahwa benat pencairan. tersebut dengan cara pemindah bukuan
dari rekening Kas Daersh ke rekening Bendaharawan gaji
sekretariat pada Bank Jatir_n setelah dicairkan dari rekening

Bendaharawan . gaji  lalu  seksi serahkan  pada

Ka.Sub.Bag.anggaran (KRISANTO) ;
- bahwa benar pada tahun 2002 juga ada pencairan SPMG kode D
sejumlah Rp.17.047.950.000,- ya‘hg bertanda tangan SPMG
Ka.Bag.Keuangan (RUSJDAN), sedangkan yang
memerintahkan adalah Ka.Sub.Bag.Anggaran (KRISANT 0); -

. bahwa benar yang mencairkan SPMG tersebut adalah saksi

kemudian diserahkan kepada KRISANTO ;

3. SAKSI' SITI SULASTRI, menerangkan sebagai beri}mt P
. bahwa benar saksi Dbertugas  sebagai staf pada
Sub.Bag.Anggaran sejak tahun 1999, atasan saksi adalah
KRJSAN'i'O sampai dengan bulan Pebruari 2004, setelah itu

yang menjabat sebagai Ka.Sub.Bag.anggaran adalah Bp.

WISNUGRCHO ;
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- bahwa benar tugas saksi adalah memeriksa SPP yang diajukan
dari masing-masing unit kerja apakah SPP tersébut dilangkapi
SKO, apabila telahdilengkapi, dimasukkan pada kartu kendali

dan dimintakan paraf pa-rlé atasan saksi ;

- bahwa benar saksi pemah dipanggil olch KRISANTO kemudian
diperintsh untuk mengikuti petugas dari Koperssi yaitu
SUTIKNO dan WAWAN untuk menyetor sejumlah uang ke
Bank Jatim beberapa kali melatui Bank Jatim ; —se--seme-ee---

- ‘bahwa benar penyetoran tersebeﬁt dilakukan pada bulan
Desember 2003 jumlah seluruhnya Rp.11.450.000.000,- ; —--

- bahwa benar mgnurut KRISANTO uang tersebut adalah uang
dari Koperasi PRAJA MUKTI milik Pem.Kab.Blitar ; -=-=r------

4. SAKSI WISNUGROHO HERD! PRABOWO, menemngkan

sebagai bcnkut

- bahwa benar saksi adalah ka.Sub.Bag.Anggaran sejak bulan
Pebruari 2004 dan sebelumnya sebag;ai Ka.Sub.Bag. Verifikasi ;

- bahwa benar tugas saksi sebagai Ka. Sub. Bag. Anggaran adalah
‘mengumpulkan dan menyiapkan bahan untuk penyusunan
RAPBD bmk perubahan mavpun perhitungannya ; ---sx-——----="

. bahwa benar ada beberapa SPMG  yang diterbitkan untuk
pengeluaran melalui AFBD yaitu SPMG kode C.R,P.A, kode C

untuk pengeluaran lembur, kode R untuk pengeluaran rutin dan

kode P untuk pengeluar:an peinbangunan :
. bahwa benar penerbitan SPMG harus dilengkapi dengan‘ SPP
dan SKO, jumlah dana yang dicairkan melalui penerbitan
SPMG harus sesuai dengan yang tercaftum dalam SPP dan

SKO;

5. SAKSI Drs. HARSOYO, MM. menerangkan sebagni berikut : -----
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- bahwa benar saksi adalah Ka.Sub.Bag.Verifikasi sejak tahun

2004 ;

' - bahwa benar tugas saksi adalah meneliti- SPJ, memberi
pembinaan tehnis pada Bendahara, serta penelitian bukti

penyetoran kembali sisa UUDP (Uang Yang Harus

Dipertz_inggung Jawabkan) ;
- bahwa benar dalam meneliti SPJ harus diperiksa apakah sudah
sesuai deﬁgan daftar anggaran satuan kerja, juga diperiksa bukti
pendukungnya antara lain surat pengantar dari unit kerja, nota

pembelian, kwitansi, pajak ;

- bahwa . benar saksi mengetahui adanya SPMG unfuk
kepentingan unit‘kerja, tetapi tidek tahu adanya SPMG kode D ;

6. SAKS! HJ.TITIK WISMIATI, menerangkan sebagai berikut : ----
- bahwa benar saksi adalah PNS pada Pem.Kab.Blitar, sejak
tahun 2003 dan tahun 2004 sebagai kasir sekretariat Kab.Blitar,

sebelumnya saksi sebagai Bendahara Rutin ;

- bahwa benar tugas saksi sebagai kasir adalah menerima ajuan
anggaran dalam bentuk nota dinas dari dinas/bagian-bagian
teruma di Kesekretariatan, kemudian meneliti ajuan tersebut
kemudian dibuatkan SPP dan diserahkan ke Sub.Bagian

Anggaran untuk diproses kemudian SPMG diterbitkan di

Sub.Bag.Perbendaharaan ;
- bahwa benar pada bulan Desember 2003 saksi pernah setor uang
ke Kantor Kas Daerah Ascjumlah Rp.l.650.000.000,-l dana
tersebut diambil dari dana yang ada pada bendahara rutin
sekretariat karena belurh diambil oleh pengguna ; -——sseesecereses
- bahwa benar pada tahun 2003 ada SPP yang dalam kwitansi

tidak divraikan penggunannya sebesar Rp.1.230.000.000,- untuk
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tahun 2003 sebesar Rp.1.420.000.000,- dan tahun 2004 sebesar

Rp.1.855.000.000,- ;
. bahwa benar saksi pemah mencairkan uang untuk SAMIRIN

DARWOTO  sebesar Rp.1.125.000.000,- tetapi  yang

menyerahkan saudara Sl‘fl SULASTRI;
" -  bahwa pcncairan tersebut herdasarkan SPP No.193 s/d 200
bulan Pebruari 2004diambil di Bank Jatim oleh pemegang kas

© (LILIK PURWANTO) lalu diserabken pada saksi dan saksi

menyerahkan pada SIT] SULASTRI H
. bahwa saksi meperima kwitansi yang ditanda tangani oleh
SAMIRIN DARWOTO dori SITI SULASTRI ; -rrsrmermermor
7. SAKSI LINA DWIR, menerangkan sebagai berikut ; ~-e-—emr
. bahwa benar saksi adq.‘\ah K_asi.Pengeluarah pada Kantor Kas
Daersh Pern.KabBlita sejak tanggsl § Desenber 2003 ; ==
- bahwa benar tugas saksi adalah mel_aksanakan pembay@ gaji
dan dana perimbangan, pembayaran pada pih;k ketiga atau
bendaharawan berdasarkan SPMG, penyetoran dan penerimaan
pajak dan menyusun rekapitulasi pengeluaran kevangan daerah ;
" _ pahwa benar saksi mengetahui adanya SPMG kode D (untuk
kekurangan gaji), karena semua dibukvukan pada seksi
mpengeluaran khusus urituk dinas, bagian kantor se Kab.Blitar ,

- bahWa benar semua SPMG yang masuk saksi yang meneliti baik

mengenai nomor, jumiah uang, tanggal dan nomor rekening
pemegang kas, sclanjutnya dibuatkan giro yang ditanda tangani
oleh Kepala ‘Kas Dﬁérah baruleh dibuatkan pengantar ke Bank '
Jatim untuk pindah buk1;i ke Bendahara Pengguna ; —-=--—---==

. bahwa benar tahun 2002 SPMG kode D yang dicairkan

sebanyak 59 lembar dengan nilai nominal Rp.17.047.950.000,-
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tahun 2003 sebanysk 56 lembar c.ienga.n‘ nilai nominal

o Rp.27.060.318.225,- lsedangkan tahun 2004 sebanyak 79 lembar

dengan nilai nominal Rp.24.440.116.900,- ;
- bahwa benar SPMG kode D dibukukan pada buku pengeluaran
secara keseluruhan yang ditutup setiap akhir bulan dan akhir

! tahun untuk laporan ke Bagian Keuangan dan Bupati melalui

Sekretaris Daerah ;
8. SAKSI SRI SUHARTINI, menerangkan sebagai berikut : —------

. bahwa benar saksi adalsh Kepala Seksi Penerimaan pada Kantor

Kas Daerah Pem.Kab.Blitar sejak Januari 2001 ; «~e-eresscmre-een-

- bahwa benar tugas saksi adalah sebagai berikut : —--n=em-o=r
Penerimaan setoran keuangan. daerah, pe.nerimaan dan
pembukuan dana perimbangan dan gaji, pembukuan semua jenis
penerimaz;n daerah baik uang tunai maupun surat berharga dan
menerima pengembilian potongan surat perintah fnembayar
 yang dibayarkan oleh satusn kerja dilingkungan Pem.Kab.Blitar ;

- bahwa benar dana PAD secara keseluruhan pada tahun 2003

sbesar  Rp374.659.973.560,05 yang terdiri dari PAD
Rp.13.824.940.820,05 Dana Perimbangan Rp.343.216.320.729,-
Penerimazn lain yang sah Rp.17.698.712.011,- ; —eemmmemmrenanes
. bahwa benar dana PAD secara keseluruhan pada tahun 2004
sampai dengan bulan Oktober adalah Rp.375.641.320.933,48
yang merupakan peneriinaan dari dinas dan kantor dilingkungan

Pem.Kab.Blitar ;

- bahwa benar pada tahun 2003 ada penyetoran kembali pada Kas

daerah yaitu:

t
tanggal 12-12-2003 dari Kabag Keuangan (M.Rusjdan) Rp.

1.100.000.000,-
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tanggal 12-12-2003 dari Kabag Keuangan (M.Rusjdan) Rp.

400.000.000,-

tanggal 16-12-2003 dari Kabag Keuangan (M.Rusjdan) Rp.

990.000.000,-
tanggal 19-12-2003 dari Pli. Kabag Keu. (Krisanto) Rp.

5.585.000.000.-

tanggal 30-12-2003 dari plt. Kabag. Keu. (Krisanto) Rp.

2.930.000.000,-

tanggal 30-12-2003 dari Plt. Kabag. Keu. (Krisanta) Rp.

1.500.000.000,-

tanggal 30-12-2003 dari Plt. Kabag. Keu. (Krisanto) Rp.

500.000.000,-

tanggal 31-12-2003 dari Plt. Kabag. Keu. (Krisanto) Rp.

2.000.000.000,-

tanggal 31-12-2003 dari Pimpro. (Romelan) Rp.
150.000.000,-

tanggal 31-12-2003 dari Kabag._Pémeﬁntahan. Rp.

1.800.000.000,- ;

tanggal 31-12-2003 dari PI. Kabag. Keu. (Krisanto) Rp.
1.650.000.000,- Jumlah Rp. 19.305.000.000,~ -—---vmmmeemm-=s

. bahwa benar selain itu juga ada penerimaan dalam bentuk

Deposito dan Giro pada tahun 2002 antara lain : —----
1. Di Bl?d berdasarkan SK Bupati Blitar No.151, tahun 2002

Billyet Deposito No .DB7369328 sebesar

Rp.2.000.000.000,
2. Di BNI berdasarkan SK Bupati Blitar No.153, tahun 2002

Billyet Deposito No.AA.216788 sebesar Rp.2.000.000.000,-
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3. Di BPD berdasarkan SK Bupati Blitar No.334, tahun 2002
lBillyet Deposito No.DB.070453 sebesar Rp.3.000.000.000;-
4. Di BPD berdasarkan SK Bupati Blitar No.152, tahun 2002
Billyet Deposito No.DB.070357 sebesar Rp.2.000.000.000,-

5. Di BNI Rekening Giro No.183.002588882.001 sebesar

Rp.1.000.000.000,-
6. Di BPD Rekening Giro Penampungan Proyek
No.0141.005.8888 sebesar Rp.2.000.000.000,-

bahwa'benar jumlah dana pada Deposito dan Giro seluruhnya

" bahwa benar Deposito dan Giro tersebut sudah dicairkan pada

tanggal 12 Maret 2003 lalu dimasukkan ke beberapa rekening
atas nama KRISANTO di BNI dan Bank Jatim sebesar
Rp.24.000.000.000,- sedangkan yang Rp.3.000.000.000,- masuk

ke rekening DAU ;

bahwa benar penyimpanan uang kas Pem.Kab.Blitar dibuat-
laporan " setiap hari yano " ditanda tangani oleh Kepala Kas
Daerah dan Kasubag. Tata Usaha Kantor Kas Daerah | ——-—

bahwa laporan posisi kas daerah tersebut dibuat pada buku
B.IX, yang asli dikirim kepada Bupati malalui bagian keuangan
dan sekretaris daerah tindasannya ada di Kas Daerah ; —=------

bahwa benar saldo akhir pencrime;an dalam laporan pada buku
B.IX tanggal 288 Nopember 2002 - berjumlah
Rp.332.594.808.985,80 sedangkan pada tanggal 29 Nopember
2002 saldo awal penerimaan  berubah menjadi
Rp.303.254,142.108,68 sehingga saldo pengrimaan berkurang

Rp.27.000.000.000,-
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bahwa benar yang bertugas membuat konsep untuk laporan
buku B.IX adalah MUDJIONO kemudian ditulis pada buku oleh
ENTARINI dengan sisa per. 31 Descmber 2002 Rp.
4.157.634. 718 50 yang ';eharusnya Rp.31.157.634.718,50 ; -
bahwa benar pembuatin saldo per 31 Desember 2002 sebesar

Rp.4.157.634.718, 50 adalah atas permintaan KRISANTO atas

perintah BUPATI ;

-————

bahwa benar saksi adalah Kasubag.Tata Usaha Kantor Kas
Daerah Pem Kab.Blitar scjak tanggal 27 Maret 2003 3 ~———-
bahwa benar salah satu tugas saksi aadalah membukukan semua
pencrimaan/pengeluaran  di buku B.UX setiap hari dan
melaporkan kepada Bupati melallui Kabag.Keuangan dan

Sekretaris Daerah ;

bahwa benar pengeiuaran yang dibukukan adalah pengeluaran

dengan SPMG baik kode. D maupun kode lainnya sesuai

permintaan dari unit keja pengguna anggaran ; e
bahwa benar berapa jumlah SPMG kode D saksi tidak ingat,

tetapi sejak tahun 2002 s/d tahun 2004 ada pengeluaran dengan

SPMG kode D ;
bahwa b;.".nar. ada 2(dna) buku laporan B.IX yaitu yang asli
sudah dikirim ke Bagian Keuangan dengan posisi saldo kas
akhir sesuai dengan penerimaan sebenarnya, sedang kas yang
satunys -adalah yang disiasati dengan merubah, mengurangi
saldo okhir penerimaan, schingga tidak sesuai dengan |

penerimaan sebenarnya ; - —t

bahwa merubzh saldo akhir penerimaan tersebut dipersiapkan

apabila ada pemeriksaan dari BPK ;
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10. SAKSI Drs. SUTIKNO, menerangkan sebagai berikut : -——-------
: - bahwa benar saksi adalah Kasubag.Aparatur pada bagian

Pemerintahan Pem.Kab.Blitar sejak April 2002, sedangkean Kabag

_ Tata Pemerintahan adalah. Bp. Eko Budoyo ;

| - - bghwa benar saksi juga‘-sebagai Ketua I Koperasi PRAJA
MUKTI mengetahui adanya pinjaman. sebesar
Rp.12.285.000.000,- péda bulan Nopember 2003 ; —----—------

- bahwa benar pada bulan Nopember 2603 telah dibuat perjanjian
hutang piutang antara Pem.KabBlitar yang diwakili oleh

KRISANTO dengan KIPRI Praja Mukti yang diwakili oleh saksi

sebagai Ketua Il ;
- bahwa realisasi dari pinjaman tersebut pada bulan Desember
| 2003 dalam tiga tahap yang diambil secara tunai di Bank
Mandiri saksi hanya menanda tangani rekening koran (RC),

sedangkan yang menyershkan kepada Krisanto adalah staf

saksi;
- bahwa benar yang mehanda_ tangani kwitansi adalah

KRISANTO ;

- _ bahwa sampai dengan bulan Nopember 2004 Pem.Kab.Blitar

telah mengernbajik%n Rp.7.422.296.500,- dengan suku bunga

1,3%;
- bahwa benar pencairan tahap I tanggal 8 Desember 2003
sebesar Rpl.2.200.000.000,- diterima tunai oleh SITI SULASTRI
(Staf Bagian Keuangan), tahap ke II tanggal 16 desember 2003
sebesar Rp.6.085.000.06b,- diterima tunai oleh SITI SULASTRI

dan tahap ke OI seﬁésar Rp.4.000.000.000;— diterima oleh SITI

SULASTRI; ‘
11. SAKSI Drs. EKQ BUDOYO, menerangkan sebagai berikut : -----

’

Skripsi Analisis Putusan Nomor ... Rachma Dwi Dody Saputra




Skripsi

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga T 74

- ‘bahwa benar saksi adalah .knbag.Tata Pemerintahan
Pem.Kab.Blitar sejak tanggal 2 September 2002 ; —-—se-—
. bahwa benar tugas saksi adalah menyusun program dan
petunjuk  tehnis  pembinaan dalam  pemberdayaan
- penyelenggaraan pemerintghan  umum,  pemerintahan
desa/kelurahan, pemberdayaan perangkat kecamatan dan
kelurahan, hubungan éparat Pem.Kab.Blitar dengan DPRD ; -—-
- bahwa benar proyek P.3DK (Program Pendukung Pembangunan
Desa/Kelurahan) seniled Rp.23.884.000.000,- proyek tersebut

sn;dah selesai demikian juga dana pembayarannya telah

diselesaikan pada bulan Januari 2004 ;
12. SAKSI AGUS TRI PURWANTO, menerangkan sebagai berikut :
- bahwa benar saksi adaleh staf pada seksi penerimaan kantor Kas

Daerah Pem.Kab.Blitar ;

. bahwa benar seksi penerimaan kantor Kas Daerah pernah

menerima  setoran  scbesar Rp.19.500.000,- pada bulan

Desember 2003 ; —-
- bahwa benar penyetoran dana tersebut dilakukan di Bank Jatim

oleh SITI SULASTRI, saksi sebagai penerima setoran menanda

tangani bukti setor, bukti sctor yang asli diserahkan kepada

penyetor sedang arsipnya untuk Kas Daerah ; -—-

13. SAKS] MUDJIONO, mencrangkan sebagai berikut :

. bahwa benar ssksi adalah staf Tata Ugaha pada kantor Kas

Daerah Pem.Kab.Blitar sejak tahun 2000 ;

. bahwa benar tugas saksi adalah mengnjukan SPP ke KPKN,
membuat laporan posisi kas, menghimpunfarsip rekening koran

(R/C), assip nota debet kredit dari Bank Jatim ; <----
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bahwa benar saksi mengetahui tentang pengisian buku B.IX
tahun 2002 yaitu laporan posisi kas pada buku B.IX per 31

Desember 2002 ;

bahwa benar posisi kas per 31 desember 2002 adalah

Rp.31.157.634.718,50 dengan perincian sebagai berikut : ~-ve--

Jumlah penerimazn per 31 Desember 2002 = Rp.
337.312.597.478,89

Jumlah pehgeluaran per 31 Desember 2002 = Rp.

306.154.001.760,39

Sisa Kas Daemh ........ eeenes = Rp.

31.157.634.718,50

bahwa benar sisa kas daerah terdiri dari :

Rekening DAU Rp.  5.509.639,33 =comrenicemmmcecnee

Rekening Kas Rp. 4.152.125,084,17 —-eomomsamioaamnen
Jumizh buku ks Rp. 4.157.634.718,50 -——vmrmmemmmaeaee
Rekening beposito Rp.27.000.000.000,00 ---—vreemmeremeveeee

Rp.31.157.634.718,50 —-—creeeemeen

bahwa benar sisa kas .Elaerah yang dikonsep oleh saksi sebesar
Rp.31.157.634.718,50 tetapi ternyata dalam laporan buku B.IX
menjadi Rp.4.157.634.71% 50 karena yang Rp.27.:000.000.000,-
mcn@t Sri Suhartini dimasukkan Deposito ; ---—-----r—-mr--em-

bahwa benar lapaoran posisi kas pada buku B.IX. dibuat setiap

hari dan dikirim ke bagian keuangan setiap hari juga dalam hal

ini ke Subag.Pembukuan (Terdakwa) ;

bahwa benar jumlah Rp.31.157.634.718,50 itulah yang telah
dibuat oleh saksi pade buku B.IX dan dikirim ke bagian
Keuangan tetapi LPJnya sepengetahuan saksi tiba-tiba muncul

B.IX yang berjumlah Rp.4.157.634.718.50 per 31 Desember
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2002, karena pada bulan Maret 2003 saksi tidak masuk kantor

karena sakit ;

. bahwa benar kas pada saldo awal 2003 seharusnya

Rp.31.157.634.718,50 ;

. bahwa benar dari arsip R/C pada Bank Jatim. yang telsh

| - dibukukan untuk pengeluaran tahun 2002, 2003 dan 2004 ada
yang berkode D, A, C, untuk tahun 2002 Rp.17.042.950.000,-

untuk tahun 2003 Rp.27.060.318.225,- untuk tahun 2004

sebesar Rp.24.440.116.900,- ;

14. SAKSI Ir. DACHLAN FATURRAHMAN, MS. menerangkan

sebagai berikut :
- bahwa benar saksi adalah Kepala Bappeda Kab.Blitar sejak 5

Desember 2003;

. bahwa benar setelah Agustus — September 2004, saksi
mendengar adanya' demo yang memproics adanya dugaan

penyelewengan  dana APBD sehingga menyebabkan

kekosongan kas;

- bahwa benar saksi. mendapat keterangan dari Bupati bahwa
kekosongan kas karena adanya képerluan mendesak yang harus
dibiﬁyai lebih dulu yaitu gaji ke 13 dan pemilu, pada waktu itu

semua kepala dinas dan bagian mendapat pengarahan dari

Bupati ; :
15. SAKSI H.MASDAIN RIFAI, menerangkan sebagai berikut : -----

. bahwa benar saksi pernah menjabat anggota DPRD Kab. Blitar

periode 1999 s/d 2004 ; :
. bahwa benar saksi pernah menjabat scbagai ketua panitya
: {

anggaran yang tugasnya membahas semua RAPBD, R PAK dan

Skripsi

Analisis Putusan Nomor ... Rachma Dwi Dody Saputra




Skripsi

.
IR-Perpustakaan Universitas Airlangga !

- rancangan perhitungan APBD, bersama-sama panitya anggaran

eksekutif ;

. bahwa benar hasil pemb~*=san tersebut dilaporkan kepada ketua

dewan ; ‘

. bahwa benar mengenai selisih antara realisasi dengan sisa
perhitungan anggaran di RSUD Ngudi Waluyo tidak diketghui
karena tidak ada keberatan tentang selisth tersebut § meem—eem-—-s

16. SAKSI KUSTANTO menerangkan sebagai berikut : «eese=ee=-ees
. bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena mitra kerja
sewaktu saksi sebagai’ wakil ketua Panitya Anggaran DPRD
Kab.Blitar dari an{isi C yang membidangi Keuangan ; ——--

. bahwa benar. setiap Kkali n;embahas' RAPBD, PAK dan
perhitungan sisa APBD saksi hanya menerima berupa buku

tanpa dilampiri bukti-bukti pendukung, kecuali ada pertanyaan

dari anggota pamtya H

. bahwa benar dalam pembahasan RAPBD, PAK maupun
perhitungan sisa APBD terdakwa selalu hadir ; -=sem—eesormemer=s
17.SAKSI Drs. MASHUDI, menerangkan sebagai berikut : ~—em—--m—r

. bahwa benar saksi adalah Kepala Badan Pengawas Daerah ;ejak

tahun 2004 sampai sekarang ;

- bahwa benar tugas saksi adalah membantu Bupati dalam
penyelenggaraan sebagian urusan pemerintshan dalam bidang

‘ pengawa‘saﬁ, yang' meliputi - | pembinaan,  pengawasan
pcﬁyelenggaraan i;emetihtahm pelaksanaan pembangunan ; -

- bahwa Dbenar pengawasan dilakukan terhadap semua

bagian/dinas dalam administrasi dan keuangan ; se--—ss=--—-----
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. bahwa benar untuk bagian keuangan dan kantor kas daerah oleh
Bupati tidak boleh diperiksa karena itu pada keduanya tidak

pemah dilakukan pemeriksaan ;

[ ——— )

- bahwa benar pada saat .dilakukan pemeriksaan di RSUD Ngudi
Waluyo ditemukan penyimpangan keuangan yaitu selisih antara
realisasi rutin  yang  dilaporkan tahun 2003  sebesar
Rp.11.027.8(?2.833,— sedangkan yang dimasukkan dalam buku

. _ ' sisa perhitungax; APBD tahun 2003 sebesar Rp. .

14.371.694.815,- ;

. bahwa benar atas temuan tersebut saksi melaporkan kepada
Bupati melalui Sekda tetapi kelanjutannya tidak tahu ; =e-emwer-
18. SAKSI Ir. MANGATAS L. TOBING, menerangkan scbagai

berikut :

- bahwa benar ‘saksi adalah Kepala Dinas Prasarana Wilayah

Pem.Kab.Blitar ;
- bahwa benar Dinas Kimpraswil menerima dua macam anggaran
yaitu anggaran  rutin dan perﬁbangunan, yang termasuk
anggaran rutin melipti gaji, honor dan alat-alat tulis, sedangkan

anggaran pembangunan meliputi proyek yang dilaksanakan

Dinas Kimpraswil ;
- bahwa benar untuk éngg;aran rutin Kimpraswil mengajukan SPP
ke bagian Keuangan melalui Sekda kemudian diterbitkan SKO

kemudian diterbitkan SPMG dibagian Keuangan dan dikirim ke

Kas Daerah untuk penceiran ;
. bahwa benar untuk anggaran pembangunan fekanan
mengajukan termin kepada Pimpro, ¢ setelah  dilakukan

pengawasan dan disetjui oleh Bendaharawan proyek maka

_ diajukan SPP serta dilengkapi SKO maka dibuatkan SPMG
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untuk diserahkan ke Kas Daerah kemudian rekanan menerima

dana dari Kas Daetah melelui rekening/giro ;

- bshwa benar untruk proyek jembatan JUGO nilai kontrak
Rp.12.671.000.000,- pada tahun 2003 untuk tshap 1 dibayar
Rp.5.000.000.000,- dan hh;p Il seharusnya dibayar sebesar
Rp.7.671.000.000,- tetapi oleh bagian Keuangan dibagi dua

yaitu tahun 2004 dibayar Rp.4.117.000.000,- sisanya dibayar

tahun 2005 Rp.3.500.000.000,-; |
- bahwa benar proyek 'je‘mbatan JUGO sekarang sudah dibayar
semua pada bulan April 2005 demikian juga untuk proyek jalan

POPOH sudah dibaya‘r oleh bagian Keuvangan ; ---—

. bahwa benar realisasi gaji tshun 2003  adalah
Rp.2.975.573.400,- sedangkan dalam buku pertanggung
jawaban APBD sebesar Rp.3.094.841 .000,- sehingga ada selisih

Rp.119.267.600,- hal ini saksi ketahui karena adanya

pem.eriksaan di Kejaksaan ;

19. SAKSI Drs.ADJI PUDJONO, mmerangkan sebagai berikut ; -—
. bahwa benar saksi pemah menjabat scbagai Ka. Dinas
Pendapatan Daerah M.Bliw sejak tahun 2001 sampai pensiun

30 September 2004 ;

. bahwa benar anggaran yang diterima pada Dinas Pendapatan

ik tahun 2003 Rp4.526.150.521- dan tabun 2004

Rp.6.567.246.152,- ;
. bahwa benar realisasi gaji pégawai tabun 2003 sebesar
Rp.1.841.114.712,- tetapi dalam buku perhitungan anggaran ada
selisih sebésa: Rp.70.475.572,~ hal ini saksi ketahui setelah ada

pemeriksaan di Kejaksaan ;

20. SAKS! BAMBANG SUNTORO, menerangkan sebagai berikut : -
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- bahwa benar saksi adalah Kepala Dinas Pendidikan pada

Petn.Kab.Blitar sejak bulan Maret 2002 ;
- bahwa. benar pada tahun 2003 anggaran rutin
Rp.4.802.358.500,- anggaran pembangunan Rp.5.663.000.000,-

gaji pegawai Rp,101.785.695.138,- ;

- bahwa benar semua anggaran tersebut sudah direalisasi dan

sudah dipertgnggung jawabkan ; _

. bahwa beriar sebelumnya saya tak megetahui tentang adanya
selisih gaji di Dinas- Pendidikan, setelah diberitahu oleh
Kejaksaan baru tahu dan jurﬂlah selisih tersebut seperti lampiran

yang diserahkan oleh saksi dalam persidangan ; ----—-aeeeeemeea--

21. SAKSI dr.BUDI WINARNO, meneerangkan sebagai berikut : -—-
- ' bahwa benar. saksi adalah Direktur RSUD Ngudi Waluyo

Wﬁngi sejak tahun 1998 ;
- bahwa benar RSUD Ngudi Waluyo juga menerima anggaran
yang telah ditentukan dalam APBD yaitu untuk tahun 2003

Rp.9.918.960.460;- dengan perincian ;

Gaji dan beras .................... Rp.4.101,806.088, ——eoeceeeeee
Pendapatan ashi .,,......cooeoo. Rp.5.400.000.000, =emee—eammm
DAU rutin tahun 2002 .......... Rp. 270.000.000,- - -oomereemnnce
Saldo awal ........... R Rp. 147.154.372,- eescomaemen

Rp.9.918.960.460,- ——eomeeeevev

- bahwa benar realisasi anggaran yang dibelanjakan tahun 2003
adalah Rp.11.290.787.055,- hal ini sudah dipertanggung
jawabkan dengan ‘1‘1-1embuat laporan sisa perhitungan APBD
tahun 2003 kepada; Kabag.Keuanganl Kz‘lb.Blitar tertanggal 20
Maret 2004 Nomor 900/156/909/2004, yang diterima oleh

terdakwa pada tanggat 22 Maraet 2004 ;
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- bahwa benar untuk tabun 2004 sesuai dengan PAK anggaran
yang disediakan Rp.11.120.760.000,- sedangkan realisasi yang
dibelanjakan sampai bulan Oktober 2004 Rp.10.417.985.663,-

tetapi karena kegiatan masih berjalan maka belum bisa dibuat

laporannya ;

. bahwa benar mﬁadi selisih antara -realisasi‘ dengan sebenamnya

— i —————

pada RSUD Ngud1 Waluyo dengan yang terdapat dalam buku
sisa pgrhitungan APBD tahun 2003 hal ini saksi ketahui setclah

adanya pemeriksaan di Kejati Jatim, kepada saksi ditunjukkan

buku tersebut ;

o . bahwa benar dalam buku tersebut tertulis realisasi anggaran
pada RSUD Ngudi Waluyo Rp.14.471.694.315,- padahal

menurut laporan saksx kepada Bagian Keuangan pada tanggal

| | 20 Maaret 2004 realisasi anggaran RSUD Ngudi Walu 0 adalah
| ' ‘ Rp.11.200.717.055,- \helamen 275 buku sisa perhltungan
I

APBD tahun 2003) ;

22, SAKSI Drs. SOEBIANTORO, Msi. Mencrangkan sebagai berikut :
. bahwa benar saksi merjabat Sekretaris Dacrah Kab Blitar dari

tahun 1999 sampai dengan tahun 2004, sekarang sebagai

Sekretaris Daerah Kota Mojokerto ; -
" - _bahwa seclama menjabat Sekretais Daerah Kab.Blitar juga

sebagai Ketua Team Anggaran Eksekutif ;

. bahwa benar mekanisme pengeluaran anggaran sampai dengan

bandahara menerima dananya adalah sebagai berikut ¢ --—-—""

bahwa masing-masing unit kerja mengusuikan kegiatan kepada
Bupati dengan mangajukan SFP sesyal SKO yang ada,
kemudian membuat noia dinas untuk mohon pencaimn. kepada

Sekretaris Daerah, setelah ada persctujuah lalu diproses

o
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dibagian Keuangan untuk dibuatkan SPMG dan diteruskan ke
Kas Daerah untuk pembuatan giro dan terakhir dicairkan di

Bank Jatim atau dimasukkan ke rekening bendahara unit kerja

pengguna anggaran ; : ‘

l . ' - bahwa benar perosec'iur tersebut diatur dalam chumsan

Menteri Dalam Negeri No: 29 tahun 2002 ;
- bahwa benar pada Kas Daerah Kab.Blitar pernah terjadi
kekosongan angg@ yang menyebabkan tidak terbayarnya
dana P3DK karena masalah ini pada tahun 2004 saksi dipanggil

oleh Wakil Bupati sekaligus memanggil KabagKeuangan,

waktu itu Kabag.Keuaﬂgan (Krisanto) menjelaskan bahwa
penyebab kas kosong karena beberapa kebutuhan mendesak

yang harus dicukupi ; P

- bahwa benar untuk menutupi kas yang kosong ada upaya untuk

pinjam pada Bank Jetim tetapi gagal, karena Bank Jatim

mensyaratkan adanya persetujuan DPRD ;

- bahwa benar setelah gagal lalu saksi bertemu Buapti untuk

diusahakan pinjam ke Koperasi Praja Mukti ; -----esnommmme—
- bahwa benar saksi pernah mendengar'_adanya éPMG kode D
yaitu setelah tidak terbayarnya dana P3DK, SPMG tersebut
terbit tanpa melalui prosedur karena tanpa SPP dan SKOQ ; -
- bahwa benar pernah mendapat laﬁbmn dari Bawasda bahwa

para Kepala Dinas menyampaikan adanya selisih antara realisasi

dengan laporan pertanggung jawaban ;
. bahwa benar yang dilaporkan oleh Bawasda adalah adanya.

' t
selisih antara realisasi anggaran dengan yang dilaporkan dari

RSUD Ngudi Waluyo Wlingi;
23. SAKSI INTARINI, menerangkan sebagai berikut : ----smer-—-=---
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. bahwa benar saksi adalah staf di Kantor Kas Daerah Kab.Biitar ;
- bahwa benar saksi yang menulis/memasukkan angka pada buku

B.IX atas perintah Sri Suhartini dan konsep angka tersebut juga

dari SRI SUHARTINI
- bahwa benar konsep yang dibuat MUJIONOtidak dipakai,

karena MUJIONO pada waktu itu sakit, meka konsep dari

MUIJIONO dngantl dengan yang saksi tulis ;
24. SAKSI ABDUL ROCHIM menefangkan sebagm berikut ; <e-——

- bahwa benar saksi karyawan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi,

sebagai staf di bagian penyusunan anggaran ; -
- bahwa benar saksi yang menyerahkan laporan tentang realisasi
anggaran tahun 2003 ke Bagian Keuangan kepada Terdakwa

pada bulan Maret 2004 ;

- bahwa benar menurut draf realisasi anggaran yang dibuat oleh

bagiah keuangan scbesar Rp.l4 milyard padahal realisasi

anggoran RSUD Ngudi Waluyo Wlingi tshun 2003 yang

sebenarnya sebesar Rp.11 milyard ;
- bahﬁ;a benar adanya selisin tersebut saksi akan beritahukan
kci)ada Krisanto tapi hanya ketemu Terdakwa, saksi serahkan

laporan tersebut pada Terdakwa dan mengatakan akan

konfirmasi dulu kepada Krisanto ;

. bahwa benar ternyata pada waktu pembahasan di DPRD yang

" digunakan adalah yang Rp.14 Milyard ;
25. SAKSI Drs. HAFIZD NOVIANTO, BSc.SH. menerangkan

sebagal berikut ;

- bahwa benar saksi mengetahm adanya transaksi pada rekening

terdakwa di Bank Jatim ;
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bahwa benar terdakwa. memiliki rekening Deposito, rekening

pinjaman dan rekening tabungan ;

bahwa benar pada tanggal 28 Januari 2002 terdapat Deposito

sejumlah Rp.70.000.000.- ;
bahwa benar pada tanggal 24 Mei 2002 setoran tunai pada
rekening terdakwa tetapi diatasnya tertulis gaji pegawai ; =-—-—

bahwa benar pada tanggal 27 Mei 2002 juga ada setoran tunai

sebesar Rp.25.000.000,-

26. SAKSI SAMIRIN DARWOTO, mencrangkan sebagai berikut ! --

bahwa benar saksi aadalah Ketua DPRD Kab.Blitar periode

1999-2004 ;

bahwa benar Panitia Aﬂggaran adalah salah satu dari
kelengkapan dewan yang memiliki ketua dan wakil ketua

tersendiri, sedangkan untuk pimpinan DPRD tidak masuk dalam

Panitia Anggaran ;
bahwa benar rancangi;h perhitungan sisa anggaran disampaikan

oleh Team Anggarar Eksekutif kepada pimpinan PPRD

selanjutnya memanggil Panitia Anggaran untuk membahas

perhitungan sisa anggaran ;

bahwa benarketua team -angaran eksekutif diketuai oleh

Sekretaris Daerah ;

bahwa benar anggarin tahun 2003 sudah .dipeﬁangguhg_

jawabkan pada bulan Maret 2004 ;

bahwa benar saksi mengetahui adanya kekeliruan dalam

perhitungan sisa anggaran setelah diperiksa penyidik ; ~—-——

7. SAKSI SAMILAH,menerangkan sebagai berikut : --e---—-

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umnum menerangkan bahwa

saksi: SAMIL.AH karena dalam keadaan sakit dan tidak
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memungkinkan dihadirkan, maka Majelis memerintahkan Jaksa

Penuntut Umum  untuk membacakan keterangan ‘'saksi
! o SAMILAH yang dalam. berita acara penyidikan dan terdakwa
! . )

telah menyetujuinya ;

- Menimbang bahwa atas keterangan saksi SAMILAH yang
! ~ dibacakan terdakwa membantah keterangan saksi N0.16 ; -
l 28. SAKSI Drs.M.RUS'JISAN,MM. menerangkan sebagai berikut :---
‘ | . bahwa benar saksi menjabat Ka.Bag.Keuangan sejak 28 Maret
‘ ' ' 2002 s/d 4 Desember 2003 dan sejak 5 desember 2003 sebagai

Kepala Dinas Inpormasi Publik dan Pariwisata | ==-ee-———ea=aee-
- bahwa benar tugas saksi sebagai Ka.BagKeuangan adalah

penyusunan rancangat program APBD, pengumpulan dan

pengelolaan administrasi  Keuangan Daerah, pengujian

kebénamn penerbitan SPMG ;
. bahwa benar yang mencrbitken SPMG dilakukan oleh Subag.

Perbendaharaan termasuk untuk menguji SPP dan SKO ; -------

. bahwa benar prosedur untuk pencairan anggaran oleh unit kerja

yaitu : Bendahara Urit Kerja menggjukan SPP ke Subag.
| Anggaran, dicocokan dengan SKO yang sudah ditandan tangani
oleh Sekretaris Daerah, kemudian dikiim ke subag.
Perbendaharaan untuk diteliti dan dibuatkan SPMG, setelah
diparaf Ka. Subag. Perbendaharaan dan ditanda tangani oleh Ka.
Bag. Keuangan lalu dikembalikan ke Unit Kerja untuk dibawa
ke Kas Daerah guna pemindah bukuan ke Rekening Bendahara

Unit Kerja di Bank Jatira ;

- bahwa benar untuk perhitungan dana tersebut dicatat dalam
buku B.IX oleh Kantor Kas Daerah kemudian dikirim ke Subag.

Pembukuan (Terdakwa) ;
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bahwa benar yang dimaksud SPMG kode D adalah SPMG PA

(pengembalian ayat) ;

bahwa benar saksi menanda tangani SPMG PA sejak bulan
April 2002, SPMG PA tersebut dibuat untuk kepentingan Bupati
dan tanpa dilampiri SPP dan SKO ;

bahwa benar permintaan dana‘ oleh Bupati biasanya melalui Ka.
Subag. Anggaran tetapi saksi pernah di perintah Bupati melalui
telpon sekxtar Septembter dan Nopembr 2002, minta dana karena
kebutuhan  mendesek  masing-masing  Rp.200.000.000,-

i

kemudian diterbitkan SPMG PA :

bahwa benar posisi kas dari Kas Daerah selalu dilaporkan ke
Subag. Pembukuan kemudian dibuat laporan ke Bupati melalui
Sekretaris Daerah yang ditanda tangani oleh Ka. Bag.

Keuangan;

bahwa benar pada tahun 2002 saksi menanda tanagani 51
SPMG PA senilai kurang lebih Rp,17 Milyard, sedangkan tahun
2003 menanda tanagani 61 SPMG PA senilai lebih kurang
Rp.24, milyard, yang mencairkan adalsh bendaharawan gaji

sckretatiat, uangnys; diserahkan pada Krisanto kemudian

diserahkan kepada Bupati ;
bahwa benar penerbitan SPMG PA berdasarkan pada Keputusan
Mendagri No.903 tahun 1987 yaitu dana dapat diambil dari pos

penerimaan bukan pos pengeluaran, karsena itu maka tidak

dilampiri SKO dan SPP ;
bahwa benar penerbitan SPMG PA belum ada yang
dipertanggung jawabkan, karena itu pengeluaran melalui SPMG
PA disisipkan pada pos gaji yang mengerjakan adalah
Terdakwa;
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bahwa benar penerbitan SPMG PA bermula karena adanya

permintaan dana ‘dari Bupati kepada KRISANTO untuk

kebutuhan mendesak ;
bahwa beﬁar karena pos untuk mémenuhi permintaan Bupati
tidak ada, maka KRISANTO mengundang saksi untuk rapat,
membicarakan hal -tersebut, waktu. itu yang ikut rapat adalsh

saksi, krisanto, Solichin dan Terdakwa ;

. bahwa benar dalam rapat terscbut Terdakwa menyampaikan

bahwa untuk memenuhi kebutuhan Bupati dapat ditempuh

menggunakan SPMG PA dengan mengambil sisa lebih DAU ; -

29, SAKSI KRISANTO,SF MM. menerangkan scbagai berikut : ----

bahwa benar saksi'se;bagai Ka.subag.Keuangar sejak Maret
2004, sebelumnyh sebagai Ka.Subag.Anggaran sejak

tahun1997-2003 ;

bahwa benar saksi juga ikut menanda tangani SPMG ketika

menjadi Ka.Bag. Keuangan ;

_ bahwa benar SPMG yang biasa dibuat adalah SPMG Gaji,

SPMG Rutin dan Pembangunan ;

bahwa benar untuk menerbitkan SPMG harus ada SPP dan
SKO, Ka.Subagil Anggaran bertugas meneliti adanya SPP dan

SKO ;-

bahwa benar saksi mengetahui tentang SPMG PA yaitu dana .
yang direalisasi dari ayat penerimaan yang sudah adadalam
APBD, menurut Terdakwa berdasarkan Keputusan Mendagri

903 tahun 1987 SPMG PA dapat dicairkan dari ayat penerimaan

asalkan dapat dipertanggung jawabkan ]
bahwa benar yang sudsh cair dengan SPMG PA pada tahun

2002 berjumiah Rp 17.047.950.000,- tahun 2003 betjumlah
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Rp27.060318.225-  dan  tahun 2004 berjumlah

Rp.24.424.266.900,-5 -
bahwa benar semua dana tersebut secara administrasi sudah

dipertanggung jawabkan tetapi secara riel belum ;

bahwa benar pertanggung jawaban sccara administrasi

dilakukan dengan memasukkan dalam pos gaji, hal ini yang

lebih tahu Terdakwa ; -

bahwa benar menurut K.ebutusan Mendagri tersebut SPMG PA

diperbb]ehkan tanpa SPT’ .da.n SKO;

bahwa penerbitan ‘pa'da . SPMG PA bermula dari adanya

] permintaan dana dari Bupati kepada saksi paada awal tahun

2002 untuk mencukupi kebutuhannya karena permiﬁtaan
tersebut tidak dis;nggarkan daiam pos belanja APBD maka saksi
berupaya dan bq;koc:rdinasi dengan KaBag. Keuangan
(Solfchin Inanta), KaKas Daerah (M.Rusjdan) dan Terdakwa

untuk mencari jalan keluar memenuhi permintaan Bupati ; —----

. bahwa benar dalam sebuah pertemuan Terdakwa menyampaikan

bahwa dana kebutuhan Bupati tersebut dapat diambil dari pos
penerimaan déngan menerbitkan SPMG PA, kemudian hasil
koordinasi tersebut disampaikan kepada Sekretaris Daerah dan

diteruskan kepada Bupati, oleh Bupati dikatakan bahwa semua

tanggung jawabnya ;
bahwa benar yang _mencairkan- dana dari SPMG.PA adaiah
saudara LILIK PUPWANTO (Bendaharawan gaji) kemudian
diserahkan kepada saksi untuk diteruskan kepada Bupati Imam

Muhadi tanpa diberikan tanda terima ;
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. bahwa benar selain dicairkan oleh LILIK PURWANTO juga

oleh TITIK WISMIATI, diserahkan kepada saksi maupun

langsung kepada Bupati ;

- bahwa benar pqnerbitz;n SPMG PA tidak melalui
Subag. Verifikasi ':tetapi. setelah.  diterbitkan  oleh
Subag.Perbendaharaan ditanda tangani Ka.Bag. Keuangan lalu
dikirim ke Kas Daerah untuk proses pencairan dana, setelah cair
maka satu  duplikat  diserahkan ke ~ Terdakwa

(Ka.Subag.Pembukuan) untuk dibukukan ;
. bahwa benar ‘SPMG PA No. 1 dan 2 tahun 2002 sebésar

Rp.2.000.000,~ saksi serahkan kepada Bupati bersama Solichin

Inanta ; -
- bahwa benar saksi permah diminta oleh SRI SUHARTINI atas
perintah Sekretaris Kabupaten untuk membuka rekening atas

nama PRIYONO HADI tetapi tidak pernah perintahkan

PRIYONO HADI untuk buka rekening
30. SAKSI SOLICHIN INANTA,SH,M.Si, menerangkan sebagai
berikut:

- bahwa benar sakasi menjabat sebagai Kepala Kas Daerah sejak
tahun 2002, bulan April. sebelumnya menjabat sebagai Ka. Bag.

Keuangan ;

- bahwa benar ada keitan antara Kas Daerah dengan Subag.
Pembukuan (‘rerdakw;) yaitu dalam rangka pembuatan laporan
keuangan pada buku B.IX, buku BIX setelah ditanda tangani
oleh Kepala Tata Usaha Kantor Kas Daerah lalu dikirim ke

Subag. Pembukuan ; . t

- bahwa benar saksi pernah menanda tangani SPMG PA dua kali

yaitu tanggal 4 Maret 2002 ;
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- bahwa benar secara formil SPMG kode D sudah dipertanggung

jawabkan secara administratif, tetapi secara riel belum ada

pertanggung pertangging jawaban ;
- bahwa benar jumlah SPMG kode D yang diterbitkan tahun 2002
sebanyak 59 lembar senilai Rp.17.047.950.000,- tahun 2003

sebanyak 56 lembar senilai Rp.27.060.318.225,- sedangkan

tahun 2004 senilai Rp.24.424.266.900,- ;
31. SAKSI AHLI : Drs. EDY SULISTYONO, menerangken sebagai

berikut :

- bahwa benar saksi mengaudit keuangan di Pem.Kab. Blitar
sejak tanggal 20 Januari 2005 selama 20 hari kerja dengan fokus

pada pemeriksaan mengenai penggunaan dan pertanggung
jawaban dana ;

 bahwa benar ditemukan penyimpangan atas prosedur pengeluaran
dana dari Kantor Kas Daerah Kab. Blitar yang menimbulkan

kerugian pada keuangan daerah yaitu adanya penerbitan SPMG

yé.ng diberi kode D tanpa SPP dan SKO yaitu:
untuk tahun 2002 senilai Rp.17.047.950.000,- -----eemcmememaeane
untuk tahun 2003 senilai Rp.27.060,318225,  -resrereremsesescre
untuk tahun 2004 senilai Rp.24.230.116.900,-  -~eeermeeoemeorermee

seluruhnya berjumlah Rp.68.338.435.125,-  semua tanpa

pertanggung jawaban ;
- bahwa benar pada tahun 2002 terjadi pemindsh bukuan dari
Rekening Kas Dacrah ke Rekening pribadi KRISANTO tidak
sesuai prosedur dan tidak ada pertanggung jawabannya sebesar
Rp.2.000.060.000,- yaih-.tar-lggal 24 Juli 2602 di Bank Jatim
Cab. Blitar, sebesar Rp.500.000.000,- tenggal 29 Juli 2002 di
. BRI Cab. Blitar, sebesar p.1.500.000.000,- ; -———-cmmmemememeecne
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bahwa benar pada tanggal 10 Maret 2003 ada pindah buku dari
Rekening Kas Dacrah ke Rekening PRIONO HADI di Bank

Mandiri Cab. Blitar ftidak sesuai prosedur dan tanpa

pertanggung jawaban ;
bahwa benar terjadi ﬁenggelapan Rekening Giro dan Depasito
milik Kas Daerah dengah' cara mengubah pencatatan di
Rekening Penerimaan dasn pengeluaran Kas Daerah sebesar
Rp.27.000.060.000,- selanjutnya tahun 2003 dialihkan ke
Rekening pribadi KRISANTO sebesar Rp.24.000.0Q0.000,— -
behwa benar pada tahun 2002 adapengembalian dana sebesar
Rp.3.222.750.000,- pada tahun 2003' ada pengembalian.- dana
sebesar Rp.19.305.000.000,- dari Bendshara Gaji Sckretariat

dan Bendahara Kantor Pemerintahan ;

bahwa benar pada tahun iOO4 juga ada pengembalian dana
sebesar Rp.4.000.000.q00,- yang digunakan untuk proyek
Jembata;n JUGO dengan demikien jumlah dana yang sudah
dikembalikan Rp.26.527.750.000,- ini meerupakan faktor

pengurang kerugian keuangan daerah ;

bahwa benar dengan adanya faktor pengurang maka kerugian ‘
Negara seluruhnya adalah Rp.73.840.635.125,~ ; ~eemeeseonnceee
bahwa benar peraturan perundangan yang mengatur tentang
pengelolaan keuangan daerah antara lain : PP No.105 tahun
2000, Kep. Mendagri No.29 tahun 2002 dan Kep. Mendagri No.
1 tahun 1980 ;

bahwa benar mendepositokan Kas Daerah Diperbolehkan
dengan catatan ada Kas yang mengangguf tidak ada tagihan,

memberi tambahan 'bagi peningkatan pelayanan masyarakat
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(pasal 19 ayat 3, PP No. 105 tahun 2000 dan kep. Mendagri No.

29 tahun 2000) ;

- bahwa benar berdasarkan pasal 7 ayat 1 Kep. Mendagri No. 29
tahun 2000 pengeluaran yang mendesak harus dianggarkan

 tersendiri  dalam APBD, setiap pengeluaran pertanggung

jawabannya harus riel ;
TERDAKWA : BANGUN SUHARSONO, menerangkan sebagai

" berikut :

- bahwa benara sisa kas daerah yang tertera dalam buka B.IX
untuk tahun 2002 seharustiya Rp.31.157.634.718,50 tetapi yang
ertulis sebesar Rp.4.157.634.718,50  jadi adaselisih

Rp.27.000.000.000,- hat ini terdakwa mengetahui pada waktu

penyidikan ;
- bahwa benar terdakwan sudah bertanya ke Kantor Kas Daerah

tentang saldo kas tahun 2002 yang dijawab bahwa sisa kas

sebesar Rp.4.157.634.718,50 ;
- bahwa benar ketika menyusun draf perh-itungan APBD tahun
2002 seharusnya sisa kas daerah adalah Rp.31.157.634.718,50
tetapi ternyata laporan kantor Kas Daerah ke Bagian Keuangan

hanya sebesar Rp.4.157.634.718,50 ;

- bahwa benar Terdakwa tidak tahu kemana selisih
Rp.27.000.000.000,- tersebut, Terdakwa hanya menyesuaikan
angkanya dengan vang ada di Kas Daerah yaitu
menggélembtmgkan / memperbesar selisih Rp.27.000.000.000,-
tersebut pada pos gaji di 32 Dinas / Unit dan 22 Kecmat;n;---

- bahwa benar tindakan penggelembungan yang 'i"erdakwa

lakukan semua atas perintah Bupati. IMAM MUHADI,
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Terdakwa mcnyesuaikan SPMG nya, untuk SPMG yang tertera

untuk gaji maka dimasukkan ke Pos Gaji ;
- bahwa benar buku B.IX. yang membuat adalah Kantor Kas

Daerah sebanyak 5 rangkap dikirim ke Subag. Pembukuan

setiap hari yang saksi terima 3 rangkap ;
- bahwa benar SPMG iPA bermula awal tahun-2002 Bupati
met.nanggil KRISANTO katanya Bupati memerlukan dana
Rp.z.ooo.oob.ooo,- Talu karena dana tersebut tidak dianggarkan
dalam pos belanja maka KRISANTO berkoordinasi dengan
Terdakwa, Kabag. "Keuang#n, Kepala Kas Deerah untuk
mencari jalan keluar lalu terdakwa tunjukkan bahwa dana
ltersebut bisa diambil dengan PA (pengembalian ayat)

berdasarkan Kep. Mendagri No. 903 tahun 1987 asalkan dapat

dipertanggung jawab_kan ;
- bahwa benara SPMG PA dibukukan dibuku B.XII demikian

" juga SPMG yang lainnya ;

- bahwa benar SPMG PA tanpa ada SKO dan tidak pula disertai

SPP; -

- bahwa bepar pembukuan SPMG PA pada buku B.XII
menyalahi prosedur karena seharusnya tidak dibukukan di buku

B.XTII tersebut ;

- bahwa benar SPMG kode D yang terbit tahun 2002, 59 lembar
senilai Rp.17.047.950.000,- dan tahun 2003, 55 lembar senilai

Rp.27.060.318.225,- tetapi terdapat setor kembali senilai

Rp.19.306.000.000,- ;
------ Menimbang, bahwa telah ditunjukkan di depz'm persidangan bukti

surat yang telah disita secara sih antara Iain :

1. 12 Buku Arsip B.IX Kantor Kas Daerah Kab. Blitar tahun 2002 ; -
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2. 11 Buku Arsip B.IX Kantor kas daerah Kab. Blitar tahun 2003 ; -
3. 25 Buku Arsip B.IX Kantor Kas Daerah Kab. Blitar tahun 2004 ;-—-
4, Lampiran laporan Peertanggung jawaban Bupati Blitar tahun

anggaran 2003 ;

5. Naskah LPJA 2003 ;

6. B.V (Buku Pengeluaran Gaji) tahun 2002 (asli) ;

7. B.V (Buku Pengeluaran Gaji) tahun 2003 (asli) ;

9. SPMG kode D tahun 2002 ;
10. SPMG kode D tahun 2003 (kecuali No.12/d/R. tanggal 31-3-2002,

senilai Rp.50.000.000,- ;

11. SPMG kode D tahun 2004 (kecuali No.61/d/R. tanggal 30-8-2004,

_ senilai Rp.210.000.000,- ;

12. R/C tahun 2002 ;

13. R/C tahun 2003 ;
14. Surat Pernyataan Bapel Kesmas RSU Ngudi Waluyo Wlingi ; ------

15. Daftar Hadir Karyawan BAWASDA Kab, Blitar tanggal 23 Januari

2004 dalam rangka pengarahan Bupati Blitar ;

16. Duplikat SPMG kode D tahun 2002 No. 1 5/d 59 ; wrssmm—emmmsme

17. 1(satu) bendel kwitéiinsi No. 1 s/d32;

18. R/C Februari — Nopember 2004 (asli) ;

19, R/C Januari — Oktober 2004 (asii) ;

20. R/C Januari 2003 dan R/C desember 2003 (foto copy) ; s==--------
21. Surat Perjanjian Hutany Piutang antara Pem.Kab.Blitar dengan

KPRI “ PRAJA MUKTI “ Pem.Kab.Blitar (asli) ; swse--—vweseer———-

279 Surat Permohonan Pinjaman (asli) ;
' t

23. PAK — APBD tahun 2002 ;
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24. APBD 2002 + Penjabaran, Penjabaran PAK 2002, Sisa

Perhitungan APBD + Penjabaran 2002 ;
25, APBD 2003 + Penjabaran, Penjabaran PAK 2003 + Penjabaran
Sisa Perhitungan APBD 2003 + Penjabaran 2003 ; -———-——---

26. APBD 2004 + Penjabaran, PAK APBAD 2004 + Penjabaran,

Laporan Semester | APBD 2004-;

Dan barang bukti berupa :

- - 1(satu) Rumah dan Tanah di Jalan Serayu No.212 Blitar beserta

surat-suratnya ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi

ahli, keterangan Terdakwa dan bukti surat telah diperoleh fakta

peristiwa sebagai berikut:
- ‘Bahwa Terdakwa Bangun Suharsono bin Subrahim dan
terdakwa-terdakwa dulam perkara lain yaitu Drs. Imam Muhadi,
MBA, MM, Drs. Rusjdan, MM, Solichin Inanta, M.Si, serta
Krisanto, SE, MM ~dalsh pejabat pada Pem Kab.Blitar yang
mempunyai otoritas dalam peﬁgelolaar; pemetintahan Kab.
Blitar kiaususnya otoritas dalam mengelola keuangan;—-----------

- Bahwa terdakwa ABang;m Suharsono bin Subrahim adalah
Ka,Subag.Pembukuan pada'bagia.n keuangan Pem.Kab.Blitar
sejak tahun 1990 dengan tugas dan fungsi antara lain
membukukan ﬁenerimaan dan pengeluaran berdasarkan bukti
yang ada serta membuat laporan triwulan, laporan sisa APBD;--

. Bahwa Drs. H. Imam Muhadi. MBA.MM sebagai bupati Blitar
période 2001-2006, Drs. Rusjdan.MM sebagai kepala Kas
Daerah sejak tahun 2001-Maret 2002, sei:agai Kabag Keﬁangan
sejak Maret 2002- 4 Desember 2003, Solichin Inanta. M.Si.

sebagai Kabag Keuangan sejak tahun1999-Maret 2002 dan
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sebagai Kepala Kas Daerah sejak 27 Maret 2002, Krisanto,
SE.MM. scbagai Kasubag. Anggaran sejak tahun 1978 9/d tahun
2003 dan sebagai Kabag Keuangan sejak Maret 2004 ; —eaee----

Bahwa pengelolaan keli-angan Pem.Kab. berdasarkan APBD
yang telah disahkan oleh DPRD Kab.Blitar dan menjadi
PERDA, di dalam APBD tersebut terdiri dari sisi penerimaan .

dan sisi pengeluaran yang = dalam pelaksanaannya sisi

.pengeluafan adalah segala pembiayaan dan belanja yang telah

ditentukan dalam .APBD, sedangkan sisi penerimaan adalah
semua jenis penerimaan yang sah yang telah ditetapkan dalam

APBD;

Bahwa pada awal tahuri 2002 Drs. H. Imam Muhadi. MBA.

MM scbagai bupati memerlukan dana untuk membiayai

kegiatan vang mendesak yang tidak tercantum dalam APBD,
bupati memerintahkan " KRISANTO agaf mengupayakan
pemenuhan dana kebutuhan bupati tersebut, perintah ini oleh

KRISANTO disampaikan kepada Drs. Rusdjan, MM, Solichin

Inanta,SH.MM dan Bangun Suharsonon;

_ Bahwa oleh karena tidak ada Pos APBD untuk memenuhi

perintah bupati tersebut maka Terdakwa bersama KRISANTO,
M.Rusdjan, Solichin Inanta, megnadakan pertemuan untuk

mencari jalan Keluarnya ;

Bahwa dala.m pertemuan bérikutnya Terdakwa menyampaikan
bahwa setelah berkonsultasi ke Pemda Tingkat I diberi petunjuk
yaitu permintaan bupati dapai ‘dipenuhi melalui SPMG PA
(Pengembalian)artinys pengeluaran anggaran melalui pos

penerimaan asalkan dapat dipertanggung jawabkan dasarnya

adalah per-Mendagri No.903 tahun 1987;
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Bahwa adanya jalan keluar tersebut disampaikan' kepada
Sekretaris Kabupaten juga kepada IMAM MUHADI dan

disetujui, maka dipenuhilah permintsan IMAM MUHADI

dengan terbitnya SPMG kode D pertama kali 2 lembar yang

ditands tangani oleh SOLICHIN INANTA yang waktu itu

sebagai Kasubag. Keuangan masing-masing senilai

Rp.1.000.000.000,- ;
Bahwa prosedur penerbitan SPMG yang benar adalah dengan
cara pengiriman nota dinas dari unit Pengguna Anggaran
disertai SPP kepgdh Sekretaris Kabupaten, apabila sesuai
dengan SKO yang ditetapkan maka_SPMG diproses di Bagian
Keuangan, kemudian setelah terbit SPMG tersebut diteruskan

ke Kantor kas Daerah untuk pembuatan Giro dan dengan Giro

tersebut dana dipindahkan dari Rekening Kas Daecrah ke

Rekening Bendahara Unit Pengguna Anggaran ; ---ssas---—-—==-
Bahwa SPMG kode D diterbitkan tanpa adanya SKO dan tidak

pula disertai SPP ;

Bahwa untuk mempermudah dalam membedakan dengan
SPMG lainnya maka oleh Kasubag, Perbendaharaan SPMG PA
tersebut diberi kode D sehingga SPMG PA disebut SPMG kode.

D;

Bahwa sejak diterbitkannya SPMG kode D yang pertama

tersebut maka setiap kali ada permintaan dari Drs. IMAM

MUHADILMBA.MM. untuk menyediakan dana kepada
KRISANTO, SE.MM. diterbitkanlah SPMG kode D, hal ini
berlanjut selama tahun 2002 hingga terbit sebanyak 59 SPMG
dengan nilai Rp.17.047.950.000, yang ditanda tangani oleh

SOLICHIN INANTA, SH. dan Drs.M. RUSJIDAN, demikian
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pﬁla pada tahun 2003 telah terbitSPMG kode D sebanyak 56
lembar dengan mlm Rp.27.060.318.225,- yang ditanda tangani

oleh KRISANTO dan Drs.M.RUSJIDAN,MM ; ~-eveveeesenemeane
Oaahwa setiap akhir tahunanggaran dibuat Laporan sisa
perhitungan APBD sebagai pertanggung jawaban Bupati kepada

’ DPRD Kab. Blitar, yang menyusun Laporan sisa perhitungan
adalah B:?gian Keuangan dalam hal ini Terdakwa dan

KRISANTO sﬁW

- Bahwa pengeluaran anggaran dengan SPMG kode D tidak ada

pertanggung jawaban dalam penggunaannya, maka agar dapat
dipertanggung jawabka:l secara administrasi, Terdakwa
memasukkan pengeluaran anggaran dengan SPMG kode D
tersebut keadalam Pos Bt_:lanja Pegawai dan belanja lainnya
dengan cara memper besar nilai (Mark Up) pos belanja pegawai
(gaji) dan belanja lainnya pada 32 Unit Kerja dan 22
. Kecamatam dilingkungan Pem.Kab. Blitar bahkan pada

beberapa Unit Ketja pos Belanja pegawai dipeerkecil

dibandingkan realisasi Riel ;
- -Bahwa dengan memperkecil aiau memperbesar gaji pegawai
dan belanja Iainnya pada 32 Unit kerja dan 22 Kecamatan dalam
buku Laporan Sisa Perhitungan maka sep]ah-olah a’ngg@
yang keluar memelui SPMG kode D telah' dipertanggung
jawabkan padahal secara riel belum ada pertanggung jawaban ; -
- ' Bahwa perbuatan Terdakwa memperbesar atau memperkecil
angka-angka pada buku Laporan sisa perhitungan APBD
dilakukan untuk tahun anggaran 2002 dan 2003 ; —--ewe—eme--
- Bahwa pencairan do~- SPMG kode D dilakukan dengan

pemindah  bukuan dari. Rekening Kas Daerah ke Rekening
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Bendaharawan gaji secrgtariat(LILIK PURWANTO) pada Bank
Jatim selanjutnya LILIK PURWANTO mendirkan dana tersebut
untuk diseralikan kepada IMAM MUHADI melalui KRISANTO;-

_ —---- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dari
keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan saksi
ahli, barang bukti dan petunjuk dalam hubungannya antara yang
satu dengan yang lainnya, apakah perbuatan terdakwa dapat

memenuhi unsur-upsur dari pésal dalam Undang-Undang yang

diaakwakan Jaksa PEnuntut Umum ;
- Menimbang, bahwa Terdskwa BANGUN SUHARSONO
digjukan ke depan peréidahgan dengan dakwaan sebagai berikut ; --

PRIMAIR :

Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang
pemberantasan tindak pidana KORUPSI sebagai mana telah diubah

dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke 1

KUHP jo pasat 64 ayat'1 KUHP ;

SUBSIDAIR :
Melakukan tindak pidans -sbagai mana diatur dan diancam pidana
dalam pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 199? tentang
pemberantasan tindak piclana KORUPSI sebagai mana telals diubah

dengan UU No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo
pasal 64 ayat 1 KUHP ;

, === Menimbang, bahwa dengan susunan dakwaan yang demikian
ini maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair

b

yang unsur«uﬂsurnya antara lain : 4

1. Setiap 6rang .

2. Sccara melawan hukum ,
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4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ,

5. Sebagai tindak pidana penyertaan ,

6. Dilakukan secara berlanjut ;

Ad.l: Unsur setiap om?g; :

Menimbané, bahwa setiap ‘orang bila dihubungkan dengan
subyek hukum dalam delik pidana umum, maka yang dimaksudkan
adalah barang. siap'a 'ygim orang perorang (person) maupun badan
hukum yang dapatﬁ bertindak sebagai subyek hukum Smng schat

jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan -

perbuatannya ; -

‘Menimbang, bahwa apabila dibandingkan antara unsur setiap
orang dalam pasal 2 UU No.31/1999 dengan pasal 3 maka yang
dimaksudkan sebagai setiap orang dapat dibedakan menjadi orang

perorang set_)agai pribadi, orang yang memegang k.aBatan dan

korporasi ;
| Menimbang, bahwa terdakwa BANGUN SUHARSONO
dapat melakukan tindakan karena dalam kapasitasaya sebagai
pemegang jabatan Kasubag. Pembukuan berdasarkan SK. Bupati
Blitar No.820/07/923.031/2001, t;‘ngga.l— 18-1-2001, bukan sebagai
person an sich(:.)'rang perorang sabagi pribadi) tetapi karena sebagai

person yang memegang jabatan yang mempunyai wewenang

kesempatan atau sarana ;
Menimbang, bahwa dengan kapasitas yang demikian itu maka
tidak tepat apabila Terdakwa BANGUN SUHARSONO

dikwalifikasi sebagai setiap orang sebagai mana yang dimaksudkan

dalam pasal dakwaan primair ini ;
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| Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang tidak
terpenuhi dan karena sal.ah satu unsur tidak terpenuhi, maka Majelis
Hakim tidak mempertimbangkan unsur lainnya dan menyatakan
bahwa Terdakwa BANGUN SUHARSONO secara sah dan
meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana
sebagai didakwakan dalam dakwaan primair serta membsbaskan

Terdakwa BANGUN SUHARSONO dari dakwaan tersebut ; «v-----

Menimbang, bahwa szlanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan

subsidair yang unsur-unsurnya antara lain ;

1. Setiap orang,

2. Dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu

korporasi ,

3. Menyalah gunakan kr:wengngm kesempatan atau ‘sarana yang
ada padanya karena jabatan , '

4. Dapat meerugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara,

5. Sebagai tindak pidana penyertaan ,
6. Dilakukan secara berlanjut ;
Ad.1. Unsur setiap orang :

Ménirnbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa

saja orang perorang 'yang mempunyai jabatan schingga oleh
karenanya mempunyai kewenangan, kesempatan atau sarana untuk

melakukari suatu tindakan karena jabatannya itu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa BANGUN SUHARSONO

. adalah orang yang memegang jabatan kasubag. Pembukuan pada

Bagian Keuangan Pem.Kab.Blitar yang diangkat berdasarkan SK.

Bupati Blitar No.820/07/423.031/2001, tanggal 18 januari 2001

dengan demikian Terdakwa berkapasitas sebagai setiap .orang
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seperti yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang No.31 tahun

1999,

Menimbang, bahwa selain berkapasitas sebagai pemegang
jabatan, secara personlijk Terdakwa dalam keadaan schat jasmani
dan rohani schingga mampu  mempertanggung  jawabkan
perbuatannya dan tidak pula ada alasan pemeaf dan pembenar maka

unsur setiap orang telah terpenubhi ;

Ad.2. Unsyr dengan tujuan menguntusiekan diri sendiri tau oran

£,

lain atau korporasi :

Menimbang, bahwa dengan adanya kata atau pada kalimat
unsur kedua ini menunjukkan adanya sebuah pilihan apakah

perbuatan Terdakwa bertvivan menguntungkan diri sendiri atau

orang lain atau korporasi ;

Menimbang, bahwa; dan keterangan saksi Drs. M.
RUSJDAN, MM. SOLICHIN INANTA, SH.Msi. dan KRISANTO,
SE.MM. serta keterangan Terdakwa terbukti pada bulan Pcbruari
2002 karena adanya permintaan dana.dari Drs.H. IMAM MUHADI,
MBA.MM, kepada KRISANTO, SE.MM. nadahal dana tersebut
tidak tersedia dalam APBD maka agar dapat memenuhi penmntaan
tersebut diadakan pertemuan qntuk membahasnya yang dihadiri
oleh Terdakwa, saksi Drs M.RUSJDAN, MM. saksi SOLICHIN
INANTA, SH.Msi. dan saksi KRISANTO,SE.MM :

- bahwa daldm pertemuan tersebut disepakati agar Terdakwa
menanyakan ke Bagian keuangan Propinsi Jawa Timur ientan'g
bagaimana memenuhi kebutuhan Bupati Blitar dan Terdakwa
mendapat penjelasar. bahwa permintadn Bupati IMAM
MUHADI dapat diperuhi dengan membuat SPMG PA asalkan

dapat dipertanggung jawabkan hal ini disampaikan kepada
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KRISANTO,SEMM. Drs. M. RUSYDAN serta SOLICHIN
INANTA kemudian Terdakwa bersama ketiga orang tersebut
menghadap kepada Sekretaris Daerah Blitar (SOEBIANTORO)

yang olehnya diperiniahakan melaporkan kepada Bupati IMAM

MUHADI dan disetujui olehnya ;
- bahwa pada tanggal 4 Maret 2002 dibuatiah SPMG PA (kodeD)
2(dua) lembar masirg-masing senilai Rp.l.OO0.00(S.OOO,.— dan
berlanjut terus selama tahun 2002 hingga berjumlah 59 SPMG
kode D senilai Rp.17.047.950.000,~ demikian pula tahun 2003

selama 1 tahun diterbitkan 56 SPMG kode D senilai

Rp.27.060.318.225,~ ;
- bahwa setiap kali dibu'a;t SPMG kode D (tanpa SKO ‘dan tidak
dise:;i;ai SPP) lalu diteruskan ke Kantor Kas Daerah. untuk
dipindah bukukan dari ﬁekening Kas Daerah ke Rekening
Bendaharawan Gaji Sekretariat Sdr. LILIK PURWANTO
olehnya dana yang telah dipindah bukukan dicairkan dan
discrahkan kepada KRISANTO, SEMM. selanjutnya

diserahkan kepada Bupati IMAM MUHADI ;
Menimbang, bahwa karena adanya inisiatif dari Terdakwa dan
Terdakwa tahu SPMG PA tersebut harus dipcrta:tggung jawabkan,
akan tetapi telah keluar dana dari Kas Daerah tanpa dipertanggung
jawabkan sebesar Rp.44.108.268.225,- yang dinikmati oleh Bupati

IMAM MUHADI dan KRISANTO maka telah terbukti bahwa

Terdakwa telah mengunmngkan orang lain ;
Menimbang, bahwa - setelah terbukti menguntungkan orang
lain apakah Terdakwa juga menguntungkan dirinya séndiri j memme———aa
Méniznhung, bahwa didcpan  persidangan  Terdakwa

membantah telah menerima dana dari KRISANTO, SE.MM. sebagai
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vang hasil pencairan SPMG kode D ataupun dana lain yang

dikeluarkan dari Kas Daernh secara tidak sah ; '

Menimbang, bahwa mengenai dana yang tertera dalam
Rekening Terdakwa sebagaimana telah diperlihatkan dalam
persidangan diakui sebagai miliknya tetapi merupakan Rekening

Tabungan dari uang kredit dan Rekening tempat penerimaan gaji

bukan dari pemberian saksi KRISANTO ;

Menimbang, bahwa saldo dari Rekening Terdakwa yang
jumlahnya sebagaimana tersebut dalam buku tabungan, Majelis
memandang bahwa jumlahnya tidak cukup signifikan dbandingkan
dengan nilai dana yéng cair melalui SPMG kode D selain itu tJ;dak
ada bukti 'lain )'mgdapamlembuktikan bahwa Terdakwa melakukan
perbuatannya dengan tu.juan‘_ mendapat keuntungan, Terda.kwa

melakukan peerbuatannya semata-mata Karena loyalitas terhadap

atasan yaitu Kabag.Keﬁang:an :
Menimbang, bah\‘va berdasarkan pertimbangan -tersebut

Majelis berpendapat bahwa Temm tidak terbukti menguntungkan
diri sendiri ; , ‘
Ad3 Menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang
ada padanya :

Menimbang, bahwa terdakwa BANGUN SUHARSONO bin
SUBRAHIM scbagai Kaasubag.Pembukuan pada bagian Keuangan
Sckretariat Daerah Kabupaten Bkitar, mempunyai tugas pokok dan

fungsi berdasarkan surat keputusah Bupati Blitar No.234 taun 2002 -

tanggal 23 Juli 2003 pasal 48 ayat 1 dan 2 ;
Pasal 1 : melaksanakan pembukuan, pemetiksaan dan penelitian

terhadap realisasi anggaran rutin, pembangunan maupun

Skripsi Analisis Putusan Nomor ... " Rachma Dwi Dody Saputra



105
IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

pendapatan serta mempersiapkan bahan penysusunan

perhtiungan APBD ;
Pasal 2: - Pengadaan pembukuan secara sistematis dan kronologis

mengenai penerimaan dan pengeluaran ; ———--ees--sesnsss--

Pengadaan penelitian terhadap buku kas penerimaan dan
pengeluaran  serta  pembuatan nota  pendapatan
pemeriksaan buku kas untuk mengetahui posisi APBD ; -

- Pengadaan Evaluasi dan penyusunan APBD sesuai

ketentuan yang berlaku ;

Pengadaan penelitian terhadap lapaoran bendaharawan
khusus penerimaan PAD dan tata cara pembukuan ; ------

- Penyiapan dan penegelolaan data sebagai bahan

penyusunan perhitungan APBD ;

Pencatatan dan penerimaan laporan dari bendahara

penerima atau instansi yang lebih tngga dari kas Daerah :-
Menimbang, bahwa karena kewenangan Terdakwa sebagai
Kasubag.Pembukuan selain mempun‘yai tugas dan fungsi seperti
tersebut diatas, maka dalarn bengelolaan keuangan daersh harus pula
berpedoman pada PP. No.105 tahun 2000 dan Kep.Mendagri No.29
tahun 2000 ; '

‘ Menimbang, bahwa PP. No.105 tahun 2000 tentang

pengelolaan dan pertanggung Jjawaban keuangan daerah mengatur

antara lain : ' -

Pasal 25, menyatakan : Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas beban APBD tidak dapat dilakukan

sebelum ditetapkan dalam Perda tentang

. APBD dan ditempatkan ;
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Pasal 26 menyatakan :Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD
diterrbitkan Surat Keputusanotorisasi (SKO)
atay SK lainnya yang disamakan dengan itu

oleh Pejabat ;

Pasal 27 menyatakan : Sctiap pembebanan APBD harus didukung
oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai
- kekurangan yang diperoleh pihak penagih\; -

Menimbang, bahwa Kep. Mendagri No.29 tahun 2002 tentang

pedoman penyusunan pertungung jawaban dan pengawasan keuangan

o .

daerah serta tata cara penjfusman APBD_, pelaksanaan tata usaha

keuangan daerah dan penyusunan perhitungan APBD mengatur

antara lain :

Pasal. 49 (3) menyatakan : Untuk pengeluaran Kas D'aerah beban
APBD lebih dulu diterbitkan SKO atay
surat * . pengeluaran  lainnya  yang
disan;akan dengan itu yang ditetapkan

oleh Kepala Daerah ;

Pasal 49 (5} menyatakan : Setiap pengeluaran kas didukung oleh
| bukti yang lengkap dan sah mengenai
hak vang diperoleh pihak penagih ; -----

Pasal 51 (1) menyatakan : Untuk melaksanakan pengeluaran kas,
pengguna anggaran mengajul:;'n SPP

kepada Pejabat yang melaksanakan

fungsi perbendaharaan ; —--——ever—-e---

Pasal 51 (2) menyatakan : SPP sebagaimana tersebut pada ayat 1
| | digunakan setelah SKO diterbitkan

disertai dengarfx pengantar  Dafiar

Rincian penggunaan anggaran belanja ;
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Menimbang, bahwa pada kenyataannya dalam menjalankan
kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya tidak
megikuti Tupoksiriya dan tidak pula berpedoman pada kedua

peraturan’ perundangan yang ada hal ini dapat dibuktikan sebagai

berikqt:
~ bahwa saksi KRISAI»ITO,_’ saksi m.rusydan, saksi SOLICHIN
fNANTA, saksi LILIK PURWANTO, saksi KADMIARSIH
dan saksi SRI SUHARTINI menerangkan pad takiun 2002 dan

2063 telah diterbitkan SPMG kode D tanpa diterbitkan SKO dan

——— s

tanpa menggunakan'SPP (bertentangan dengan pasal 43 ayat‘3
m;t 2 Kep.Mendagri No.29 tahun 2002 dan
bertentagan dengan pasal 26 PP. No 105 tahun 2000) ; ~eeemmnemam
-  bahwa pengeluaran dimana_kas daerah akibat pembuatan SPMG
kode D tidak ditetapkan dalam Perda tentang APBD dan
pengeluaran tersebut tidak didukung oleh bukti yang sah
mengenai.hak yang diperoleh olehl pihak penagih ; -~-eesemmmeee..
- bahwa dalam kapasitas sc;:bagai Kasubag.Pembukuan Terdakwa
sangat paham bahwa :

- pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum

. ditetapkan dalam Perda APBD :

- penerbitan SPMG harus dilengkapi SPP dan telah diterbitkan

SKO;
- penerbitan SPMG kode D yag tidak dilengkapi SPP dan SKO
tidak dapat dibukukan dalam buku D.PA (Daftar Pembukuan

Admnmstram)
-setiap pengeluaran atas beban APBD  harus dapat
dipertangung jawabkan demikian pula penecerbitan SPMG

kode D harus ada pertanggung jawabannya ; we-ecemceemeeeeee

\
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-bahwa paada kenyataannya terdakwalah yang berinisiatif
untuk penerbitan SPMG kode D yang berlanjut sepanjang

tahun anggaran 2002, 2003 dan 2004 ;

-bahwa karena Terdakwa tahu SPMG kode D ftidak ada
pertangguné jawabannya maka agar secara administratifc
dapat mempertanggung jawabkannya Terdakwa juga
berinisiatif untuk membebankan pengeluaran dengan SPMG
kode D tersebut pada belanja pegawai (gaji) dan belanja
lainnya pada 32 Unit. kerja dan 22 Kecamatan yang telah
ditetapkﬁn dalam AP].?D dengan cara memperbesar maupun
memperkecil nilai telanja pegawai (gaji) dan béla.nja lainnya
pada 32 Unit Kerja dan 22 Kecamatan tersebut ; —~seme—eeenen--

- bahwa memperbesar dan memperkecil nilai belanja pegawai

* (gaji) dan belanja lainnya dimaksudkan ager nantinya dalam
| bﬁku laporan tahunan sisa perhitungan APBD " neraca
penerimaan dan pe.ngeluaran menjadi seimbang ; —--—---;-

-bahwa hal tersebut dil'a.kukar; oleh Terdakwa pada tahun
angaran 2002 dan 2004 sehingga pengeluaran dalam dua

tahun tersebtu seolah-olah sebagai pengeluaran yang telah

ditetapkan dalam APBD ;

Menimbang, be;ilwa dengan demikian Terdakwa dalam |
menjalankan kewenangan, kesempatan atau sarana telah bertentangan
dengan tupoksi yang telah ditentukan dalam SK Bupati Blitar, tidak
mengikuti pedoman yang ditentukan dalam PP, No tahun 2000 dan

Kep,Mendagri No.29 tahun 2002 maka unsur ketiga telah terpenuhi

oleh perbuatan Terdakwa ;
Ad4. Dapat Memgikan Keuanpan Nepgara atau nomian
Negara:
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Menimbang, bahwa dd#m pegelm asal }yang menunjuk
pada penjelasan p‘asxﬂ .5.2 No.31 tahun 1999 tentang
pemberantasan tinciak pidana Kbrt;psi dinyatakan bahwa kata
“dapat® menunjukkan bahwa tindak pidana Korupsi
merupakan cialil formil yaitu W
cukup dengan dipcnuhin'ya W
- m timbulnya akibat sebagaimaﬁa dalil
~— e .

materiel ; ‘ —
e —

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan UnSur-unsur

perbuatan yang sudah dirumuskan adalah unsur kedua dengan
tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau
korporasi, dan unsur Eetiga menyalah gunakan kewenangan,
kesempatan ataﬁ sarana yang ada padanya karena jabatan ; ----
lMenimbang, bahwa wunsur kedua dan ketiga telah
dipertimbangkan dan  telah terpenuhi oleh perbuatan
Terdakwa, maka Majelis berpendapat bahwa unsur kempat

dapat merugikan keuangan Negara atau perckonomian Negara

telah terpenuhi pula ;

Ad.S. Sebagai Tindak Pidana Penvyertaan :

Menimbang, bahwa keberadaan pasal 53 ayat 1 ke 1 yang

dikenal sebagai pasal penyertaan adalah memberi perluasan
terhadap -norma-nmma yang menjadi dakwaan ; ---——--r--srcee

Menimbang, bahwa Prof. Mulyatno, SH.dalam bukq delik-
delik Penyertaan, Penerbit Gajah Mada Press tahun 1988 hal 8
menyatakan bahwa “ a&a penyertaan apabila bukan satu orang
pelaku saja yang teréangkut dalam ferjadinya perbua@
pidana “ skan tetapibeberapa orang * lebih lanjut dikataken

bahwa “ tidak setiap orang yang tersangkut perbuatan _pidana

i
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dapat dinamakan peserta “ melainkan harus memenuhi syarat,
sebagai yang melakukan atau menyuruh lakﬁkan atau turut

- serta melakukan ;

Menimbang, bahwa ;rfrdakwa BANGUN SUHARSONO
adalah salah satw dari beberapa orang pelaku dalam delik
korupsi ini, ia terdakwa juga scbagai tunut serta melakukan
artinya perbuatan beberapa orang tersebut bukan s.ebagai
peerbu;wn yang berdiri sendiri tetapi sebagai satu kesatuan

perbuatan, peranan yang satu dengan lainnya adalah sama

‘dalam mewujudkan suatu delik ;

Menimbang, bahwsa berdasarkan pertimbangan pada unsur

| kedua dan ketiga dihubungkan degan syarat penyertaan maka
uﬁsur kelima telah teerpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ; -----

Ad.6. _Unsur Dilakukan Secara Berlanjut :

Menimbang, bahwsa tahun 2002 secara berkala telah terbit

SPMG kode 1> scbanyak 59 | SPMG  senilai
Rp.17.047.950.000,- kemudian untuk mempertanggung
jawabkannya oleh terdakwa dilakukan dengan memperbésar
nilai pada pos belanja pegawai dan belanja lainnya !(emudian
angka-angka yang telah diperbesar tersebut dimasukkan
dalam buku laporan sisa perhitungan APBD 2002 sehingga

secara administrasi sudah dipertanggung jawabkan tetapi

pertanggung jawaban secara riel tidak ada ;
Menimbang, bahwa hal yang sama juga dilakukan pada tahun
2003 sehingga dengan adanya perbuatan yang sama dilakukan

tahun 2002 dan 2003 maka unsur dilakikan secara berlanjut

telah terpenuhi ;
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Menimbang, bahwa dengan telah terpenuihnya- semua unsur
dari pasal yang didakwakan subsidair, Majelis menjratakan Terdakwa
BANGUN SUHARSONQ secara sah dan meyakinkan terbukti
bersalah melalukan tindak pidéna korupsi yang dilakukan bersama-

sama dan berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

' pasal 3 UU. No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana

Korupsi sebagaimana te]gh diubah dengan UU. No.20 tahun 2000 jo
pasal 53 ayat (1) ke 1 Ktjﬁp jo pasal 64 (1) KUHP ; e

Menimbang, bahwa ntas‘pledoi dari Team i’enasehat Hukum
Terdakwa, Mnjelis Sependapat Team Penasehat Hukum Terdakwa

bahwa yang terbukti adalah dakwaan subsidajr dan tidak terbuktmya

] dakwaan pnman bukan karena tidak terpenuhinya unsur melawan

hokum tetapi karena unsur setnap orang yang tidak terpenuhi oleh
Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam uraian selanjutnya pada dakwaan -

subsidair, Majelis tidak sependapat denéan Penasehat Hukum
Terdakwa karena telah menguraikan unsur-unsur dari dakwaan

subsidair dan menyatakan semua unsurnya tidak terpenuﬁ dan .

memohon agar Terdakwa BANGUN SUHARSONO dibebaskan dari

Menimbang, bahwa suatu kelaziman dalam sebuah proses
peradilan dimana hokum ini konkreto diprgsentasikan. semua pihak
berangkat dari keinginan yang sama yaitu menemukan kebenaran
materiel dari sebuah pcn‘.txwa tetapi dengan tujuan yang berbeda
maka adalah suatu keniscayaan adanya beda pendapat ; -~meeemee-looo.

Menimbang, bahwa Majelis memberikan ‘apresiasi yang tinggi
kepada Team fcnasehat + kum yang telah bersungguh-sunggih

dalam proses penegakan hokum ini ;
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Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah
maka kepadanya sepantasnya dijatuhi pidana sebagaimana tersebut

dalam amar putusan ini diliurangkan dengan masa tahanan yang telah

dijalaninya ;
Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi adalah tindak pidana
luar biasa (Ekltm Sadinary Crime) maka rasanya pidana yang
dikenakan pada din :I‘erdal-:wa cukup memenuhi rasa keadilan ; --—---
Menimbang, bahwa selain dipidana penjara kepada Terdakwa
juga dijatuhi pidana tambahan berupa denda sebesar Rp.50.000.000.-:
Meniimbang, bahwa bﬁkti surat sebagai tersebut dalam dafiar,

dilampirkan untuk alat bukti dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam
pertimbangan unsur kedt.la; bahwa Terdakwa hanya terbukti
rhenguntungkan orang lain, maka kepadanya tidak dijatuhkan pidana
tambahan berﬁpa uang pengg.anti, selain itu barang bukt yang disita
berupa sebidang. tanah dan ‘rumah diﬁtasnya yang terletak di Jalan
Serayu No.212 Blitar bt;,s.erta surat-suratnya dikembalikan kepada
Terdakwa, barang buktt tersﬁbut perclehannya sebelum terjadinya

tindak pidana korupsi sebagaimana tertera pada Surat Keterangan

IPEDA No.463, tanggal 15 Mei 1985 ;

* Menimbang, bahwa sebelum_sémpaj pada pemidanaan perlu
dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada

~ diri Terdakwa :

-Yang meringankan :
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatarfya , ~-e-—seeeeee—e-
- Terdakwa sopan dalam persidangan dan menyesali perbuatannya ;

Yang memberatkan :
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- Sejak awal terjadinya tindak pidana korupsi, Terdakwa sudah

mengetahui dan Terdakwa tidak berusaha mencegah bahkan

berlanjut selama 3(tiga) tahun ;

. Terdakwa salah mengartikan loyalitas kepada atasan dengan

m;alakukaﬁ perbuatan menyimpang ;
Memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan
yang berkenaan dengan perkara ini yaita UU. No§ Tahun 1981
tentang KUHAP, dan UU. No.31 Tahun 1999 khususnya pesal 3,

yL— :
Peraturan Pemerintah NoJ05 Tahun 2000 dan Kep.Mendagri No.29

Tahun 2002 ;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa-Terdakwa BANGUN SUHARSONO bin
' SUBRAHIM secara sah dan meyakinksn tidak terbukti bersalah
melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan - dalam

dakwaan primair ;

2. Membebaskan Terdakwa BANGUN SUHARSONO bin

SUBRAHIM dari dakwaan primair ;

" 3. Menyatakan bahwa Terdakwa BANGUN SUHARSONO bin

SUBRAHIM secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah
melakukan tindak pidana “ KORUPSI SECARA BERSAMA

DAN BERLANJUT “

4. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa BANGUN
SUHARSONO bin SUBRAHIM selama 5(lima) tahun ; ---------

5. Menyatakan bahwa pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya

dengan masa tahanan yang telah dijalaninya ;

6. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalar tahanan ; --------------
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Menjatuhkan  pidana denda kepada terdakwa sebesar

Rp.50.000.000,- (L:ima.puluh juta rupiah) Subsidair 6(enam)

bulan kurungan ;

Menyatakan barang bukti berupa :
12 buku arsip B.IX Kantor Kas Daerah Kab,Blitar Th.2002 ; ----
11 buku arsip B.D(-i{mtor Kas Daerah Kab.Blitar Th.2003 ; ----
25 buku arsip B.TX Kantor Kas Daerah Kab.Blitar Th.2004 ; e
Lampiran Laporan Pertanggung Jawaban Bupati Blitar Tahun

-Anggaran 2003 ;

Naskah LPJ Tahun Anggaran 2003 ;

B.V (Buku Besar Pejgeluaran Gaji) Tahun 2002 (aslf) ; ceeecmem--
B.V (Buku Besar Pengeluaran Gaiji) .Tahun 2003 (as;I) ; -=meeeem-
Foto Copy B.XIH (Daftar Pembukuan A_dminiﬁrasi) Tahun
2003 ; ' '

S.P.M.G. kode D Tahun 2002 :

*

S.P.M.G. kode D Tahun 2003 (kecuali No.12/d/R tanggal 31

Maret 2003 sebesar Rp.50.000.000,- ;

S.P.M.G. kode D Tahun 2004 (kecuali No.61/d/R tanggal 30

April 2004 sebesar Rp.210.000.000,- ;

R/C tahun 2002 dan R/C tahun 2003 ;-

Surat Pernyataan Bapel Kesmus RSU Ngudi Waluyo Wlingi ; --
Daftar Hadir Karyawan BAWASDA Kab.Blitar pada waktu

pengarahan dari Bupati Blitar tanggal 13 januari 2004 e

Duplikat SPMG kode D Tahun 2002 ;

1(satu) Bendel Kwitansi No. Urut 1 s/d 32 ;
R/C Pebruari 2003 s/d4 Nopember 2003 (asli} ; mmemreemeee .
Sura't Perjanjian Huting Piﬁtang_ antara Pem.Kab.Blitar dengan

KPRI * PRAJA MUKTI « ;
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- P.AK. APBD Tahun 2002

- APBD 20102 + Penjabaran, Penjabaran PAK 2002, Sisa

Perhifungan APBD 2002 + Penjabaran 2002 ;
- APBD 2003 + Penjabaran, Penjabaran PAK 2003, Sisa

Perhitungan APBD 2003 + Penjabaran 2003 ;

- APBD 2004 + Penjabaran, Penjabaran PAK APBD 2004,

Penjabaran Laporan semester I APBD 2004 ;

Untuk bukti perkara lain :

" - Sebidang tanah yang diatasnya berdiri rumah di jalan Serayu

‘No. 212 Blitar beserta surat-suratnya dikembalikan kepada

terdakwa ;

9 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa Rp.5.000.-

(Lima ribu rup‘ah) ; -

Demikian ciiputuskaﬁ dalam. musyawarah Majelis Hakim pada
tanggal 1 September 2005,“yang terdiri dari : NYOMAN DEDY,
SH.MH. sebagai K.ctué Majelis, SIH YULIARTI, SH. dan JOKO
SAPTONOQ, SHMH. ma;;_ingq.nasing sebagai Hakim Anggota,
Putusan ini dibacakan pada tanggal 7 SEPTEMBER 2005 oleh Ketua
Majelis dalam sidaﬁg-yané t;ariauka untuk umum didampingi oleh
Hakim Anggota dibantu oleh RONY ALBAS, SH. sebagal Panitera
Pengganti dan dihadiri oleh MUZAIRI, SH. TRIYONO, SH. Jaksa

Penuntut Umum, Terdakwa dan TEAM Penasehat Hukum Terdakwa;

Anggota-Anggota : Ketua,
ttd , ttd

SIH YULIARTI, SH. | NYOMAN DEDY T,SH.MH.
ttd

JOKO SAPTONO, SH.MH. t
Panitera Pengganti,
ttd

RONY ALBAS, SH.
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ICATAT DISl'NI

Bahwa putusan ini pada tanggal 14 SEPTEMBER 2005 telah
emperoleh kekuatan hukum tetap, karena Terdakwa dari Jaksa Penuntut
mum tenggang waktu pikir-piki
:PTEMBER 2005 ; SR

Untuk turunan sesuai dengan aslmya
St ,Oleh, . Caee

Pamtcra/Sekretarls Pengadxlan Neg_,en
Blitar,: -

JA'TIR AN, SHMH
""NIP.040040086.
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